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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA 

Pasal 8 

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. 

Pasal 9 

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) 
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Cip¬ 
taan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 
Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan 
Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) 
penyewaan Ciptaan. 

2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta. 

3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dila¬ 
rang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial 
Ciptaan. 

SANKSI PELANGGARAN 

Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100. 
000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 



RATA PENGANTAR 


Assalamualaikum Warahmatullai Wabarakatuh 
Bismillahirrahmanir rahim 

Puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan-Nya telah 
memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk 
dapat menyelesaikan buku sederhana ini yang berjudul "Per¬ 
lindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi 
Asal (Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai 
Merek Dagang di Indonesia dan Jepang)" 

Buku ini kami tulis atas dasar kurangnya pengetahuan 
masyarakat umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, utamanya 
mengenai Produk Indikasi Asal yang memang istilahnya pun 
belum cukup familiar di Indonesia, sehingga melalui buku ini 
kami merasa perlu untuk memberikan pemahaman mengenai 
substansi yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual, khusus¬ 
nya mengenai Produk Indikasi Asal kepada semua pihak yang 
merasa membutuhkan informasi atau pengetahun dihidang ter¬ 
sebut. 


v 




Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bagian utama yang di¬ 
tandai dengan pemisahan antar bab, yakni pendahuluan pada 
bab pertama, hubungan hukum internasional dan hukum nasio¬ 
nal pada bab kedua, pengertian dasar pada bab ketiga, kerangka 
teoritis pada bab keempat, instrumen hukum hak indikasi asal 
pada bab kelima, perlindungan Kopi Toraja sebagai produk in¬ 
dikasi asal pada bab keenam, akibat hukum Kopi Toraja yang 
terdaftar sebagai merek dagang di Indonesia dan Jepang pada 
bab ketujuh, upaya hukum yang dapat ditempuh Indonesia 
pada bab kedelapan, dan terakhir penutup pada bab kesembilan. 

"Tak ada gading yang tak retak" begitupun dengan buku 
ini, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesem¬ 
purnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami meng¬ 
harapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna 
perbaikan dan penyempurnaan penulisan pada buku-buku se¬ 
lanjutnya. Harapan kami, semoga buku ini dapat berguna dalam 
pembangunan ilmu hukum di Indonesia. 

Wassalamualaikum Warahmatullai Wabarakatuh 
Selamat membaca ... 

Makassar, 11 September 2014 
Tim Penulis 
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Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


BAB I 

1 1 SI VI I11 ts 


Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan 
keanekaragaman seni dan budaya. Hal ini sejalan dengan keane¬ 
karagaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluru¬ 
han merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekaya¬ 
an seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya 
intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-un¬ 
dang. Kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk seni dan bu¬ 
daya itu sendiri, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mening¬ 
katkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang 
melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni 
dan budaya yang dlindungi ini dapat meningkatkan kesejah¬ 
teraan tidak hanya untuk para penciptanya saja, tetapi juga bagi 
bangsa dan negara tenpat kekayaan seni dan budaya tersebut 
berasal. 

Dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pem¬ 
bangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan 
nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk mereali¬ 
sasikan gagasan mengenai Association of South East Asian Nations 
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(ASEAN) 1 ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2 serta keikutsertaan 
Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) 3 dan 


1 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih popu¬ 

ler dengan sebutan Association ofSoutheast Asian Nations (ASEAN) merupakan se¬ 
buah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia 
Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi 
Bangkok oleh Indonesia,Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi 
ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan 
pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian 
dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk 
membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ASEAN meliputi 
wilayah daratan seluas 4.46 juta km 2 atau setara dengan 3% total luas daratan 
di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara 
dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari 
luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah 
tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, 
maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan sete¬ 
lah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brasil, Inggris, dan Italia. 
Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut: Menghormati kemerde¬ 
kaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional 
setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional 
bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar, Tidak 
mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota, Penyelesaian 
perbedaan atau perdebatan dengan damai. Menolak penggunaan kekuatan yang 
mematikan, Kerja sama efektif antara anggota. ASEAN beranggotakan semua 
negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN: Fili¬ 
pina (negara pendiri ASEAN), Indonesia (negara pendiri ASEAN), Malay¬ 
sia (negara pendiri ASEAN), Singapura (negara pendiri ASEAN), Thai¬ 

land (negara pendiri ASEAN), Brunei Darussalam bergabung pada (7 
Januari 1984), Vietnam bergabung pada (28 Juli 1995), Laos bergabung pada (23 
Juli 1997), Myanmar bergabung pada (23 Juli 1997), Kamboja bergabung pada (16 
Desember 1998). Mengingat kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang 
strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki 
perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini 
adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN: Bangladesh, Palau, 
Papua Nugini, Republik China (Taiwan), Timor Leste. Lihat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 

2 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade 
Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi 
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Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), * * 3 4 * * * * * * li telah menunjukkan 
keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian 
yang bebas dan terbuka, serta secara tidak langsung memacu 


lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, 
ASEAN memiliki enam anggota. Lihat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN 

3 World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi 
internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 
1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan 
disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parle¬ 
men. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen 
barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendiri¬ 
an WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 
1994) serta perundingan sebelumnya di bawah " General Agreement on Tariffs and 
Trade " (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di 
antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. 
Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "Doha 
Development Agenda" (DDA) yang dimulai tahun 2001. Lihat 
http:/ / www.kemlu.go.id/ id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World- 

Tr ade-Or ganization- (WT O). aspx 

4 APEC, singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja sama 

Ekonomi Asia Pasifik, adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang 

bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas 

dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. APEC 

didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan inter¬ 

dependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdagangan 
lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan 
ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk 
produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa. Rapat tahunan APEC 

dihadiri oleh kepala pemerintahan dari seluruh negara anggota APEC kecua¬ 

li Taiwan (yang diwakilkan oleh pejabat level menteri yang dinamai Tionghoa 
Taipei sebagai kepala ekonomi). Lokasi rapat dirotasi tiap tahun di antara negara 
anggota, dan sebagai tradisi, yang diikuti oleh hampir semua pertemuan, seti¬ 
ap kepala pemerintahan yang hadir mengenakan pakaian tradisional negara 
tuan rumah. Lihat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 
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perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan 
daya saingnya. 

Setelah Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia wajib 
menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian- 
perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara anggota 
WTO yang lain. 5 Perjanjian tersebut dituangkan dalam WTO 
Agreement, Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh ang¬ 
gota WTO adalah Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual 
Property Rights atau yang disebut Perjanjian TRIPs. 6 Perjanjian 
TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota WTO dalam me¬ 
nyusun peraturan perundang-undangan mereka dan untuk me¬ 
lindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Maka peraturan per¬ 
undang-undangan Indonesia pun juga harus mengacu pada 
Perjanjian TRIPs. 7 Hal ini sebagai konsekuensi dari keanggotaan 
Indonesia dalam WTO. 


5 Seperti Negara Jepang yang telah menjadi anggota WTO pada tanggal 
1 January 1995 (GATT: 10 September 1955), Negara Malaysia yang telah menjadi 
anggota WTO pada tanggal 1 January 1995 (GATT: 24 October 1957), Negara 
Singapura yang telah menjadi anggota WTO pada tanggal 1 January 1995 
(GATT: 20 August 1973) 

6 Persetujuan umumnya digunakan pada perjanjian yang mengatur 
materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu 
pengetahuan. Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi 
Dalam Era Dinamika Global, Ed. 2, Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 92 

7 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cet. 1, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), hlm. 1 
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HKI merupakan terjemahan dari istilah Intellectual Proper- 
ty Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu 
hak, 8 kekayaan, 9 dan intelektual. 10 Hak atas suatu karya cipta, 
baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran seseorang harus 
dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, 
melainkan bagi seluruh umat manusia. Semakin derasnya arus 
perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas 
produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkemba¬ 
ngan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring 
dengan hal itu, pentingnya peranan HKI dalam mendukung 
perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari oleh 
banyak pihak, termasuk juga para stakeholder sebagai pengambil 
kebijakan dalam melindungi HKI seseorang. 

Salah satu bagian dari sistem HKI yang diadopsi dari 
Perjanjian TRIPs adalah Indikasi Geografis. 11 Pengaturan menge- 


8 Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum untuk melindungi 
kepentingan subjek hukum itu sendiri (si pemilik hak), Kadarudin, Pemahaman 
HAM, Makalah disampaikan pada kegiatan Pelatihan Paralegal di Makassar, 
Tahun 2013, hlm. 1 

9 Kekayaan dalam konteks ini adalah merupakan abstraksi yang dapat 
dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adrian Sutedi (2009), Op.Cit., hlm. 15 

10 Kekayaan intelektual merupakan atas segala hasil produksi 
kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, 
karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Adrian Sutedi (2009), Ibid. 

11 Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 
suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, 
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nai Indikasi geografis dimuat dalam Bab VII Pasal 56 sampai 
dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek 12 (Undang-Undang ten-tang Merek), 
dan diatur lebih khusus lagi ke dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geografis 13 (Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis), 
dimana kedua aturan tersebut (baik Undang-Undang tentang 
Merek maupun Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geog¬ 
rafis) diadopsi dari Perjanjian TRIPs, khususnya dalam article 22 
mengenai indikasi geografis yang berkaitan dengan pemakaian 
merek. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya 
alam yang melimpah dan kaya akan produk potensi indikasi 
geografis. Dari segi sumber daya alam, banyak produk daerah 
yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar inter¬ 
nasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sebagai 
contoh : Java Coffee Lada, Gayo Coffee, Toraja Coffee Tembakau 


faktor manusia, atau kombinasi dari ke dua faktor tersebut, memberikan ciri dan 
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Cet. 1, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010), hlm. 217. 

12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tam¬ 
bahan Lembaran Negara Nomor 4131. 

13 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tam¬ 
bahan Lembaran Negara Nomor 4763. 
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Deli, Muntok White Pepper. Keterkenalan produk tersebut seha¬ 
rusnya diikuti dengan perlindungan hukum untuk melindungi 
komoditas tersebut dari praktek persaingan usaha yang tidak 
sehat. 14 Karena tanpa perlindungan hukum yang memadai, ma¬ 
ka produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan 
tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi sebagaimana produk-produk yang telah disebutkan 
sebelumnya akan menjadi sia-sia. 

Kopi Toraja adalah kopi yang diproduksi di Kabupaten 
Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara (Propinsi Sulawesi Se¬ 
latan). 15 Penggemar kopi di Indonesia, bahkan mayoritas konsu¬ 
men kopi di dunia, mengetahui kopi Toraja. Kopi yang berasal 
dari Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara itu me¬ 
miliki cita rasa tinggi, sehingga terkenal di pasaran interna¬ 
sional. 

Kopi tumbuh di banyak kabupaten di Propinsi Sulawesi 
Selatan, seperti di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja 
Utara dan Kabupaten Enrekang. Namun kopi dari Kabupaten 
Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara memiliki karakteristik 
dan cita rasa tinggi karena faktor alamnya. Keadaan alam Kabu¬ 
paten Tana Toraja bergunung-gunung, berada pada ketinggian 

14 http:// www.scribd.com 

15 Propinsi Sulawesi Selatan saat ini memiliki 24 kabupaten/kota 
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300 (tiga ratus) meter sampai 2.889 (dua ribu delapan ratus dela¬ 
pan puluh sembilan) meter di atas permukaan laut. Faktor alam 
tersebutlah yang membedakan rasa kopi yang berasal dari Ka¬ 
bupaten Tana Toraja dengan kopi yang berasal dari daerah lain. 
Dengan cita rasanya yang tinggi itu, harga kopi yang berasal 
dari Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara lebih 
mahal dibandingkan dengan kopi merek lain yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, kopi tersebut (kopi yang 
berasal dari Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Uta¬ 
ra) telah lama masuk ke pasar internasional. 16 Oleh karena itu, 
sudah tentu bahwa produk kopi ini harus mendapatkan perlin¬ 
dungan secara hukum, khususnya perlindungan HKI. 

Ketenaran Kopi Toraja ini kemudian dimanfaatkan oleh 
perusahaan Key Coffee Inc. dari Jepang dengan mendaftarkan 
Merek "Toarco Toraja" dengan nomor pendaftaran 75884722 di 
Jepang Pada tanggal 14 Januari 1977. Merek tersebut selain 
menampilkan kata "Toraja" juga rumah adat Toraja sebagai latar 
merek. Hal ini terjadi karena tidak adanya undang-undang 
nasional yang mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi 
asal pada saat didaftarkannya Merek Kopi Toraja oleh perusa¬ 
haan Key Coffee Inc. pada tahun 1977 di Jepang. Namun sebenar- 


16 http://www.google.com, Apksa, Wadah Diskusi Pengetahuan Kekayaan 
Alam Kalimantan Timur 
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nya, Kopi Toraja dapat dilindungi sebagai produk Indikasi Asal 
melalui perjanjian-perjanjian internasional dan hukum nasional 
yang lahir sebelum dan sesudah adanya pendaftaran Merek 
Kopi Toraja oleh perusahaan Key Coffee Inc. pada tahun 1977 di 
Jepang. Misalnya: Paris Convention (1883), Madrid Agreement 
(1891), Lisbon Agreement (1958), TRIPs Agreement (1994), Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis 
yang dalam pengaturannya juga mengatur mengenai perlindu¬ 
ngan terhadap produk indikasi asal. 17 Sehingga dengan demi¬ 
kian, maka tidak ada alasan bagi negara (Indonesia) untuk tidak 
mengupayakan terciptanya perlindungan hukum bagi Kopi 
Toraja sebaga produk indikasi asal milik Kabupaten Tana Toraja 
dan Kabupaten Toraja Utara. 

Indonesia dan Jepang terikat dalam suatu Perjanjian 
Internasional salah satunya adalah perjanjian TRIPs. Dalam 
Perjanjian TRIPs diatur mengenai indikasi geografis yang ber¬ 
kaitan dengan pemakaian merek. Dalam Article 22 (1) persetu¬ 
juan TRIPs dikemukakan bahwa: 

" Geographical indications are, for the purposes of this Agree¬ 
ment , indications which identify a goods as originating in the 
territory of a member, or a region or locality in that territory , 


17 http:// www.scribd.com Loc.Cit. 
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where a given quality, reputation, or other characteristic of the 
good is essentially attributable to its geogmphycal origin ". 

Yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan 
persetujuan ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wila¬ 
yah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah 
tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan 
karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh 
faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 
dimengerti bahwa asal suatu barang (termasuk jasa) yang mele¬ 
kat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang 
yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuri¬ 
dis. 18 

Dan dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen 
untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap 
barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi 
geografis. Misalnya mencantumkan label Kopi Toraja pada me¬ 
rek tetapi produk yang diperdagangkan bukanlah merupakan 
kopi Toraja. 

Larangan itu dipertegas dalam article 22 (2) persetujuan 
TRIPs yang mengatakan bahwa: 


18 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Inttellectual Proper- 
ty Rights),( Cet. 7, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 386. 
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"In respect of geogmphical indications, member shall provide 
the legal meansfor interested parties to prevent: 

a. the use ofany means in the designation or presentation of a 
good that indicates or suggest that the good in question ori- 
ginates in a geographical area other than the true place of 
origin in a manner which misleads the public as to the geog¬ 
raphical origin of the good. 

b. any use which constitutes an act ofunfair competition wit- 
hin the meaning of article 10 bis of the Paris Convention 
(1979) 


Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi 
pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakannya cara 
apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang membe¬ 
rikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa 
barang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wila¬ 
yah asal yang sebenarnya dari barang tersebut. 19 

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tinda¬ 
kan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang beraki¬ 
bat lebih lanjut ditimbulkannya persaingan curang ( unfair compe¬ 
tition), yang dijelaskan dalam article 10 bis Konvensi Paris (1979). 

Secara umum materi dalam buku ini menggambarkan 
tentang perlindungan hukum terhadap kopi Toraja sebagai pro¬ 
duk indikasi asal milik Tana Toraja dan Toraja Utara yang ter¬ 
daftar sebagai merek dagang di Indonesia dan Jepang, perlindu- 

19 Ibid., hlm. 387. 
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ngan hukum kopi Toraja ini dirasa perlu untuk diketahui karena 
merek yang dipakai oleh salah satu perusahaan kopi yang ada di 
Indonesia dan Jepang adalah Toraja, sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa Toraja adalah salah satu nama daerah (indikasi 
asal) di Indonesia namun dipakai sebagai merek dagang oleh 
negara lain (Jepang). 

Akibat hukum atas kopi Toraja yang terdaftar sebagai 
merek dagang di Indonesia dan Jepang, karena begitu penting¬ 
nya suatu merek dagang maka akibat hukum yang ditimbulkan 
juga dapat berdampak bagi kegiatan perdagangan negara-nega¬ 
ra lain, oleh karena itu akibat hukum dari penggunaan merek 
dagang kopi Toraja dirasa perlu untuk diketahui dan dipahami 
bersama agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan dalam 
kegiatan perdagangan. Serta upaya hukum yang dapat ditem¬ 
puh Indonesia atas kopi Toraja yang terdaftar sebagai merek 
dagang di Indonesia dan Jepang, karena selain Indonesia dirugi¬ 
kan dengan penggunaan merek dagang kopi Toraja (dimana 
Toraja adalah salah satu nama daerah yang ada di Indonesia), 
Indonesia juga dirugikan dalam hal kegiatan ekspor kopi yang 
tidak boleh menggunakan kata Toraja sebagai label kopi yang 
hendak di ekspor ke Jepang. 

Berdasarkan hal tersebut kami berharap buku ini mampu 
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
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hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Serta 
dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terkait 
dengan Indikasi asal. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan per¬ 
lindungan hukum terhadap indikasi asal milik Tana Toraja dan 
Toraja Utara yang terdaftar di negara lain. Selain itu, diharapkan 
pula dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai perlindungan indikasi asal. 
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BAB II 

HUBUNGAN HUKUM INTEUNASICNAL 
UAN HUKUM NASIGNAL 


Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan 
hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya bagi 
produk indikasi asal, maka terlebih dahulu penulis akan uraikan 
bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum 
nasional dalam praktik negara-negara, termasuk praktik di Indo¬ 
nesia. Hal ini sangat penting, mengingat pembahasan materi 
pada bab-bab selanjutnya saling mengaitkan antara instrumen 
hukum internasional dengan perundang-undangan yang berla¬ 
ku di Indonesia, oleh sebab itu, pengetahuan mengenai system 
hukum internasional dan sistem hukum nasional harus diketa¬ 
hui lebih awal agar tidak terjadi kebingungan pada saat memba¬ 
ca materi di bab-bab berikutnya. 

Berbicara mengenai hubungan hukum internasional de¬ 
ngan hukum nasional, maka hal tersebut merupakan reaksi dari 
kebingungan masyarakat umum yang tidak memiliki b asi c pen¬ 
didikan dalam bidang ilmu hukum, atau secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa seseorang yang bukan Sarjana Hukum sangat 
sulit melihat realitas hukum yang dipraktikkan, karena ada se- 
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buah aturan internasional dimana negara harus tunduk dan taat 
terhadap aturan tersebut, namun di sisi lain negara juga memi¬ 
liki produk hukumnya sendiri, yakni undang-undang dan pera¬ 
turan lainnya, dan hal tersebutpun harus dijalankan secara kon¬ 
sisten oleh organ-organ negara dan setiap warga negara. 

Membicarakan hubungan hukum internasional dan hu¬ 
kum nasional secara teori atau substansi materinya, maka ada 
dua aliran utama yang mempengaruhi kedua sistem hukum ter¬ 
sebut, dua aliran utama yang dimaksud adalah aliran monisme 
dan aliran dualisme 
A. Aliran Monisme 

Menurut monisme, semua hukum yang kita kenal adalah 
merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat 
baik masyarakat sebagai individu maupun negara ataupun sub¬ 
yek-subyek hukum internasional lainnya. Semuanya adalah me¬ 
rupakan satu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi 
umat manusia 20 akibat dari pandangan monisme tersebut berim¬ 
plikasi bahwa antara kedua perangkat ketentuan hukum ini ada 
hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional 
dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa su¬ 
dut pandang yang berbeda, dalam sejarah monisme mengenai 


20 1 Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Mandar 
Maju, 2003), hlm. 304. 
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masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara 
hukum nasional dan hukum internasional dalam hal terdapat 
pertentangan atau konflik antara kedua hukum itu. Ada pihak 
yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasio¬ 
nal dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasio¬ 
nal. Paham ini adalah paham monis dengan primat hukum 
nasional. 21 

Paham lain berpendapat bahwa hubungan antara hukum 
nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum 
internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan 
primat hukum internasional. Menurut teori monisme, keduanya 
dimungkinkan. 22 Dalam pandangan monisme dengan primat 
hukum nasional dan internasional itu tidak lain merupakan 
lanjutan hukum material untuk urusan luar negeri atau hukum 
tata negara yang mengatur hubungan luar negeri dari suatu ne¬ 
gara (auszeren staatsrecht ). Ajaran monis dengan primat hukum 
nasional pernah menguat di Jerman dengan nama madzhab Bonn. 


21 Alma Manuputty, dkk, Hukum Internasional. (Depok: Rech-ta, 2003), 

hlm. 152 


22 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: 
Binacipta, 1990), hlm. 43; Lihat juga Alma Manuputty, Ibid., hlm. 152-153 
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Ajaran ini menganggap hukum internasional itu bersumber dari 
hukum nasional dengan alasan 23 : 

1. Bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara 
yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia. 

2. Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan 
internasional dalam hubungan negara untuk mengada¬ 
kan perjanjian internasional, jadi wewenang konstitu¬ 
sional. 

Lainhalnya dengan ajaran monisme dengan primat hu¬ 
kum internasional, ajaran ini menganggap bahwa hukum inter- 
nasional-lah yang memegang peranan penting dalam sistem 
hukum negara, hal ini tidak lain dikarenakan bahwa lahirnya 
hukum internasional (dalam hal ini perjanjian internasional 
yang sifatnya law making treaty ) 24 adalah berdasarkan kesepaka¬ 
tan negara-negara (banyak negara) sehingga konsensusnya lebih 
kuat jika dibandingkan dengan hukum nasional yang sifatnya 
partikular. 

Dewasa ini hukum internasional mengalami perkem¬ 
bangan yang sangat pesat. Hal ini tidak dapat dilepaskan pera¬ 
nan dari negara-negara yang mengadakan konferensi-konferensi 

23 Ibid. 

24 Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional yang bersifat 
law making treaty bisa dilihat dalam Birkah Latif dan Kadarudin, Hukum 
Perjanjian Internasional, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2013), hlm. 17 


18 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


internasional yang kemudian melahirkan konvensi-konvensi in¬ 
ternasional sebagai perjanjian yang berlaku umum dan mengikat 
khususnya negara-negara peserta. 25 Oleh karenanya, maka pri- 
mat hukum internasional lebih menekankan pada pentingnya 
aturan yang didasarkan oleh kesepakatan orang banyak (negara- 
negara), sehingga hukum internasional (konvensi/perjanjian in¬ 
ternasional) harus lebih didahulukan ketimbang hukum nasio¬ 
nal suatu negara ketika terjadi pertentangan. 

B. Aliran Dualisme 

Sebaliknya, para pendukung aliran dualisme menyatakan 
bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-ma¬ 
sing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah 
satu sama lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada: 26 

1. Perbedaan sumber hukum; hukum nasional bersumber 
pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu 
Negara. Sedangkan hukum internasional berdasarkan 
hukum kebiasaan dan hukum yang dilakukan atas 
kehendak bersama Negara-negara dalam masyarakat 
internasional. 


25 Birkah Latif dan Kadarudin, Pengantar Hukum Internasional, (Makassar: 
Pustaka Pena Press, 2013), hlm. 60 

26 Boer Mauna, Hukum internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi dalam 
Era Dinamika Global. (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 12 
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2. Perbedaan mengenai subyek; subyek hukum nasional 
adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu 
Negara. Sedangkan subyek hukum internasional ada¬ 
lah Negara-negara anggota masyarakat internasional. 

3. Perbedaan mengenai kekuatan hukum; hukum nasio¬ 
nal mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pe¬ 
nuh dan sempurna bila dibandingkan dengan kekua¬ 
tan hukum internasional yang lebih banyak bersifat 
mengatur hubungan Negara-negara secara horizontal. 

Pandangan dualisme ini dibantah golongan monisme de¬ 
ngan alasan bahwa: 27 

1. Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah 
yang berbeda, namun subyek hukumnya tetap sama 
yaitu pada akhirnya yang diatur oleh hukum interna¬ 
sional adalah individu-individu yang terdapat dalam 
suatu Negara. 

2. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengi¬ 
kat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai 
suatu sistem hukum, maka tidaklah mungkin untuk 
dibantah bahwa hukum internasional dan hukum na¬ 
sional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hu¬ 
kum dan oleh karena itu, kedua perangkat hukum 

27 Alma Manuputty, dkk, Op.Cit., hlm. 155-156 


20 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat, 
apakah terhadap individu maupun negara. 

Anzilotti mengatakan bahwa sistem hukum internasional 
dan hukum nasional masing-masing dilandasi prinsip dasar 
“pada sun servanda ", sedangkan hukum nasional dilandasi prin¬ 
sip dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati. 
Perbedaan sumber hukum internasional dan nasional yang diu¬ 
tarakan oleh Trepel serta perbedaan prinsip dasar yang melan¬ 
dasi hukum internasional dan hukum nasional itu sebenarnya 
hanya merupakan perbedaan bentuk hukumnya. Perbedaan itu 
hanya mengenai proses penetapan dua hukum tersebut, per¬ 
bedaan itu tidak menyangkut isi dan tujuannya. Hukum inter¬ 
nasional dan hukum nasional sama-sama mengatur hak dan 
kewajiban subyek hukumnya. Hukum internasional dan hukum 
nasional sama-sama bertujuan menciptakan ketertiban dan kea¬ 
dilan. 28 

Karena kedua bidang hukum itu masing-masing berdiri 
sendiri dengan sifat dan corak yang memang berbeda serta 
ruang lingkup berlaku yang juga berbeda, maka menurut ajaran 
dualism tidak terdapat masalah primacy/ pengutamaan. Masing- 


28 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional. (Yogyakarta: Universitas 
Atmajaya, 1998), hlm. 5. 
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masing hukum itu berlaku di areanya sendiri-sendiri. Tidak ada 
yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. 29 

Perbedaan antara hukum internasional dan nasional yang 
dikemukakan oleh ajaran dualisme untuk kurun waktu sekarang 
ini sudah tidak bisa diterima lagi, hal ini disebabkan oleh karena 
sudah terjadi perubahan dan perkembangan masyarakat yang 
sangat mendasar atas struktur masyarakat internasional mau¬ 
pun hukum internasional itu sendiri 30 . 

Boer Mauna membagi klasifikasi perbedaan antara Hu¬ 
kum Internasional dan Hukum Nasional dalam aliran dualism 
ini. menurut aliran dualism, perbedaan tersebut terdapat pada: 

1. Perbedaan Sumber Hukum 

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebia¬ 
saan dan hukum tertulis suatu Negara sedangkan hu¬ 
kum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan 
dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama 
Negara-negara dalam masyarakat internasional. 

2. Perbedaan Mengenal Subyek 

Subyek hukum nasional adalah individu-individu 
yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subyek 


29 Alma Manuputty, Op.Cit., hlm. 156 

30 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (2), (Bandung: 
Mandar Maju, 2005), hlm. 306 
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hukum internasional adalah negara-negara anggota 
masyarakat internasional. 

3. Perbedaan Mengenal Kekuatan Hukum 

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang 
penuh dan sempurna kalau dibanding dengan hukum 
internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hu¬ 
bungan negara-negara secara horizontal. 

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar dalam bukunya 
yang berjudul 'Hukum Internasional Kontemporer' tidak me¬ 
nyebut kedua aliran ini (monisme dan dualisme) sebagai suatu 
aliran, namun menyebutnya sebagai teori, walaupun dalam hal 
ini penulis tidak sepakat dengan penggunaan istilah 'teori' oleh 
Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, karena menurut penu¬ 
lis bahwa teori adalah dibangun berdasarkan konsep-konsep 
teori yang ada, sehingga monisme dan dualisme ini adalah cara 
pandang/madzhab berpikir suatu kelompok tertentu. 

Aliran dualisme yang memandang bahwa hukum inter¬ 
nasional memiliki status lebih rendah dibanding dengan hukum 
nasional, menurut kelompok ini, hukum internasional merupa¬ 
kan dua bidang hukum yang sama sekali berbeda dan berdiri 
sendiri satu dengan yang lainnya. Asumsi yang mendasarinya 
adalah keberlakuan hukum internasional murni kewenangan 
dari penguasa domestik. Oleh karena itu, hukum nasional me- 
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miliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan hukum 
internasional. 31 

C. Praktik di Indonesia 

Pertanyaan selanjutnya yang harus terjawab adalah ba¬ 
gaimana dengan praktik di Indonesia, apakah Indonesia menga¬ 
nut paham monisme ataukah malah Indonesia berpahaman 
dualisme. Satu hal yang harus di clear kan terlebih dahulu ada¬ 
lah baik pahaman monisme maupun pahaman dualisme ini 
muncul ketika ada persoalan hukum yang saling bertentangan 
mengenai aturan yang mengaturnya, tentu saja yang berten¬ 
tangan yang dimaksud tersebut adalah pertentangan antara atu¬ 
ran hukum nasional dengan aturan hukum internasional. 

Di Indonesia sendiri menganut sistem campuran, dimana 
kadangkala Indonesia menganut paham monisme dengan pri- 
mat hukum internasional, namun kadangkala pula Indonesia 
dalam praktiknya menganut paham dualisme dengan pengap¬ 
likasian hukum internasionalnya melalui transformasi (peruba¬ 
han aturan internasional baik itu dalam bentuk konvensi, kove- 


31 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional 
Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 80. Dalam buku tersebut 
juga ditambahkan satu teori yakni 'Teori Koordinasi'. 
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nan, protokol dan istilah perjanjian internasional lainnya 32 men¬ 
jadi hukum nasional yang berbentuk undang-undang dan pera¬ 
turan pemerintah). Hal tersebut tentu saja situasional mengingat 
kepentingan Indonesia terhadap setiap situasi berbeda-beda, 
namun satu hal yang perlu diingat bahwa praktik Indonesia 
mulai semenjak merdeka hingga saat ini tetap tunduk dan 
sangat menghormati aturan-aturan internasional yang merupa¬ 
kan kesepakatan banyak negara. 


32 Mengenai istilah-istilah nama perjanjian internasional lebih lanjut lihat 
Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Internasional, Kajian 
Teori dan Praktik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 32-38 
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BAC III 

PENGERTIAN DASAR 


A. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meru¬ 
pakan Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan 
terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 
dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hu¬ 
kum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hu¬ 
kum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. 
Perlindungan hukum ini juga dapat dibedakan atas dua macam 
yaitu: 33 

1. Perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat 
diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitif. 

2. Perlindungan hukum represif, dimana lebih ditujukan 
dalam menyelesaikan sengketa. 

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prin¬ 
sip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

33 Lihat http:// fauzieyusufhasibuan.wordpress.com. 
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manusia yang bersumber dari pancasila dan prinsip negara 
hukum yang berdasarkan pancasila. Adapun elemen-elemen 
dan ciri-ciri negara hukum pancasila adalah: 34 

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rak¬ 
yat berdasarkan asas kerukunan. 

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekua¬ 
saan-kekuasaan negara. 

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan 
peradilan merupakan cara terakhir. 

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan bagi 

rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada: 

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau 
sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, da¬ 
lam hubungan ini sarana perlindungan hukum preven¬ 
tif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan 
repsesif. 

2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara 
pemerintah dengan rakyat, atau antara satu negara de¬ 
ngan negara lain secara musyawarah. 

3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan 
jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ulti- 

34 Ibid. 
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mum remedium dan peradilan bukan forum konfron¬ 
tasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana 
damai dan tentram terutama melalui hubungan acara¬ 
nya. 

Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum HKI, yang 
dimaksud dengan perlindungan hukum HKI adalah upaya un¬ 
tuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelek¬ 
tual manusia yang dapat berupa barbagai karya di bidang tek¬ 
nologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

Indikasi geografis merupakan ruang lingkup HKI, sehing¬ 
ga diperlukan juga perlindungan hukumnya. Perlindungan hu¬ 
kum indikasi geografis merupakan perlindungan terhadap suatu 
tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena 
faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manu¬ 
sia, atau kombinasi dari ke dua faktor tersebut, memberikan ciri 
dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan yang pelaksa¬ 
naannya diatur dan dilindungi oleh hukum. 

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi indikasi ge¬ 
ografis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tercan¬ 
tum dalam Pasal 56-60 undang-undang merek, yaitu indikasi 
geografis dilindungi dengan cara didaftarkan terlebih dahulu. 
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B. Hak Kekayaan Intelektual 

1. Istilah dan Definisi Hak Kekayaan Intelektual 

Pada awalnya sebutan Intellectual Property Rights diterje¬ 
mahkan dengan hak milik intelektual atau hak kekayaan intelek¬ 
tual dan di negeri Belanda istilah tersebut dinamakan Intellec- 
tuale Eigendomsrecht. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 
maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah IPR tersebut de¬ 
ngan hak milik intelektual. Namun, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 
2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 
1994-2004 menerjemahkan istilah IPR ini dengan hak kekayaan 
intelektual, yang disingkat dengan HKI. Istilah IPR ini berasal 
dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. 35 

Kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari 
pada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ru¬ 
ang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah 
kekayaan. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, hukum 
harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum 
perikatan. IPR merupakan kebendaan immaterial yang juga 
menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum ke¬ 
bendaan. Karena itu, lebih tepat kalau kita menggunakan Hak 


35 Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intellektual, Perlindungan dan 
Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Cet. 1, Bandung: P.T Alumni, 2003), hlm. 1. 
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atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) dari pada istilah Hak 
Kekayaan Intelektual. 36 

Iswi Hariyani, menjelaskan Bahwa : 

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights 
adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang 
dimiliki oleh para pencipta / penemu sebagai hasil aktivi¬ 
tas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan 
baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil 
karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, 
serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. 
Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemam¬ 
puan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, 
waktu, pikiran perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati 
nurani. 37 

HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI 
bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat 
disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral 
dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil 
ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan 
kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi 


36 Ibid. 

37 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang 
Benar: Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak 
Kekayaan Intelektual. (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16. 
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dimana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengam¬ 
bil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. 38 

HKI merupakan hak privat dimana seorang pencip- 
ta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan per¬ 
mohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pembe¬ 
rian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, 
pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan 
atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang ikut terangsang 
untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI diten¬ 
tukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk 
memajukan masyarakat, sehingga HKI mengenai adanya pem¬ 
batasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. 
Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik 
sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang 
sama. Melalui dokumentasi HKI yang baik maka individu- 
individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan 
inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan 
baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia. 39 

Menurut Rachmadi Usman pengertian HKI adalah: 

Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul 

atau lahir karena adanya kemampuan manusia dalam 

s» Ibid. 

39 Ibid., hlm. 17. 
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bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya ter¬ 
sebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang meru¬ 
pakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau 
manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memi¬ 
liki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasar¬ 
nya yang termasuk lingkup HKI adalah segala karya 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau 
manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan 
hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam . 40 

Pada dasarnya HKI sulit didefinisikan, meskipun demi¬ 
kian, uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. 
Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan 
karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang 
dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan 
dengan buku, hukum HKI akan melindungi seorang pengarang 
buku dari perbuatan penjiplakan yang dilakukan orang lain 
tanpa izin. Jika buku tersebut dijiplak selanjutnya pengarang 
buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak 
buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas 
kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasil¬ 
kan oleh si pelanggar. Pengarang tersebut juga mungkin dapat 
meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah 

40 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 2. 
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penjualan lebih lanjut atas barang-barang yang berasal dari per¬ 
buatan yang dilakukan tanpa izin tersebut . 41 

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh O.K. Saidin me¬ 
ngenai pengertian HKI, pengertian HKI adalah hak kebendaan, 
hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak , 42 
hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang mena¬ 
lar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak 
berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu, untuk mencip- 
takan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak . 43 

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai inte¬ 
lektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya dise¬ 
but orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu 
berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode 
berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut 
rasional atau logis. Orang yang bergabung dalam kelompok ini 
disebut kaum intelektual. 

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia 
dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia 

41 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (Cet. 6, 
Bandung, PT. Alumni, 2011), hlm. 2. 

42 Otak yang dimaksudkan adalah otak yang berperan sebagai pusat 
pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua 
belahan; kiri dan kanan. 

43 OK Saidin, Op. Cit., hlm. 9. 
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juga dirumuskan sebagai HKI. Kemampuan otak untuk menulis, 
berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan 
berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan 
analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri . 44 

Sementara kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal 
sebutan Intellectual Property Rights. Kata ini kemudian diartikan 
ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual", 
yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak 
kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sudah 
merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal 
tidak semua HKI merupakan hak milik dalam arti sesungguh¬ 
nya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk 
menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat 
pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang tim¬ 
bul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan sebagainya . 45 

Perdebatan seru tentang istilah ini telah berlangsung se¬ 
lama bertahun-tahun. Ada yang setuju dengan istilah hak milik 
intelektual, ada yang bertahan untuk menggunakan istilah hak 
kekayaan intelektual, tapi memang akhirnya oleh Bambang Ke- 


**Ibid., hlm 10 
i5 Ibid. r hlm. 11. 
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sowo, Ketua Tim yang membidangi masalah hukum HKI, mem¬ 
veto lalu agar menggunakan Istilah Hak Kekayaan Intelektual. 46 

HKI tergolong sebagai benda, untuk hal ini dapatlah 
dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH 
Perdata), menurut paham undang-undang yang dinamakan 
kebendaan adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang 
dapat dikuasai oleh hak milik. 47 Benda dalam kerangka hukum 
perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah 
satunya adalah kategori benda berwujud (Materiil) dan benda 
tak berwujud (immateriil). Pada Pasal 499 KUH Perdata benda 
tak berwujud disebut hak. 

Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga 
pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak 
lain. Pengalihan HKI mengacu pada pengalihan benda bergerak, 
yaitu dilakukan secara langsung (hand to hand). HKI dapat dia¬ 
lihkan melalui jual beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian. Salah 
satu jenis perjanjian tersebut adalah perjanjian lisensi. Lisensi 


46 Ibid 

47 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
(Cet. 36, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), hlm. 157. 
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merupakan bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI 
milik pihak lain melalui pembayaran royalti. 48 

Pada dasarnya tidak ada satupun definisi tentang HKI 
atau Intellectual Property Rights (IPR) yang diterima secara umum 
/ universal. Beberapa pendapat tentang definisi IPR juga dijelas¬ 
kan sebagai berikut : 49 

- Menurut W.R. Cornish, Traditionally, the term 
"intellectual property" was used to refer to the rights 
conferred by the grant of a copying in literary, artistic and 
musical works. In more recent times , however, it has been 
used to referto a wide range of disparate rights , including a 
number of more often known as "industrial property", such 
as patent and trademarks. 

- Menurut David Brainbridge, Intellectual property law is 
that area of law which concerns legal rights assorted with 
Creative effort or commercial reputation and goodwill. 

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kate¬ 
gori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang 
lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu penge¬ 
tahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan 

48 Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual: 
Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku, (Bandung, 
Oase Media, 2010), hlm. 17. 

49 http://bobierocks-intellectualpropertyrights. blogspot.com/ 
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industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI 
dikenal istilah "pencipta" dan/atau "penemu". Istilah pencipta 
digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu 
lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai 
contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR. Soepratman, 
dapat dikatakan sebagai pencipta lagu tersebut, sedangkan Tho- 
mas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik 
dapat dikatakan sebagai penemu teknologi tersebut. Sebaliknya, 
Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang 
Teori Relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai 
pencipta teori tersebut. 50 

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata 
hukum, diperlukan karena ke duanya memiliki akibat hukum 
yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan 
sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil men¬ 
ciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil men¬ 
ciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai pencipta terhitung 
sejak tanggal pertama kali mereka mengumumkan hasil karya 
ciptanya kepada publik walaupun mereka belum mendaftarkan 
hasil ciptaan tersebut ke instansi yang berwenang. Meskipun 
demikian pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keper¬ 
luan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemu- 

50 Iswi Hariyani, Op. Cit., hlm. 17. 
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kan sebuah teknologi baru bisa disebut inventor jika dia telah 
mendaftarkan patennya ke instansi yang berwenang dan ber¬ 
hasil disetujui. 

HKI juga dapat berupa hak kekayaan industri yang 
meliputi hak atas: 51 

- Paten dan paten sederhana 

- Merek/merek dagang (trade mark ) dan indikasi geog¬ 
rafis 

- Desain industri (industrial design) 

- Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) 

- Rahasia dagang (trade secret) 

- Perlindungan Varietas tanaman (PVT) 

Sesuai namanya, maka hak kekayaan industrial hanya 
diperuntukkan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, 
khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, 
termasuk industri pertanian (agri-indsutri). Penemuan teknologi 
baru dalam bidang hak kekayaan industri tersebut dapat berupa 
produk maupun proses. Penggolongan HKI ke dalam hak cipta 
dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbe¬ 
daan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terha¬ 
dap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui 

51 Ibid., hlm. 18 
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secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan ter¬ 
sebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum 
dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta 
tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisen¬ 
si dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan 
hak cipta yang tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI 
dianggap tidak memiliki dasar hukum. 52 

Sebaliknya, hak kekayaan industri (paten, merek, desain 
industri, DTLST, Rahasia dagang, dan PVT) ditentukan berda¬ 
sarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya inte¬ 
lektualnya ke instansi yang berwenang dan berhasil disetujui. 
Berdasarkan asas first to file ini, maka pemohon hak tersebut 
harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi 
yang berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang 
yang telah memiliki hak kekayaan industri diberi oleh negara 
hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas 
melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi ke¬ 
pada kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan 
dalam pelaksanaan hak eksklusif tidaklah bersifat absolut, kare- 


52 Ibid. 
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na dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan 
demi untuk menjaga kepentingan umum. 53 

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti 
tertera di atas didasarkan pada Convention Establishing The World 
Intellectual Property Organization. Dalam beberapa literatur, khu¬ 
susnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang 
menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak atas kekayaan 
perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi 
beberapa bidang lain yaitu: trade secrets, Service marks, dan unfair 
competition protection. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian 
itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 54 

1. Patent 

2. Utility Models 

3. Industrial Designs 

4. Trade Secrets 

5. Trade Marks 

6. Service Marks 

7. Trade Names or Commercial Names 

8. Appelations ofOrigin 

9. Indications OfOrigin 

10. Unfair Competition Protection 

53 Ibid., hlm. 19. 

54 OK Saidin, Op. Cit., hlm. 15. 
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Jika dilihat berdasarkan kerangka WTO/TRIPs masih ada 
dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni: 55 

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan 

2. Integrated circuits (rangkaian elektronika terpadu). 

3. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual 

Bagian ini akan membahas tentang prinsip-prinsip umum 
yang berlaku di dalam HKI seperti: 56 

1. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif 

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif. 
Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya 
dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan ke¬ 
kayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak ter¬ 
sebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain un¬ 
tuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tan¬ 
pa ijin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif 
merupakan reward atas karya intelektual yang dihasil¬ 
kan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang dido¬ 
rong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhir¬ 
nya inovasi, ciptaan dan kreasi yang dihasilkan sese¬ 
orang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini 

ss Ibid. 

56 Tomy Suryo Utomo, Op. Cit., hlm. 12-16 
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merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi 
tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim 
HKI. 

2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pen¬ 
daftaran 

HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif 
berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran 
merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang 
dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang 
mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran 
adalah merek, paten, desain industri, desain tata letak 
sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. 
Prinsip ini mendasari semua undang-undang HKI di 
seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pe¬ 
milik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pen¬ 
daftaran tidak dapat menuntut seseorang yang diang¬ 
gap telah menggunakan kekayaannya secara melawan 
hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum 
nasional negara tertentu yang dapat melakukan tun¬ 
tutan terhadap pelanggaran hukum terkait kekayaan 
intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum 
terdaftar. Contohnya adalah negara-negara common law 
dapat menggunakan passing off terhadap kasus pelang- 
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garan merek yang tidak terdaftar. Selain aturan umum 
ini, dua cabang HKI lainnya, yaitu hak cipta dan raha¬ 
sia dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapat¬ 
kan perlindungan hukum karena sifatnya yang berbe¬ 
da dengan cabang-cabang HKI lainnya. Perlindungan 
hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke da¬ 
lam bentuk nyata (fixation ). Oleh karena itu, hak cipta 
tidak perlu didaftarkan. Walaupun beberapa negara 
mencantumkan tentang pendaftaran hak cipta, tujuan 
pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pe¬ 
ngadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang 
dimiliki seseorang. Sedangkan untuk rahasia dagang, 
aturan pendaftaran tidak diwajibkan mengingat sifat 
dari rahasia dagang terkait dengan informasi yang ti¬ 
dak diketahui oleh umum. Meskipun demikian, perjan¬ 
jian lisensi terkait rahasia dagang dapat didaftarkan. 
Hanya saja yang didaftarkan adalah syarat dan isi 
perjanjiannya, bukan rahasia itu sendiri. 

Secara umum dikenal dua sistem pendaftaran HKI, 
yaitu: 

a. First to File System 

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaf¬ 
tar pertama. Artinya, jika ada dua orang yang 
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mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari 
yang sama dengan objek yang sama, pihak yang 
mendaftarkan terlebih dahululah yang dipriori¬ 
taskan untuk diproses. 
b. First to Use System 

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. 
Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang 
akan didaftar adalah orang pertama yang meng¬ 
gunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika 
Serikat adalah satu-satunya negara yang menga¬ 
nut sistem pendaftaran ini. 

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teri¬ 
torial 

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang mela¬ 
hirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, 
perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pen¬ 
daftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan 
kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana ke- 
putusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi 
negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lain¬ 
nya. Di dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk 
menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. 
Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak ber- 
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pengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh 
negara lain. 

4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik 
dengan HKI; yang terdapat dalam benda tersebut 
Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas 
HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat 
berwujud ( tangible ), penguasaan secara fisik dari se¬ 
buah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang 
sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI, sese¬ 
orang yang menguasai benda secara fisik tidak oto¬ 
matis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Se¬ 
bagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan 
uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku 
tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara 
pribadi, misalnya dibaca di rumah. Hak eksklusif beru¬ 
pa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ti¬ 
daklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut, 
karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah ben¬ 
danya bukan hak ciptanya. Hal serupa juga berlaku 
untuk pembelian kaset atau CD atau VCD berisi musik 
atau lagu. Hak yang dimiliki oleh pembeli kaset atau 
CD tersebut hanyalah hak untuk mendengarkan lagu 
atau musik secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif 


46 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 




Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak 
kaset atau CD tersebut masih berada di tangan peme¬ 
gang hak ciptanya. Prinsip ini merupakan dasar me¬ 
ngapa pengusaha hotel, restoran, kafe, dan tempat- 
tempat hiburan lainnya yang telah mengumumkan 
sebuah ciptaan (musik atau lagu dengan media apa¬ 
pun) wajib membayar royalti kepada pemegang hak 
cipta melalui lembaga pengumpul royalti (collecting 
societies). 

5. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas 
Meskipun ada cabang HKI yakni merek yang dapat 
diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara 
umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selama¬ 
nya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlin¬ 
dungan ini adalah untuk memberikan kesempatan ke¬ 
pada masyarakat mengakses kekayaan intelektual ter¬ 
sebut secara optimal melalui usaha-usaha pengemba¬ 
ngan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli 
atas kekayaan intelektual tersebut. 

6. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindu¬ 
ngannya berubah menjadi public domain 

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungan¬ 
nya akan menjadi milik umum (public domain). Semua 
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orang berhak untuk mengakses HKI yang telah ber¬ 
akhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhir¬ 
nya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh 
menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah 
masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh, perjan¬ 
jian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi 
pihak licensee tidak boleh dilakukan jika jangka waktu 
perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya 
perjanjian tersebut telah berakhir. 

4. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Perkem¬ 
bangannya 

Perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan 
disetujui Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang 
mengalami perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979. Paris 
Convention ini mengatur mengenai perlindungan hak milik 
perindustrian yang meliputi Inventions, trade marks, Service marks, 
industrial designs, utility model (small patent), trade names (designa- 
tions under which an industrial or commercial activity is carried on), 
geographical indications (indications of source and appelations of ori- 
gin) dan the repression of unfair competition ini adalah suatu uni- 
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form untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya 
cipta di bidang milik perindustrian. 57 

Isi dari Paris Convention ini dapat dibagi dalam tiga ba¬ 
gian penting, yaitu: perihal prosedur, prinsip-prinsip yang dija¬ 
dikan pedoman wajib bagi negara-negara anggota dan keten¬ 
tuan-ketentuan perihal patennya sendiri. Paris Convention me¬ 
nentukan bahwa setiap negara dapat menjadi peserta atau pihak 
pada Paris Convention dengan cara menyampaikan pemberita¬ 
huan secara tertulis mengenai hal itu, sehingga negara yang 
bersangkutan dapat memberlakukan untuk semua atau sebagian 
isi Paris Convention. Bahkan, negara peserta atau pihak yang 
menjadi Paris Convention mempunyai hak untuk membuat seca¬ 
ra terpisah antara diri mereka sendiri perjanjian khusus untuk 
perlindungan hak kepemilikan industri, sepanjang tidak ber¬ 
tentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 
Paris Convention. 58 

Pengaturan dan perlindungan hak milik perindustrian 
yang diberikan Paris Convention didasarkan prinsip national treat- 
ment atau assimilation sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 Paris Convention. Prinsip ini memberikan perlindungan 
hukum yang sama terhadap hak milik perindustrian warga ne- 

57 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 9. 

58 Ibid. 
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gara lain yang menjadi peserta atau pihak dalam Paris Conven- 
tion sama seperti melindungi warga negaranya sendiri. Bahkan, 
menurut Pasal 3 Paris Convention bahwa perlakuan yang demi¬ 
kian diberikan pula kepada warga negara dari negara-negara di 
luar peserta yang berdomisili atau yang memiliki pendirian 
industri atau komersial yang nyata dan efektif dalam wilayah 
satu negara yang menjadi peserta atau pihak dalam Paris Con¬ 
vention. Prinsip lainnya yang dikemukakan dalam Paris Conven¬ 
tion adalah prinsip right of priority (hak prioritas) sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 Paris Convention. Menurut prinsip ini, bah¬ 
wa seseorang mendapatkan hak Paten atas hasil invensi yang 
juga diajukan orang lain di negara lain, dan orang yang menga¬ 
jukan terlebih dahulu mendapatkan hak prioritas untuk jangka 
waktu tertentu. Hak prioritas ini berlaku untuk jangka waktu 12 
bulan untuk paten dan paten sederhana, serta 6 bulan untuk 
desain industri dan merek dagang. 59 

Pada dasarnya untuk mendapatkan perlindungan secara 
internasional TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota 
menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan Paris Convention 
(1883), Bern Convention (1971), Rome Convention (1961), dan Treaty 
on Intellectual Property in Respect oflntegrated Circuits (1989) article 
2 and article 3, TRIPs agreement 1994. Isyarat itu sudah barang 

59 Ibid., hlm. 10. 
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tentu mengehendaki agar Indonesia turut meratifikasi keempat 
konvensi itu di samping WTO yang sudah diratifikasi. Sampai 
saat ini dari keempat konvensi itu, Indonesia hanya meratifikasi 
2 konvensi dari 4 konvensi yang diharuskan tersebut yakni, Paris 
Convention (1883) dan Bern Convention (1971). 60 

Bern Convention disahkan pada tahun 1986 yang mengatur 
mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan kesusastraan, yang meliputi semua cip¬ 
taan-ciptaan di bidang sastra ( litarary works), musik (; musical 
works), drama tari ( choreographic works), artistik ( artistic works), 
fotografi ( photographic works), audio visual ( audio visual works), 
program komputer ( Computer programs), rekaman suara ( sound 
recording), karya siaran ( broadcasts) dan perwajahan tipografi pe¬ 
nerbitan ( typograpical arrangements ofpublication). Adapun tujuan 
pembentukan Bern Convention tersebut adalah untuk melindungi 
secara efektif ( effective) dan seseragam mungkin hak-hak cipta 
para pencipta atas karya-karyanya dalam bidang kesusastraan 
dan seni (to protect, in as effective and uniform a manner possible, the 
rights of authors in their literary and artistic works). Pada garis 
besarnya, Bern Convention ini berisikan tiga prinsip dasar (three 
basic principles), ketentuan yang mengatur standar minimum 
perlindungan hukum (minimum standarts of protection) yang 

60 OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 24 
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diberikan kepada pencipta dan memuat ketentuan-ketentuan 
khusus yang berlaku bagi negara-negara berkembang ( developing 
countries). 61 

Negara-negara peserta Bern Convention berkewajiban 
untuk menerapkan tiga prinsip dasar yang termuat dalam Bern 
Convention tersebut ke dalam perundang-undangan HKI-nya, 
terutama di bidang hak cipta tersebut, yaitu: pertama, prinsip 
national treatment atau assimilation (perlakuan yang sama), mak¬ 
sudnya adalah ciptaan yang berasal dari salah satu negara 
peserta Bern Convention (ciptaan seorang warga negara, negara 
peserta Bern Convention, atau suatu ciptaan yang pertama kali 
diumumkan di salah satu negara peserta Bern Convention) harus 
mendapatkan perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang 
sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang 
pencipta yang merupakan warga negaranya sendiri. Ke dua. 
Prinsip Automatic Protection (perlindungan langsung), maksud¬ 
nya adalah pemberian suatu pelindungan hukum harus dibe¬ 
rikan secara langsung tanpa harus memenuhi persyaratan atau 
formalitas tertentu ( must not be conditional upon compliance with 
any formality). Ke tiga, prinsip Independence of protection (kebebasan 
perlindungan), maksudnya adalah pemberian suatu perlindu- 


61 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 10 
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ngan hukum tanpa bergantung kepada adanya perlindungan 
hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut. 62 

Menurut Bern Convention, bagi negara-negara berkem¬ 
bang yang telah meratifikasi dapat diberikan kemudahan-kemu¬ 
dahan yang merupakan perlakuan khusus atas dasar kemam¬ 
puan dari negara-negara berkembang yang bersangkutan yang 
didasarkan pada pertimbangan keadaan ekonomi ( economic situ- 
ation) dan kebutuhan kultural serta sosial (social or cultural needs), 
karena negara-negara berkembang tersebut tidak mampu untuk 
melakukan penyesuaian penuh atas Bern Convention. Perlakuan 
khusus dimaksudkan menyangkut standar minimum perlin¬ 
dungan hukum hak melakukan penerjemahan (the right of trans- 
lation) dan hak melakukan reproduksi (the right of reproduction) 
sebagaimana diatur dalam Bern Convention. 63 

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini me¬ 
rupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah 
undang-undang hak cipta, hak reproduksi sama dengan perba¬ 
nyakan, yaitu menambahkan jumlah sesuatu dengan pembuatan 
yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut 
dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak 
sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk 

62 Ibid., hlm. 11. 

63 Ibid., hlm. 13. 
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penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tra¬ 
disional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga 
mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya, 
misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan 
duplikat dalam rekaman suara dan film, hak ini dikenal dan 
diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal 
di Jenewa, sehingga setiap negara yang memiliki undang- 
undang hak cipta selalu mencantumkannya. 64 

Baik Paris Convention maupun Bern Convention merupa¬ 
kan law making treaty, sehingga semua negara di dunia mempu¬ 
nyai hak yang sama untuk ikut serta sebagai anggota walaupun 
bukan negara peserta asli. Semua negara terbuka ikut serta 
dalam konvensi ini, yakni dengan cara meratifikasinya dan me¬ 
nyerahkan naskah ratifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal 
WIPO. 65 

Mengingat Paris Convention dan Bern Convention hanya 
merupakan aturan umum yang berfungsi sebagai payung hu¬ 
kum bagi perlindungan HKI diseluruh dunia, sebagai tindak 


64 Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual; 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam 
Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia, (Jakarta, Rabbani 
Press, 2011), hlm. 36-37. 

65 Ibid. 
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lanjutnya lahirlah berbagai perjanjian internasional di bidang 
HKI lainnya, yaitu: 66 

1. Dalam bidang hak milik perindustrian: 

a. Madrid Agreement fo the Repression of False or Decep- 
tive Indication ofSource on Goods (1891); 

b. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol 
(1981) 

c. Patent Cooperation Treaty (1970); 

d. Budapest Treaty on the International Recognition of the 
Deposit of microorganismes for the purposes of patent 
procedure (1977); 

e. Madrid Agreement Concerning the International Regis- 
tration ofMarks (1891); 

f. Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning 
the International Registration ofMarks (1989); 

g. Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of 
Origin and their International Registration (1958); 

h. Hague Agreement Concerning the International Deposit 
of Industrial Design (1925); 

i. Srtasbourg Agreement Concerning the International Pa¬ 
tent Classification (1971); 


66 Ibid., hlm. 14 
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j. Nice Agreement Concerning the International Classifi- 
cation of Goods and Services for the Purposes of the Re- 
gistration ofMarks (1957); 

k. Locarno Agreement Estabilishing an International Cla- 
ssification for Industrial Designs (1968); 

l. Vienna Agreement Estabilishing an International Classi- 
fication ofthe Eigurative Elements ofMarks (1973); 

m. International Convention for the Protection ofNew Va- 
riets ofPlants (1977); 

n. Treaty on the Intellectual Property in Respect of Integ- 
rated Circuits (1989). 

2. Dalam bidang hak cipta: 

a. Rome Convention for the Protection of Performers, Pro- 
ducers of Phonograms and Broadcasting Organizations 
(1961); 

b. Geneva Conventions for the Protection of Producers of 
Phonograms Againts Unauthorized Duplications oftheir 
Phonograms (1971); 

c. Brussels Convention Relating to the Distribution of 
Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite 
(1974); 

d. Film Register Treaty (Treaty on the International Regis- 
tration of Audio visual works) (1989). 
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Semua perjanjian Internasional di bidang HKI tersebut di 
kelola di bawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa, 
Swiss. Pemerintah telah meratifikasi beberapa perjanjian Inter¬ 
nasional di bidang HKI yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1997 
melalui: 67 

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 
tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property and Convention Establishing the World 
Intellectual Property Organization ; 

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) an Regu- 
lation under The PCT; 

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Trademark Law Treaty (TLT); 

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Bern Convention for the Protection ofLiterary 
and Artistic Works ; 

5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. 


67 Ibid., hlm. 15. 
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Pengaturan HKI di Indonesia untuk pertama kali dapat 
dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang 
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disingkat 
Undang-Undang Merek 1961) dengan pertimbangan agar khala¬ 
yak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang me¬ 
makai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek ba¬ 
rang-barang yang bermutu baik. Undang-Undang Merek 1961 
ini sebagai pengganti Reglement Industriele Eigendom 1912 seba¬ 
gaimana termuat dalam Staatblad Tahun 1912 Nomor 545 seba¬ 
gaimana telah diubah melalui Staatblad Tahun 1913 Nomor 214. 
Selanjutnya pengaturan dan perlindungan hukum atas merek 
yang diatur dalam Undang-Undang Merek 1961 ini disempur¬ 
nakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 
Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1997, yang diubah dan disempurnakan lagi 
menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
Sebelumnya juga dalam kaitan dengan hak milik perindustrian, 
terutama berkaitan kewajiban mengimplementasikan Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang 
sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1994 68 , Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan ber- 


68 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
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turut-turut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ten¬ 
tang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Penyempur¬ 
naan dan pengundangan undang-undang dimaksud dalam 
rangka melakukan penyesuaian penuh (full compliance) terhadap 
pengaturan dan perlindungan HKI secara nasional dengan apa 
yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional di bidang 
HKI.69 

Pengaturan HKI dan perlindungan terhadap invensi atau 
penemu teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dan disem¬ 
purnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang 
kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan pengganti dari 
Octrooiwet 1910 sebagaimana termuat dalam Staadblad Tahun 
1910 Nomor 313. Khusus untuk perlindungan varietas tanaman 
yang merupakan bagian dari objek paten telah diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman. Demikian pula penyempur- 


Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). 

69 Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Op. Cit., hlm. 16. 
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naan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan perse¬ 
tujuan TRIPs sebagai bagian dari GATT / WTO. 70 

Di bidang hak cipta, pengaturan dan perlindungannya 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 seba¬ 
gaimana telah diubah dan ditambah serta disempurnakan de¬ 
ngan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Un¬ 
dang Nomor 12 Tahun 1997, yang merupakan pengganti dari 
Auteurswet 1912 sebagaimana termuat dalam Staadblad Tahun 
1912 Nomor 600. Undang-Undang tersebut selain menyempur¬ 
nakan beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi 
perlindungan bagi pencipta, juga mengadakan penambahan dan 
penyesuaian seperlunya dengan persetujuan TRIPs sebagai 
bagian dari GATT / WTO, kemudian undang-undang tersebut 
di atas secara total diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada 29 Juli 
200371 

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat undang- 
undang HKI Indonesia, yakni: 72 

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 

70 Ibid. 

71 Ibid., hlm. 17. 

72 OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 17 
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2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2001 

3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 

6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Un¬ 
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

C. Merek 

1. Landasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek 

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh 
perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini ke¬ 
cenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan 
datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bi¬ 
dang sosial, ekonomi, bidaya, maupun bidang-bidang kehidu¬ 
pan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transpor¬ 
tasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat 
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secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pa¬ 
sar tunggal bersama. 

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika 
terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek me¬ 
megang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem 
pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan ter¬ 
sebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional 
yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksana¬ 
kan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan UU Merek 
yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1997 (lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 31) selanjutnya disebut undang-undang merek lama, 
dengan satu undang-undang tentang merek yang baru. 73 

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-un¬ 
dang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama, 
antara lain menyangkut pemeriksaan substantif dilakukan sete¬ 
lah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara adminis¬ 
tratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai¬ 
nya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan 
perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui 
apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan mem- 

73 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 89. 
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beri kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan 
terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Se¬ 
karang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) 
bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasar¬ 
kan undang-undang merek lama. Dengan dipersingkatnya jang¬ 
ka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat 
pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 74 

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang 
ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti pene¬ 
rimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prio¬ 
ritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak 
prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan 
biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain berkenaan 
dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi 
pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu 
pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan 
permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepa¬ 
danya bahwa permohonan akan ditolak. 75 


74 Ibid., hlm. 90. 

75 Ibid. 
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2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek 

Berdasarkan Pasal 1 UU Merek, yang dimaksud dengan 
merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- 
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- 
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 76 

Selain menurut batasan yuridis beberapa pakar hukum 
juga memberikan pendapatnya tentang pengertian merek, yaitu: 

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan pengertian bah¬ 
wa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu ben¬ 
da tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan 
dengan benda lain yang sejenis. 77 

2. R. Soekardono, memberikan pengertian bahwa merek 
adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebu¬ 
ah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan 
asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam 
perbandingan dengan barang-barang sejenis yang di- 


76 Republik Indonesia, tentang, Merek, Op. Cit., Pasal.l ayat (1). 

77 H.M.N. Purwa Sutjipto, "Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 
Indonesia," dalam O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Inttellectual 
Property Rights),(Cet. 7, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 343. 
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buat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau ba¬ 
dan-badan perusahaan lain. 78 

3. OK. Saidin, memberikan pengertian merek bahwa me¬ 
rek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan ba¬ 
rang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan 
atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang 
atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa 
yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang me¬ 
miliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas 
mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa. 79 

Dari beberapa pengertian merek di atas, diketahui bahwa 
pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan 
tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. 
Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk 
yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk 


78 R. Soekardono, "Hukum Dagang Indonesia," dalam O.K. Saidin, Aspek 
Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights),( Cet. 7, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2010), hlm. 344. 

79 Ibid., hlm. 345. 
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yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu 
dengan yang lain. 80 

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek 
jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang 
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang seca¬ 
ra bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan de¬ 
ngan barang-barang sejenis lainnya contoh: jamu sido muncul, 
kacang dua kelinci, teh botol sosro. Sedangkan merek jasa 
adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 
lainnya contoh: BNI Taplus, Tabungan Britama. 81 Walaupun 
dalam UU Merek digunakan istilah merek digunakan istilah 
merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan 
dengan merek dagang adalah merek barang, karena merek yang 
digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari me¬ 
rek jasa. 82 


80 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15. 

81 Republik Indonesia, tentang, Merek, Op. Cit., Pasal.1 ayat (2) dan ayat 
(3). 


82 Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang 
Merek, (Ed. 1-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11 
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Disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal 
adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu 
badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan yang 
berupa barang dan jasa. Contoh merek kolektif jenis ini misalnya 
merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang 
digunakan untuk produk barang (Telepon Esia) dan produk jasa 
(kartu perdana dan kartu isi ulang), merek kolektif juga dapat 
berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama 
untuk memiliki merek yang sama, contohnya adalah undian 
Tabungan Simpeda yang dikelola oleh semua Bank Pemba¬ 
ngunan Daerah (BPD) di Indonesia, dimana masing-masing BPD 
adalah badan usaha yang mandiri dan terpisah. 83 

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapat¬ 
kan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri 
merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak 
lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan 
mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengem¬ 
bangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya di¬ 
klaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak 
lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran ro- 

83 Iswi Hariyani, Op. Cit., hlm.88. 
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yalti. Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian 
waralaba ( franchise ). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemi¬ 
lik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, 
maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik 
waralaba tidak hanya mereknya, tetapi juga proses produksi 
hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen. Dengan de¬ 
mikian, pemilik waralaba, disamping memberikan lisensi merek, 
juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan 
lisensi hak cipta. Sebagai contoh adalah waralaba jaringan Hard 
Rock Cafe, dimana di dalamnya ada kegiatan penyajian makanan, 
pertunjukan musik, dan pameran foto-foto selebritis. Sehinggga 
dapat disimpulkan, kegiatan waralaba selalu diikuti dengan 
pemberian satu atau beberapa macam lisensi di bidang HKI. 84 

3. Fungsi Merek 

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang dise¬ 
butkan di atas, merek berfungsi sebagai pembeda dari produk 
barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum 
dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang 
atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh sese¬ 
orang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa 
yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk mem- 

M Ibid. 
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bedakannya. Sejenis maksudnya adalah bahwa barang atau jasa 
yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas ba¬ 
rang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang 
keperluan pokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang 
yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan 
barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam 
kelas jasa yang sejenis. 85 

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga, 

yaitu: 

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi un¬ 
tuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber 
secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga 
berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk 
itu dibuat secara profesional; 

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi se¬ 
bagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan de¬ 
ngan produk-produk bergengsi; 

3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan 
menjadi kolektor produk tersebut. 86 


85 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm.322. 
86 OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 359. 
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Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan 
hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai 
dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya 
antara merek yang dimiliki seseorang tidak boleh sama dengan 
merek yang dimiliki orang lain. Persamaan itu tidak saja sama 
secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. 
Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas 
ditiru. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ada¬ 
lah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 
menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang 
dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai 
bentuk, cara penempatan, cara penelitian, atau kombinasi antara 
unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat 
dalam merek-merek tersebut. 87 

D. Indikasi Geografis 

1. Sejarah Indikasi Geografis 

Sejarah yang berhasil di catat, produk pertama yang ber¬ 
hasil memperoleh perlindungan indikasi geografis adalah keju 
Roquefort pada abad ke-14 di Prancis. Dikisahkan bahwa Charle- 
magne, Penguasa Prancis ketika itu, memerintahkan agar keju- 
keju di bawa ke istananya di Aix la Chapelle untuk perayaan ak- 

87 Ibid. 
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hir tahun. Perintah itu menandai bahwa popularitas keju buatan 
rakyat telah berhasil memasuki gerbang istana. Pada tahun 1411, 
karena keunggulan kualitas keju Roquefort, masyarakat Roquefort 
dianugerahi piagam kehormatan Kerajaan ( Royal Charter) oleh 
Raja Charles VI sehingga Roquefort menjadi satu-satunya desa 
yang boleh memproduksi keju Roquefort. Penganugerahan pia¬ 
gam ini menjadi momentum penting perlindungan Apelasi Asal 
(.Appellation ofOrigns) yang pertama. 88 

Pada tahun 1863, keju Roquefort menerima perlindungan 
dalam wujud Sertifikat Merek Sederhana. Perlindungan ini terus 
diperbaharui. Saat ini, Roquefort merupakan salah satu produk 
komunitas Eropa dari Prancis yang dilindungi dalam bentuk 
Penunjuk Asal ( Protected Designation of Origins atau PDO). Jadi, 
meskipun kini Prancis lebih terkenal sebagai produsen minu¬ 
man anggur kelas atas dan sukses membuat minuman beralko¬ 
hol ini mendapat perlindungan Indikasi Geografis terkuat, mi¬ 
numan anggur bukanlah objek Indikasi Geografis yang per¬ 
tama. 89 

Indikasi geografis kemudian mengalami internasiona¬ 
lisasi sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional 

88 Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 
(Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 53. 

89 Ibid. 
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di Eropa. Pada akhir abad ke-19, indikasi geografis mulai diatur 
dalam perjanjian multilateral sebagai salah satu hak kekayaan 
industrial, yakni dalam konvensi Paris tentang perlindungan 
hak kekayaan industrial 1883. Beberapa varian dari indikasi 
geografis pun mulai disinggung dan bahkan diatur secara khu¬ 
sus oleh beberapa konvensi internasional lainnya, meskipun 
konvensi itu umumnya tidak memiliki jumlah anggota yang 
terlalu besar. Indikasi geografis kemudian menjadi salah satu 
rezim hak HKI dalam persetujuan tentang aspek-aspek HKI 
yang terkait dengan perdangangan atau persetujuan TRIPs. Hal 
ini penting karena perjanjian ini dapat disebut sebagai salah satu 
perjanjian multilateral yang paling berpengaruh di akhir abad 
ke-20 hingga saat ini. Pengesahannya sebagai Annex IC dari 
perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (the 
Agreement Establishing World Trade Organization), membuat per¬ 
janjian ini mengikat mayoritas negara di dunia yang tergabung 
dalam keanggotaan WTO. Dengan tujuan utama untuk mem¬ 
buat HKI tidak menjadi halangan perdagangan, indikasi geog¬ 
rafis pun menjadi lebih banyak dikenal, dipertimbangkan, beru¬ 
saha diproteksi di banyak negara, dan bahkan diperdebatkan 
dalam forum-forum internasional. 90 


90 Ibid., hlm. 54. 


72 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


Ide indikasi geografis sebagai rezim HKI pertama kali 
mengemuka setahun setelah peninjauan paruh periode dalam 
proses negosiasi perjanjian umum tarif dan perdagangan (The 
General Agreement on Tariff and Trade/GATT Midterm Review on 
Negotiation Process) tahun 1988 di Montreal, Kanada. Dalam fo¬ 
rum peninjauan itu, komunitas Eropa memperkenalkan penger¬ 
tian indikasi geografis, termasuk Apelasi Asal ( Geograpical Indi- 
cation , Including Appelation of Origins). Komunitas Eropa menya¬ 
rankan perlindungan yang lebih kuat bagi minuman anggur dan 
minuman keras sebagai produk andalan mereka, dan mempro¬ 
mosikan ide untuk mengaplikasikan perlindungan lebih itu ke¬ 
pada barang dan jasa lainnya. Ide ini langsung disanggah oleh 
Amerika Serikat, yang justru memandang bahwa cara perlindu¬ 
ngan terbaik indikasi geografis adalah dengan mengintegra¬ 
sikannya sebagai bagian dari merek. Kontroversi itu cukup keras 
terjadi sampai akhirnya naskah perjanjian TRIPs diputus di 
Marakesh pada tanggal 15 April 1994. Dalam naskah yang kini 
dikenal sebagai perjanjian TRIPs, ketentuan-ketentuan indikasi 
geografis tampak lebih sebagai hasil kompromi belaka. Keten¬ 
tuan-ketentuan itu tidak secara spesifik mengatur detil perlin¬ 
dungan dan membuka kemungkinan negosiasi lanjutan di bebe¬ 
rapa sisi. Karena kontroversi masih berlanjut, para negara ang¬ 
gota kemudian dimandatkan untuk meninjau pelaksanaan Bab 3 
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bagian II perjanjian TRIPs yang mengatur indikasi geografis. 
Disini terlihat perbedaan pengaturan indikasi geografis dengan 
rezim-rezim lain seperti paten atau merek. Perlindungan indika¬ 
si geografis di tingkat internasional masih dalam proses mencari 
bentuk yang dapat diterima oleh semua pihak. 91 

2. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis 
2.1. Konvensi Paris 1883 

Pengertian indikasi geografis dapat ditemukan dalam Pa¬ 
ris Convention for the Protection of Industrial Property atau Konven¬ 
si Paris yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1883 dan 
telah mengalami beberapa kali revisi hingga perubahan terakhir 
pada tahun 1979. Dalam konvensi internasional tentang perlin¬ 
dungan hak kekayaan industrial ini, terdapat beberapa prinsip 
dasar yang berkaitan dengan penanganan atas indikasi yang 
salah atau false indications, termasuk indikasi tempat yang salah 
(false indication to the source). Indikasi geografis tidak ditentukan 
sebagai rezim yang spesifik, tetapi dalam Pasal 9 konvensi ini 
secara umum menentukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan 
dengan cara penanganan barang-barang impor yang mengan¬ 
dung merek dagang maupun nama dagang yang melawan hu¬ 
kum, termasuk barang-barang yang menggunakan tanda asal 

91 Ibid. 
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tempat yang tidak tepat. Menurut ketentuan ini, barang-barang 
tersebut harus dijadikan objek penyitaan. 92 

2.2. Perjanjian Madrid 1891 

Perjanjian Madrid 1891 tentang represi terhadap indikasi 
asal barang yang salah atau menyesatkan (The Madrid Agreement 
for the repression offalse or Deceptive Indications of Source on Goods 
of 1891), tidak menggunakan istilah indikasi geografis, tetapi 
menggunakan istilah indikasi asal ( Indication of Source) dari pro¬ 
duk barang. Perjanjian Madrid 1891 ini juga tidak menyatakan 
definisi indikasi asal secara eksplisit. Meskipun demikian, de¬ 
ngan adanya keharusan untuk menyita setiap barang yang 
memakai indikasi asal yang salah atau menyesatkan, bisa ditaf¬ 
sirkan bahwa setiap indikasi asal harus secara jelas merepre- 
sintasikan tempat asal dari barang terkait. 93 

2.3. Perjanjian Lisbon 1958 

Perjanjian Lisbon 1958 tentang perlindungan perlindu¬ 
ngan apelasi asal dan registrasi internasionalnya atau the 1958 
Lisbon Agreement fo the Protection of Appelation of Origin and their 
International Registration / Lisbon Agreement memperkenalkan 
istilah yang mirip dengan indikasi geografis, yakni apelasi asal 
atau Appelation of Origin. Apelasi asal ini dapat diterjemahkan 

92 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 162 

93 Ibid. 
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sebagai nama formal asal. Dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, 
apelasi asal atau Appelations ofOrigin didefinisakan sebagai: 94 

Nama geografis dari suatu negara, daerah, atau lokalitas 
yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan 
memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan 
esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk 
faktor-faktor alam dan faktor manusia. 

Definisi ini memberikan perlindungan khusus, tidak 
hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa 
hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan, dan 
imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain. As¬ 
pek paling kuat untuk menentukan dapat tidaknya suatu tempat 
menjadi apelasi asal biasanya adalah faktor lingkungan alam¬ 
nya. Faktor ini dapat berupa karakter tanah, cuaca, atau kombi¬ 
nasi unik dari ke duanya, yang membuat suatu produk yang 
tumbuh atau yang dihasilkan dari padanya memiliki ketinggian 
kualitas yang khusus dibandingkan dengan produk-produk da¬ 
lam klasifikasi yang sama tetapi dikembangkan di lingkungan 
alam yang berbeda. Faktor manusia yang mempengaruhi dan 
menguatkan karakter khusus tersebut juga diperhitungkan, 
tetapi harus dikaitkan dengan faktor lingkungan alam sebagai 
faktor dominan. Karenanya, definisi apelasi asal ini amat spesi- 

9i Ibid., hlm. 163 


76 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 






Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


fik. Dalam Pasal 6 Perjanjian Lisabon, dinyatakan bahwa di da¬ 
lam negara-negara anggota penandatanganan perjanjian ini, 
setiap barang yang diproteksi menurut perjanjian ini tidak akan 
menjadi generik meskipun ia telah menjadi amat terkenal se¬ 
hingga konsumen mulai menggeneralisasi barang-barang yang 
mirip sebagai barang tersebut. 95 
2.4. Perjanjian TRIPs 1994 

Perjanjian internasional ini merupakan hasil dari putaran 
perjanjian umum internasional mengenai perdagangan dan tarif 
di Uruguay pada tahun 1994. Sebagai salah satu rezim dari 
TRIPs, indikasi geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs 
untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai 
bagi HKI yang tidak akan menjadi salah satu aspek non tarif 
yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara interna¬ 
sional. 96 

Dalam persetujuan TRIPs ini diatur mengenai indikasi 
geografis yang berkaitan dengan pemakaian merek. Dalam 
Article 22 (1) persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa: 97 

"Geographical indications are, for the purposes of this Agree- 

ment, indications which identify a goods as originating in the 

95 Ibid., hlm. 164. 

96 Ibid., hlm. 166. 

97 Article 22 (1) Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 
Rights (TRIPs Agreement) 
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territory of a member, or a region or locality in that territory, 
where a given quality r reputation, or other characteristic ofthe 
good is essentially attributable to its geographycal origin". 

Yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan 
persetujuan ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wila¬ 
yah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah 
tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan ka¬ 
rakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh 
faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 
dimengerti bahwa asal suatu barang (termasuk jasa) yang mele¬ 
kat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang 
yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuri¬ 
dis. 98 

Dalam konteks indikasi geografis, harus ada aspek-aspek 
khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan 
lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik, yang menun¬ 
jukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dan barang. 
Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap kua¬ 
litas barang tersebut dan menentukan reputasi dari barang ter¬ 
sebut. Sejauh ini, indikasi geografis umumnya dikenal banyak 
memproduksi produk-produk pertanian. Misalnya; minyak zai¬ 
tun Tuscany yang diproduksi di daerah tertentu bernama Tus- 

98 OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 386. 
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cany di Italia, dan beras Basmiati yang diproduksi di daerah 
tertentu bernama Basmiati di India. Jadi, indikasi geografis me¬ 
ngemuka dari hubungan kuat antara produk dengan karakter 
tanah penghasil produk tersebut. Meskipun demikian, menurut 
TRIPs, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter dari suatu 
barang dapat juga berasal dari lingkungan alam yang bukan ta¬ 
nah." Indikasi geografis melindungi konsumen dari kesesatan 
dan kebingungan, tujuan ini sama dengan tujuan utama dari 
merek, hanya saja berbeda dengan merek, indikasi geografis se¬ 
lalu berkaitan dengan daerah asal barang. Dalam TRIPs juga 
memuat perlindungan tambahan untuk minuman anggur dan 
minuman beralkohol lainnya, perlindungan tidak hanya diberi¬ 
kan bagi konsumen, tetapi juga pada produsen. Ini juga terma¬ 
suk salah satu yang membedakan antara indikasi geografis de¬ 
ngan merek. 100 

Sebagai pengikut TRIPs, Indonesia merumuskan lagi atu¬ 
ran internasional ini ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Ta¬ 
hun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 56 dijelaskan tentang 
indikasi geografis, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai 
suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang 
karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 

99 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 167. 

100 Ibid. 
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manusia, atau kombinasi dari ke dua faktor tersebut, membe¬ 
rikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal 
itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau 
identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, da¬ 
erah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas 
reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor 
manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. 101 

Tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis adalah 
suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari 
tempat atau daerah tertentu. Dan tempat atau daerah itu menun¬ 
jukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Seperti misalnya 
merek Kopi Toraja yang menunjukkan kualitas dan karakteristik 
Tana Toraja sebagai penghasil kopi yang harmonis rasa asam 
pahitnya. Namun begitu, karakteristik suatu produk indikasi 
geografis tidak melulu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur 
tangan manusia pun bisa menentukan kekhasan suatu produk. 
Misalnya kerajinan batik jawa. 102 

Sebagai peserta TRIPs dan aktif dalam pergaulan dagang 
internasional, Indonesia mau tidak mau perlu menyesuaikan diri 
dengan konsep indikasi geografis ini. Meski pengaturan soal 
indikasi geografis sudah tersimpul dalam undang-undang me- 

101 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 73. 

102 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 152. 


80 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


rek, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-ken¬ 
dala. Kendala-kendala tersebut kemudian berujung pada didaf¬ 
tarkannya indikasi "Toraja" oleh perusahaan Key Coffee Inc, pe¬ 
rusahaan dari Jepang. Key Coffee mendaftarkan indikasi ini 
dengan merek "Toarco Toraja" lengkap dengan rumah adat 
masyarakat Tana Toraja sebagai latar merek. Kopi Toraja sebe¬ 
narnya hanya salah satu contoh digondolnya kekayaan nasional 
Indonesia oleh luar negari. 103 

Pada ketentuan Pasal 56 ayat (9) undang-undang merek 
menyatakan bahwa ketentuan pendaftaran akan diatur dalam 
peraturan pemerintah. Pada tahun 2007 pemerintah mensahkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geograsfis. Dimana peraturan ini adalah peraturan pelaksana 
dari undang-undang merek. PP Indikasi Geografis ini tidak 
hanya mengatur tata cara pendaftaran, tetapi juga mengatur 
kembali ketentuan pokok indikasi geografis yang terdapat da¬ 
lam undang-undang merek. 

PP Indikasi Geografis mengatur : 

A. Ketentuan Umum Indikasi Geografis; 

B. Lingkup Indikasi Geografis; 

C. Indikasi Geografis Yang Tidak Didaftar; 

D. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis; 

103 Ibid, hlm. 153. 
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E. Tata cara pendaftaran; 

F. Tata Cara Pemeriksaan; 

G. Pemakaian Dan Pengawasan Indikasi Geografis; 

H. Indikasi Geografis Dari Luar Negeri; 

I. Perubahan Dan Berakhirnya Perlindungan; 

J. Banding Indikasi Geografis; 

K. Pelanggaran dan Gugatan; dan 

L. Pemakai terdahulu Indikasi Geografis. 

Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis terdiri dari 8 
(delapan) tahap, yaitu: 

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan; 

2. Tahap Ke Dua : Pemeriksaan Administratif; 

3. Tahap Ke Tiga : Pemeriksaan Substantif; 

4. Tahap Ke Empat Pengumuman; 

5. Tahap Ke Lima : Persetujuan Pendaftaran 

6. Tahap Ke Enam : Pendaftaran 

7. Tahap Ke Tujuh : Pengawasan Terhadap Pemakaian 

Indikasi Geografis; 

8. Tahap Ke Delapan : Banding. 

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas 
dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau 
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wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi 
dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang 
dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan 
sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang 
dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat 
berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama 
tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta 
geografis atau nama yang karena pemakaian sehingga terus- 
menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang 
yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi 
barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil per¬ 
tanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lain¬ 
nya. 104 

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) undang-undang merek 
indikasi geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar 
atas dasar permohonan yang diajukan oleh salah satunya adalah 
lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang mempro¬ 
duksi barang. Maksud dari lembaga ini adalah lembaga yang 
diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan 


104 Iswi Hariyani, Op. Cit., hlm. 107. 
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lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga res¬ 
mi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain. 105 

Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi 
milik umum. Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaf¬ 
tar sebagai indikasi geografis tidak dapat didegradasi, atau di¬ 
anggap sebagai nama barang atau dijadikan milik umum. 106 In¬ 
dikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimo¬ 
honkan pendaftarannya merupakan nama geografis setempat 
yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman dan digu¬ 
nakan bagi varietas tanaman sejenis. 107 

3. Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 

Perbedaan merek dengan indikasi geografis berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geografis adalah sebagai berikut: 

1. Definisi 

a. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, hu¬ 
ruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari un- 

105 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), hlm. 220. 

106 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2007 
tentang Indikasi Geografis, Pasal 2 ayat (4). 

107 Republik Indonesia, PP tentang,Indikasi Geografis, ibid., Pasal.3 huruf C. 
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sur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
dan jasa. 

b. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan 
daerah asal suatu barang yang karena faktor lingku¬ 
ngan geografis termasuk faktor alam, faktor manu¬ 
sia, atau kombinasi dari ke dua faktor tersebut, 
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang 
yang dihasilkan. 

2. Sifat 

a. Merek : tidak dapat menunjukkan kualitas produk 

b. Indikasi geografis : menunjukkan kualitas, reputasi, 

dan karakteristik produk. 

3. Objek 

a. Merek: barang dan jasa 

b. Indikasi geografis: barang 

4. Pemilik 

a. Merek: Individualistik 

b. Indikasi geografis: Komunalistik 

5. Eksploitasi 

a. Merek: dapat diperjualbelikan atau dilisensikan 

b. Indikasi geografis: tidak dapat diperjualbelikan 
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6. Jangka waktu perlindungan 

a. Merek : 10 tahun dan bisa diperpanjang setiap 10 

tahun sepanjang masih dipakai 

b. Indikasi geografis : Berlangsung selama ciri dan kua¬ 

litas yang menjadi dasar diberikan¬ 
nya perlindungan tersebut masih 
ada. 


E. Kopi Toraja 

Ada beberapa jenis kopi yang sangat terkenal di Indo¬ 
nesia salah satunya adalah kopi Toraja. Negara Indonesia adalah 
termasuk negara agraris yang kaya akan hasil buminya dimana 
selain kopi, teh, dan sawit juga sangat diburu oleh bangsa eropa 
sejak dulu. Kopi Toraja merupakan kopi yang berasal dari Tana 
Toraja. Kopi ini sangat terkenal, kopi Toraja adalah kopi yang 
memiliki kandungan asam rendah dan memiliki badan yang 
berat. Kopi Sulawesi dan Kopi Sumatera memiliki rasa khas 
yang hampir serupa, seperti rasa tanah dan hutan, rasa tersebut 
muncul karena terpengaruh pemrosesan setelah biji kopi 
dipetik. Kopi Toraja saat ini sudah dipatenkan di Jepang dan 
Amerika Serikat oleh pengusaha lokal di negara tersebut, se¬ 
hingga penjualan kopi Toraja di ke dua negara tersebut harus 
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melalui ke dua perusahaan itu. 108 Hal ini memang sangat 
memprihatinkan bagi Indonesia, oleh karena bahan baku dari 
kopi tersebut diambil atau berasal dari Indonesia (Kabupaten 
Tana Toraja dan Toraja Utara). 

Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, 
karena bukan hanya Kopi Toraja saja yang telah dipatenkan oleh 
pengusaha asing di negaranya, namun ada beberapa produk asli 
Indonesia atau bahan bakunya berasal dari Indonesia juga telah 
dipatenkan oleh pengusaha asing, bukan tidak mungkin ini 
menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan bagi Indonesia, dan 
di lain pihak keuntungan besar diperoleh perusahaan asing atas 
hal tersebut. 

Gambar 1 

Kemasan Produk Key Coffee Inc. 



108 http:// www.torajahighland.com. 
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Gambar 2 

Kemasan Produk PT. Toarco Jaya 
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BAB IV 

EER4NGIC1 TEORITIS 


A. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh setiap sub¬ 
jek hukum dalam menjalankan aktifitas kesehariannya, perlin¬ 
dungan hukum sangat diharapkan, karena selain menciptakan 
keamanan bagi hak milik si subjek hukum, juga dapat menjadi 
dasar apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perlindungan 
hukum diberikan apabila subjek hukum tersebut memenuhi per¬ 
syaratan-persyaratan (legalitas) yang sipersyaratkan oleh hu¬ 
kum, sebagai contoh : mobil seseorang akan dilindungi oleh hu¬ 
kum ketika mobil tersebut diperoleh secara sah (tidak melanggar 
hukum) dan dibuktikan dengan surat kepemilikan. 

Begitupun dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dimi¬ 
liki oleh seseorang, perlindungan yang diberikan oleh hukum- 
pun baru timbul ketika HKI tersebut di daftarkan di instansi 
yang memiliki kewenangan untuk itu, sebagai contoh di Indo¬ 
nesia, maka instansi yang memiliki kewenangan untuk melin¬ 
dungi HKI dan tempat pendaftaran HKI oleh seseorang adalah 
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik In¬ 
donesia c.q. Direktorat Jenderal HKI. HKI sesorang sangat pen- 
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ting untuk dilindungi, hal ini dikarenakan HKI sangat rentan 
untuk dilanggar oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keun¬ 
tungan semata tanpa memikirkan proses yang dilalui oleh si 
pemilik HKI. 

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipenga¬ 
ruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam buku¬ 
nya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia 
terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia 
lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang 
berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan 
hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan 
hasil dari intelektualitas manusia. 109 Berikut ini adalah pema¬ 
paran cemerlang berkaitan dengan perlindungan hukum Hak 
Kekayaan Intelektual dari artikel yang berjudul 'Konsep Dasar 
Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual: Indivi¬ 
dualisme dan Komunalisme? dan ditulis oleh Khaerul Tanjung. 
Berikut ulasannya : 110 


109 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual 
dalam Menghadapi Era Globalisasi, (UIR Press, 2010), hlm. 7 

110 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual: 
Indivi-dualisme dan Komunalisme? dan ditulis oleh Khaerul Tanjung, lihat : 
http:/ /khaerulhtanjung.blogspot.co.id/2007/09/hak-kekayaan-intelektual- 

individualisme.html 
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Dinamika mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi 
telah mencetuskan suatu paradigma konsepsi ekonomi. Pemba¬ 
ngunan ekonomi ( economic development) berpijak pada dinamika 
pengetahuan itu sendiri ( economy based on knowledge). Kreatifitas 
intelektual manusia telah menciptakan karya-karya yang bergu¬ 
na bagi pembangunan negara melalui pengembangan cipta, rasa 
dan karsanya. Hasil kreatifitas manusia itu memiliki nilai eko¬ 
nomi yang menjadi kekayaan bagi penciptanya. Pengakuan atas 
kekayaan intelektual tersebut menjadi salah satu bukti paradig¬ 
ma konsepsi ekonomi yang dimiliki pengetahuan melalui Hak 
Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights). Konsekuensi 
logis bagi setiap kekayaan yang dimiliki individu adalah perlin¬ 
dungan dan pengakuan atas hak milik individu tersebut. Upaya 
memperoleh perlindungan dan pengakuan atas hak milik ini 
merupakan salah satu motivasi individu untuk bergabung de¬ 
ngan individu lain yang akhirnya membentuk masyarakat, yang 
dalam skala besar disebut "Negara". 

Jhon Locke, dalam "The Second Treatise of Government ", 
menguraikan bahwa negara melalui kekuasaan pemerintahan¬ 
nya akan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-pera¬ 
turan dengan tujuan untuk melindungi pemilikan negara dan 
rakyatnya dari gangguan atau ancaman pihak lain. Masing- 
masing individu pun secara sukarela menundukkan diri pada 
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ketentuan dan peraturan tersebut. Argumentasi Jhon Locke 
diatas, dapat dirumuskan bahwa negara memiliki kewenangan 
atas rakyatnya didasarkan pada penyerahan hak dari individu 
kepada negara dengan tujuan untuk mengatur individu yang 
bersangkutan. Negara dalam menjalankan fungsi dan tugas, 
disamping menerapkan aturan-aturan juga berwenang membe¬ 
rikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan-aturan 
tersebut. 

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan penga¬ 
kuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Pasal 
28D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa "setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum". Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik 
itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 
berbunyi "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi 
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewe¬ 
nang-wenang oleh siapa pun". Oleh sebab itu, pemahaman 
terhadap HaKI bukanlah merupakan domain hukum semata, 
akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik, 
ekonomi dan politik. Namun, meskipun demikian sebagian be¬ 
sar pemahaman terhadap HaKI haruslah berlandaskan pada 
pemahaman aspek hukum. 
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Dalam tataran global, perlindungan hukum terhadap hak 
kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertum¬ 
buhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. HaKI memiliki 
nilai kebendaan dan karenanya termasuk dalam kriteria keka¬ 
yaan. Sistem hukum telah mengklasifikasi kekayaan kedalam 
tiga kategori. Pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak 
kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi (intengible things). 
Kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangu¬ 
nan. Ketiga, kekayaan sebagai hasil kekayaan intelektual, dalam 
bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek 
dan rahasia dagang. Dengan demikian, konsep dasar HaKI se¬ 
cara substantif dapat dikemukakan bahwa HaKI merupakan hak 
atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan inte¬ 
lektual manusia. Argumentasi atas pernyataan ini adalah pada 
akhirnya HaKI akan menghasilkan karya-karya intelektual be¬ 
rupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi. 

Dalam proses penciptaan itu individu membutuhkan pe¬ 
ngorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Pengorbanan inilah 
yang menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki 
nilai. Apabila manfaat ekonomi ditingkatkan hingga dapat di¬ 
nikmati, maka nilai ekonomi yang melekat telah menumbuhkan 
konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual 
tersebut. Oleh karena pemahaman HaKI tidak didominasi oleh 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 


93 




Politik Hukum Ratifikasi Indonesia 


domain ilmu hukum semata, maka HaKI mesti pula ditelaah de¬ 
ngan menggunakan dimensi ilmu politik tanpa meninggalkan 
basis ilmu hukum itu sendiri. Metode pendekatan ini sangat ber¬ 
guna untuk mengetahui efektifitas aturan-aturan dalam membe¬ 
rikan perlindungan terhadap HaKI. 

Kompleksitas hukum menyebabkan hukum dapat dipe¬ 
lajari dari berbagai sudut pandang. Salah satu disiplin hukum 
yang kini sedang tumbuh adalah politik hukum (politic oflaw). 
Hubungan politik hukum dengan HaKI terjadi pada saat meng¬ 
kaji bagaimana ketentuan perlindungan HaKI dibentuk dan ba¬ 
gaimana aturan perlindungan HaKI yang telah dibentuk dapat 
berlaku secara efektif dan efisien. Politik hukum sendiri masih 
belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Namun, bebe¬ 
rapa ahli berupaya memberikan defenisi untuk memberikan 
deskripsi struktur keilmuan politik hukum yang meliputi aspek 
tujuan, metode dan ruang lingkupnya. 

Abdul Hakim Garuda Nusantara telah menguraikan bah¬ 
wa politik hukum nasional meliputi pelaksanaan ketentuan 
hukum yang telah ada secara konsisten; pembangunan hukum 
yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum 
yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan keten¬ 
tuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; penegasan fun- 


94 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 




Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


gsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan 
anggotanya; meningkatkan kesadaran hukum masyarakat me¬ 
nurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Dalam kaitan 
ini, Moh. Mahfud MD mengemukakan dua pengertian politik 
hukum. Pertama, politik hukum secara sederhana dapat diru¬ 
muskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan 
atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Kedua, 
bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat 
konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan 
penegakan hukum itu. 

Pendapat ahli tersbut, bila ditinjau kedalam hukum HaKI, 
maka terasa hubungan pentingnya peranan politik hukum da¬ 
lam perlindungan HaKI. Hukum HaKI merupakan produk kon¬ 
figurasi politik. Maksudnya, hukum HaKI dibentuk oleh lem¬ 
baga legislatif sebagai lembaga perwakilan bersama-sama de¬ 
ngan lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, didapati rakyat ikut 
serta memberikan pendapatnya meskipun melalui lembaga 
perwakilan dan memang demikian dalam sistem demokrasi. Se¬ 
kilas konsep HaKI sangat menonjolkan individualisme, karena 
HaKI melindungi hasil intelektual individu. Setiap hasil inte¬ 
lektual mendapat perlindungan HaKI dan orang lain tidak dapat 
menggunakannya dengan sembarangan. Pemahaman ini men¬ 
jadi beralasan karena struktur hubungan sosial masyarakat yang 
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hingga kini dianut adalah kebersamaan atau komunalisme. Se¬ 
benarnya pemahaman diatas tidaklah sepenuhnya benar, sebab 
HaKI hanya berupaya memberikan jaminan bagi setiap individu 
untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif ciptaannya 
melalui negara. Tentunya perlindungan hukum yang dimaksud 
adalah untuk kepentingan pemilik, baik pribadi maupun ke¬ 
lompok. 

Berdasarkan uraian yang sangat detail dan menurut pe¬ 
nulis sangat 'cemerlang' tersebut, maka memang pada pokok¬ 
nya HaKI hanya berupaya memberikan jaminan bagi setiap 
individu untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif cip¬ 
taannya melalui negara, sehingga dalam hal ini negara mengem¬ 
ban tugas yang sangat penting terkait dengan HaKI dari warga 
negaranya. Walaupun peranan politik hukum dalam perlin¬ 
dungan HaKI sangat dominan namun pada faktanya perlindu¬ 
ngan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh si pemilik HaKI. 

B. Teori Tujuan Hukum 

Tujuan hukum sangat diperlukan untuk menjaga stabi¬ 
litas hukum dalam praktik, karena tujuan hukum tersebutlah 
yang memberikan harapan-harapan kepada subjek hukum un¬ 
tuk menjalankan dan menaati hukum secara konsisten. Hal ini 
tidak lain karena tujuan hukum yang hendak dicapai menurut 
beberapa literatur adalah keadilan, kemanfaatan, kepastian hu- 
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kum, dan kedamaian. Bukan hanya itu saja, tujuan hukum 
inipun sering disebut-sebut baik oleh para penegak hukum mau¬ 
pun masyarakat awam ketika terjadi sengketa/konflik/perse¬ 
lisihan. 

Ajaran prioritas baku yang mengajarkan adanya tiga da¬ 
sar hukum, dimana tiga dasar hukum merupakan tujuan hukum 
yaitu; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada per¬ 
kembangannya dalam kenyataan dimasyarakat tiga dasar hu¬ 
kum yang merupakan tujuan hukum tersebut sering kali terjadi 
benturan. Hal ini Gustav Radbruch mengajarkan ajaran prioritas 
baku, dimana prioritas utama adalah keadilan, ke dua keman¬ 
faatan, dan terakhir kepastian hukum. 111 Tiga tujuan hukum ini 
selain disebut sebagai tujuan hukum prioritas baku, juga disebut 
sebagai ajaran lama, atau konvensional yang saat ini sudah ja¬ 
rang atau bahkan tidak digunakan lagi oleh para penegak hu¬ 
kum dalam menyelesaikan sebuah kasus. 

Dalam ajaran Prioritas Kasuistis, tujuan hukum menca¬ 
kupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan uru¬ 
tan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang diha¬ 
dapi. Pilihan prioritas yang sudah dibakukan dapat saja berten¬ 
tangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, 

111 Achmad Ali, Vol 1, Pemahaman Awal, Menguak Teori Hukum (Legal 
Theory) dan Teori Peradilan (judicilia Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang- 
Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 288. 
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sebab ada kalanya dalam suatu kasus, keadilan yang diprio¬ 
ritaskan dari pada kemanfaatan dan kepastian, tatapi adakalnya 
tidak mesti demikian atau dapat terjadi untuk kasus-kasus lain, 
kemanfaatan yang diprioritaskan dari pada keadilan dan kepas¬ 
tian, bahkan pada kasus lain dapat terjadi kepastian yang harus 
diprioritaskan dari pada keadilan dan kemanfaatan. 112 Oleh 
sebab itu, selain sifatnya yang fleksibel, tujuan hukum kasusistis 
ini pula memuat nilai-nilai keadilan, utamanya keadilan yang 
memberikan setiap orang sesuai dengan porsinya (proporsio¬ 
nal). 

C. Teori Validitas Hukum 113 

Kelsen membedakan antara keberlakuan hukum dan va¬ 
liditas hukum. Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan 
merupakan psychis compulsion, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai 
tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Elemen 
paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum 
bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. Hal 
ini tidak dimiliki oleh sistem moral. Apakah seseorang sungguh- 
sungguh menaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hu¬ 
kum itu atau tidak berkenaan dengan keberlakukan hu- 

112 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 

hlm. 68. 

113 Damang Averroes Al-Khawarizmi, Daya Keberlakuan dan Validitas 
Hukum, (2012), lihat http:// negarahukum.com 
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kum. Sementara validitas hukum menurut Kelsen adalah eksis¬ 
tensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia me¬ 
rupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi 
norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat (binding force) 
melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatannya 
diatur, diperintahkan atau dilarang. Aturan adalah hukum. Dan 
hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang 
memberikan sanksi. Pendapat yang sama, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Arief Sidharta (2007), bahwa antara validitas 
(keabsahan/ geldigheid/ validity) dan keberlakuan (gelding) itu ber¬ 
beda. Validitas berkenaan dengan hukum berpikir logis atau 
kaedah logika. Sementara keberlakuan berkenaan dengan hu¬ 
kum berpikir yang legalis. Dalam konteks “keberlakuan hukum" 
memang ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati seperti 
perilaku pejabat, perilaku penegak hukum, dokumen-dokumen, 
perundang-undangan dan vonis hakim dalam suatu kerangka 
khusus yang dipahami sebagai suatu referensi khusus dipahami 
sebagai hukum. Dari sini tampak bahwa hukum juga merupa¬ 
kan ciptaan pikiran. Keberlakukan normatif dari hukum juga 
hanya sebagai demikian dapat dimengerti dan dipikirkan. Ia 
tidak pernah sebagai demikian dapat ditemukan dalam kenyata¬ 
an. Kenyataan merupakan hal yang dipikirkannya. Dengan de¬ 
mikian pada keberlakuan hukum berlaku preposisi empirik atau 
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informatif. Lain halnya yang dikemukakan oleh Ulrich klug, 
ada 9 kategori keberlakuan, diantaranya: 

- Keberlakuan yuridis, keberlakuan ini mirip dengan po- 
sitivistik sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen. 

- Keberlakuan etis, keberlakuan yang terjadi jika sebuah 
kaedah hukum memiliki sifat kaedah yang mewajib¬ 
kan. 

- Keberlakuan ideal, keberlakuan kategori ini dapat ter¬ 
wujud jika kaedah hukum bertumpu pada kaedah 
moral yang lebih tiinggi. 

- Keberlakuakn riil. Keberlakuan yang terwujud dari 
suatu kaedah hukum yang berperilaku dengan menga¬ 
cu pada kaedah hukum itu. 

- Keberlakuan ontologis, merupan keberlakuan hukum 
yang akan kehilangan maknanya jika kaedah hukum 
dipositifkan oleh pembentuk undang-undang yang 
mengabaikan tuntutan fundamental dalam pembentu¬ 
kan aturan. 

- Keberlakuan sosio relatif, suatu kaedah hukum hukum 
yang tidak memiliki kekuatan berlaku atau kekuatan 
berkelakukan secara yuridis, etis, dan riil namun masih 
menawarkan sesuatu kepada para teralamat atau sub¬ 
jek tertuju. 
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- Keberlakuakn dekoratif, keberlakuan kaedah hukum 
yang memilki fungsi sebagai lambang. 

- Keberlakaun estetis, keberlakuan pada sauatu kaedah 
hukum yang memilki elegansi tertentu. 

- Keberlakukan logical, suatu kaedah hukum yang seca¬ 
ra internal tidak bertentangan, memilki keuatan keber¬ 
lakuan logikal. 

D. Teori Keadilan 114 

Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu 
masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ke¬ 
tentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan ke¬ 
wajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota- 
anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela da¬ 
lam berbagai kerja sama sosial? Tentu saja, dalam suatu tatanan 
sosial yang totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa 
saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-keten¬ 
tuan sosial yang ditetapkan oleh rezim totaliter tersebut, karena 
mereka mungkin merasa takut. Akan tetapi, untuk kedua kali¬ 
nya dikemukakan di sini, pertanyaannya adalah apa yang me¬ 
mungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota 


114 Iqbal Hasanuddin, Teori Keadilan: Telaah Atas Pemikiran John Rawls, 
(2014), lihat https:/ / iqbalhasanuddin.wordpress.com/ 2014/06/27/teori- 
keadilan-telaah-atas-pemikiran-i ohn-rawls / 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 


101 







Politik Hukum Ratifikasi Indonesia 


masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-keten¬ 
tuan sosial yang ada? 

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemu¬ 
kakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk 
menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada 
hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana 
keadilan sebagai fariness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip 
pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. 115 Sampai 
di sini, pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Lantas, apa 
yang Rawls maksudkan dengan keadilan sebagai fairness ? Me¬ 
ngapa fairness itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan 
Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai fairness 
bisa muncul? 

Ketika berbicara tentang ketentutan-ketentuan sosial yang 
mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang mene¬ 
kankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang menga¬ 
tur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota sua¬ 
tu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, 
yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja 
sama sosial, menunjukan bahwa teori keadilan Rawls memusat¬ 
kan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewa- 


115 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 4-5 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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jiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap 
orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nya¬ 
ta, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menja¬ 
min distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, 
Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di 
antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang 
mampu mendorong kerja sama sosial. 116 

Demikian, kesepakatan yang fair adalah kunci untuk 
memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana 
kesepakatan yang fair itu bisa diperoleh? Rawls memandang 
bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya 
prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur 
yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. 
Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah "kea¬ 
dilan prosedural murni". 117 Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan 
oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep 
keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) 
untuk menjamin hasil akhir yang adil pula. 118 


116 Rawls, John, A Theory of justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 4-5 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 

117 Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John 
Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 42 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 

118 Rawls, John, Op.Cit. dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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Di atas, Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur 
yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap 
orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur 
yang fair ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musya¬ 
warah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu 
menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls 
menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam pro¬ 
ses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada 
dalam suatu kondisi awal yang disebutnya "posisi asali" (the 
original position). 

Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan 
sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan 
terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu 
prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya kadilan sebagai fairness. 
Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai 
suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang 
bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus 
diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini terca¬ 
painya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. 
Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali 
sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebu- 
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ah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepen¬ 
tingan semua pihak secara f 'air . 119 

Kedua , setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses 
perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar ma¬ 
suk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bah¬ 
wa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya 
orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipo¬ 
tesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar se¬ 
suai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. 
Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua 
orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang f air. 120 

Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada 
dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan "tanpa 
pengetahuan." Melalui gagasan tentang "keadaan-tanpa-penge- 
tahuan" tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak 
yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan menge¬ 
nai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam 
proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadi¬ 
lan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang 
menjadi syarat penting untuk menjamin fairness. Oleh karena itu, 
semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut ha- 

119 Jbid. 

120 Ibid. 
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rus mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan 
yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang 
umum sifatnya. 121 

Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali 
tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-pe- 
duli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bah¬ 
wa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memper¬ 
juangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat 
yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa 
yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran 
ini secara sekilas menunjukan karikatur orang-orang yang justru 
bertolak belakang dengan semangat kerja sama yang menjadi 
inti konsep keadilan sebagai fairness. Namun demikian, peng¬ 
gambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara 
orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya 
lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posi¬ 
si asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa 
yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua 
orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi 
dirinya sendiri. 

Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana setiap pihak 
yang berusaha mengejar kepentingannya sendiri (rasional) di 

121 Ibid. 
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dalam posisi asali dan berada dalam keadaan "tanpa-pengeta- 
huan" itu pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama 
keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak? 
Menurut Rawls, dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau 
para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan 
dirumuskan bisa menjamin distribusi "nilai-nilai primer" ( prima - 
ry goods) yang f air. Dalam hal ini, "nilai-nilai primer" adalah 
satu-satunya motivasi yang mendorong dan membimbing se¬ 
mua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama 
keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls memaksudkan semua 
nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua manu¬ 
sia. Artinya, pelbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai 
nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak 
disebut manusia. 

Gagasan Rawls tentang posisi asali tersebut sebenarnya 
merupakan refleksi dari konsep moral tentang person: setiap 
manusia diakui dan diperlakukan sebagai person yang rasional, 
bebas, dan setara (memiliki hak yang sama). Dalam pandangan 
Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya memiliki 
dua kemampuan moral, yakni: 1) kemampuan untuk mengerti 
dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga 
didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan 2) 
kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional 
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mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut 
kedua kemampuan ini sebagai a sense ofjustice dan a sense of the 
good. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemung¬ 
kinan bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak seca¬ 
ra rasional dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan- 
tujuan yang dianggap baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertin¬ 
dak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan di lain sisi. 122 

Dalam kondisi awal (posisi asali) sebagaimana dijelaskan 
di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasio¬ 
nal; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih 
suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada 
prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah: 

Semua nilai-nilai sosial — kebebasan dan kesempatan, 
pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri — harus didistri¬ 
busikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai- 
nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu me¬ 
mang menguntungkan orang-orang yang paling tidak berun¬ 
tung. 123 

Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan 
kedua prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus 


122 Md. 

123 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 62 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, 
seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2. Ketidak¬ 
samaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga 
(a) diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-oang yang 
paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan 
terbuka bagi semua orang. 124 

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari ke¬ 
dua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya 
harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya serial order 
atau lexical order. 125 Dengan pengaturan seperti ini, Rawls mene¬ 
gaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak 
bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan eko¬ 
nomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa 
mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan perta¬ 
ma telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelak¬ 
sanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak 
dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus 


124 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 60 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 

125 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 63-64 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial 
dan ekonomi. 126 

Bagi Rawls, pembatasan terhadap hak dan kebebasan 
hanya diperbolehkan sejauh hal itu dilakukan demi melindungi 
dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berar¬ 
ti, perlu diterima suatu pengaturan secara kelembagaan atas 
praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan tidak 
membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap 
orang. 127 

Prinsip keadilan yang kedua menuntut bahwa ketidaksa¬ 
maan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbo¬ 
lehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk 
mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, 
ketidaksamaan dalam perolehan nilai sosial dan ekononomi 
tidak harus selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari 
prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini. 

Bagi Rawls, prinsip "perbedaan" dimaksudkan untuk 
menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal di mana 
keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesem¬ 
patan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang 

126 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 250 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 

127 Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John 
Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 74 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. 
Oleh karena itu, adanya prinsip "perbedaan" merupakan penga¬ 
kuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih 
beruntung (the better off) untuk menikmati prospek hidup yang 
lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip 
kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan 
bahwa "kelebihan" berupa prospek yang lebih baik itu hanya 
dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningka¬ 
tan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau 
paling tidak beruntung. 128 

Konsepsi keadilan Rawls memperlihatkan dukungan dan 
pengakuan yang kuat akan hak dan kewajiban manusia, baik 
dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Secara 
khusus, konsepsi keadilan tersebut menuntut hak pastisipasi 
yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses 
pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, 
diharapkan bahwa seluruh struktur sosial dasar sungguh-sung¬ 
guh mampu menjamin kepentingan semua pihak. 

Dari sudut politik, konsepsi keadilan Rawls diformu¬ 
lasikan ke dalam tiga sendi utama: (1) hak atas partisipasi politik 
yang sama; (2) hak warga untuk tidak patuh; dan (3) hak warga 


128 Rawls, John, A Theory of justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 75 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga hal ini menjadi 
manifestasi kelembagaan dari prinsip keadilan pertama dalam 
teori kedilan Rawls. 

Rawls memandang hak atas partisipasi politik yang sama 
tersebut bisa terakomodasi dalam sebuah sistem politik yang 
tidak saja bersifat demokratis, tapi juga konstitusional. Sistem 
politik demokrasi konstitusional di sini dicirikan oleh dua hal 
utama: pertama, adanya suatu badan perwakilan yang dipilih 
melalui suatu pemilihan yang fair dan bertanggung jawab kepa¬ 
da pemilihnya, yang berfungsi sebagai badan legislatif untuk 
merumuskan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sosi¬ 
al; dan kedua, adanya perlindungan konstitusional terhadap ke¬ 
bebasan-kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpikir 
dan berbicara, kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi 
politik. 129 

Bagi Rawls, sistem politik demokrasi konstitusional harus 
memberikan ruang bagi hak untuk tidak patuh (pada Negara), 
karena hak ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Rawls 
memaksudkan hak untuk tidak patuh ini sebagai 'suatu tinda¬ 
kan publik, tanpa kekerasan, berdasarkan suara hati tetapi bersi¬ 
fat politis, bertentangan dengan hukum karena biasanya dilaku- 


129 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 222 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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kan dengan tujuan menghasilkan perubahan hukum atau kebi¬ 
jakan pemerintah'. 130 Dalam hal ini, Rawls memandang bahwa 
ada ruang di mana hukum yang ditetapkan tidak bersifat adil 
sehingga warga Negara boleh melakukan tindakan politik untuk 
menentang dan mengubahnya melalui cara-cara yang tidak 
menggunakan kekerasan. 

Jika hak untuk tidak patuh dimaksudkan sebagai tin¬ 
dakan politik untuk memperbaiki hukum yang tidak adil, maka 
hak untuk menolak berdasarkan hati nurani lebih dimaksudkan 
sebagai ruang yang diberikan kepada seseorang untuk tidak 
mematuhi hukum jika hal itu dipandang bertentangan dengan 
hati nuraninya sendiri. Misalnya, jika terdapat sebuah hukum 
yang meminta warganya untuk berperang sementara terdapat 
seorang warga yang memiliki keyakinan bahwa membunuh 
bertentangan dengan prinsip keadilan yang dipegangnya, maka 
dia berhak untuk menolak untuk ikut berperang. 131 

Dari sudut penataan ekonomi, konsepsi keadilan Rawls 
menuntut suatu basis ekonomi yang fair melalui sistem perpa¬ 
jakan yang proporsional (dan bahkan pajak progresif jika diper¬ 
lukan) serta sistem menabung yang adil sehingga memungkin- 

130 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 364 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 

131 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 370-380 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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kan terwujudnya distribusi yang adil pula atas semua nilai dan 
sumber daya sosial. Di sini perlu ditegaskan bahwa setiap orang 
mempunyai hak untuk menikmati nilai-nilai dan sumber daya 
sosial dalam jumlah yang sama, tetapi juga memiliki kewajiban 
untuk menciptakan kemungkinan yang membawa kemaslahatan 
bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini tidak hanya 
berlaku bagi anggota masyarakat dalam generasi yang sama, 
tetapi juga bagi generasi yang satu dengan generasi yang 
lainnya. Bagi Rawls, kekayaan dan kelebihan-kelebihan bakat 
alamiah seseorang harus digunakan untuk meningkatkan pros¬ 
pek orang-orang yang paling tidak beruntung di dalam masya¬ 
rakat. 132 


132 Rawls, John, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 
1971), hlm. 260-285 dalam Iqbal Hasanuddin, Loc.Cit. 
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BAB V 

INSTRUMEN HUKUM 
UAU INI II 4SI ASAL 


A. Instrumen Hukum Internasional 

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan 
daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan 
geografis termasuk faktor alam. Faktor manusia, atau kombinasi 
dari ke dua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas ter¬ 
tentu pada barang yang dihasilkan dan telah terdaftar di Direk¬ 
torat Jenderal Hak Kekayaan Intektual Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perlindungan indikasi 
geografis adalah perlindungan terhadap suatu tanda yang me¬ 
nunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingku¬ 
ngan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kom¬ 
binasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 
tertentu pada barang yang dihasilkan yang pelaksanaannya 
diatur dan dilindungi oleh hukum. 

Produk indikasi asal adalah hasil pertanian, bahan pa¬ 
ngan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk ba¬ 
han mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil 
pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang, berasal dari 
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daerah tertentu dan memiliki kekhususan dan belum terdaftar 
di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intektual Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kekhusu¬ 
san adalah menunjukkan ciri dan kualitas tertentu pada produk 
potensi indikasi geografis, yang tidak terdapat pada produk lain. 

Kopi Toraja adalah kopi yang berasal dari Kabupaten 
Tana Toraja dan Toraja Utara yang memiliki ciri khas, kualitas 
yang dihasilkan dan telah mempunyai reputasi di mancanegara 
dan di perdagangkan di Jepang dengan merek dagang Toarco 
Toraja. Perlindungan hukum kopi Toraja sebagai produk Indi¬ 
kasi Asal milik Tana Toraja dan Toraja Utara adalah perlindu¬ 
ngan yang diberikan terhadap produk kopi Toraja sebagai pro¬ 
duk Indikasi Asal, di mana diatur bahwa setiap produk Indikasi 
Asal harus menyatakan kebenaran tempat asal barang, dalam 
arti bahwa setiap label produk kopi Toraja yang diperdagang¬ 
kan di Jepang harus mencantumkan nama asal daerah dimana 
daerah tersebut adalah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara 
yang ada di Indonesia. Juga tidak menyesatkan masyarakat, 
dalam arti bahwa produk kopi yang diperdagangkan dengan 
merek Toarco Toraja itu harus berasal dari daerah asal yaitu di 
Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang ada di Indonesia, 
dan sebaliknya jika penggunaan merek Toarco Toraja, dimana 
produk kopi yang diperdagangkan tersebut tidak berasal dari 
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Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang ada di Indonesia, 
maka merek tersebut dapat dibatalkan. Perlindungan hukum 
yang dimaksud disini menggunakan instrumen hukum nasional 
dan Internasional. 

Perlindungan dalam instrumen hukum internasional 
adalah menggunakan: 

- Konvensi Paris (1883), 

- Perjanjian Madrid (1891), 

- Perjanjian Lisbon (1958), dan 

- Perjanjian TRIPs (1994). 

B. Instrumen Hukum Nasional 

Perlindungan dalam instrumen hukum nasional adalah 
menggunakan: 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk 
Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL), dan 

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis. 
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CAE VI 

PERLINDUNGAN LCPI TORAJA 
SEDAOAI PRODUr INDIIAII ASAL 


Kopi Toraja merupakan kopi yang berasal dari Tana To¬ 
raja dan Toraja Utara. Toraja Utara adalah kabupaten yang su¬ 
dah dimekarkan sejak 4 (empat) tahun lalu yakni tahun 2008, 
yang awalnya adalah satu kesatuan dari kabupaten Tana Toraja. 
Kopi Toraja memiliki reputasi yang baik di beberapa negara di 
dunia termasuk Jepang dan Amerika Serikat karena memiliki 
ciri khas kandungan asam rendah dan memiliki badan yang 
berat. Kopi Toraja saat ini sudah terdaftar sebagai merek dagang 
di Jepang sejak tanggal 14 Januari tahun 1977 oleh pengusaha 
lokal di negara tersebut yaitu Perusahaan Key Coffee Inc. Merek 
dagang tersebut diberi nama Toarco Toraja Coffee dengan gambar 
tongkonan sebagai label dari merek dagangnya. Ancaman ada¬ 
nya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama 
yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya. 

Perusahaan Key Coffee Inc. Memiliki anak perusahaan di 
Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Toraja Utara yang ber¬ 
diri sejak sejak tanggal 2 april tahun 1976 sampai sekarang 
yakni, PT. Toarco Jaya. Perusahaan Key Coffee Inc dan PT. Toarco 
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Jaya masing-masing memiliki pabrik pengolahan kopi. Key Coffee 
Inc memiliki pabrik pengolahan di Jepang dan PT. Toarco Jaya 
memiliki pabrik pengolahan di daerah Tondoklitak Kabupaten 
Toraja Utara. PT. Toarco Jaya tidak hanya memiliki pabrik 
pengolahan melainkan juga mengelola kebun kopi seluas 530 2 
(lima ratus tiga puluh meter bujursangkar) di daerah Padamaran 
Toraja Utara, dengan hak guna usaha sebagai alas haknya. Dari 
hasil kebun inilah PT. Toarco Jaya mengekspor sebagian besar 
biji kopi Toraja ke Jepang, disamping itu PT. Toarco Jaya juga 
membeli sebagian kecil hasil dari perkebunan kopi rakyat atau 
petani kopi yang dimiliki oleh orang-perorang dari masyarakat 
Tana Toraja dan Toraja Utara. 133 

PT. Toarco Jaya sangat ketat dalam menyeleksi hasil dari 
kebun kopi rakyat yang dijual kepadanya karena mereka men¬ 
jaga kualitas ekspor kopinya. Sebagian besar hasil dari pembe¬ 
lian kopi rakyat itu diolah melalui pabrik pengolahan lokal milik 
PT. Toarco Jaya dan hanya diperjualbelikan dalam lingkup na¬ 
sional, yang harga jualnya jauh di bawah dari harga jual kopi 
yang diekspor ke Jepang. Hal ini pun berimbas dari pembelian 
kopi rakyat yang hanya dapat mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari mereka tanpa adanya peningkatan taraf hidup yang 

133 Hasil wawancara dengan Jabir Amien Selaku Direktur Administrasi 
P.T. Toarco Jaya; Lihat juga Artikel P.T. Toarco Jaya: Membangkitkan Kembali Kopi 
Yang Hanya Tinggal Nama, (Perjalanan Panjang Toarco Toraja, 2012), hlm. 1 
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lebih baik. Terhadap masalah-masalah seperti inilah pentingnya 
perlindungan Indikasi geografis dan indikasi asal, dimana tuju¬ 
an utama perlindungan ini adalah untuk dapat meningkatkan 
taraf hidup masyarakat yang dilindungi oleh indikasi geografis 
dan indikasi asal suatu daerah, dalam hal ini masyarakat Tana 
Toraja dan Toraja Utara yang memproduksi Kopi Toraja. 

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim hak kekayaan 
intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga 
tampak jelas bahwa kualitas atau karakteristik khusus dari pro¬ 
duk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda 
ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi dapat juga 
terdiri dari simbol atau penamaan yang secara langsung menun¬ 
juk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal ini sering¬ 
kah menjadi jaminan bagi keunikan dan kualitas produk, se¬ 
hingga mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk 
juga meningkat. Secara teoritis, produk yang potensial untuk 
dilindungi rezim indikasi geografis dapat berupa produk-pro¬ 
duk pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan 
tangan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tem¬ 
pat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakte¬ 
ristik khas tempat asalnya tersebut. 

Miranda Risang Ayu mengemukakan bahwa Indikasi 
geografis juga merupakan nama dagang yang dikaitkan, dipakai 
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atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi 
menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu 
mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipenga¬ 
ruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik 
dibenak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa 
tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam meng¬ 
hasilkan suatu produk. 134 

Dari pendapat tersebut penulis melihat bahwa penamaan 
Kopi Toraja sebagai Indikasi Asal Tana Toraja dan Toraja Utara 
yang dipakai sebagai merek dagang oleh Perusahaan Jepang 
memiliki nilai ekonomis terhadap nilai jual produk mereka, 
walaupun tidak terlepas dari karakteristik dan ciri khas yang 
dihasilkan oleh kopi tersebut. Hal ini berbanding terbalik de¬ 
ngan apa yang dirasakan oleh petani kopi yang kurang banyak 
bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup petani kopi di daerah 
Toraja sebagai tempat asal tumbuhnya Kopi Toraja. 

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemuka- 
kan oleh Jhon Locke, dikatakan bahwa negara melalui kekuasa¬ 
an pemerintahannya akan membentuk ketentuan-ketentuan dan 
peraturan-peraturan dengan tujuan untuk melindungi pemili¬ 
kan negara dan rakyatnya dari gangguan atau ancaman pihak 


134 Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: 
(Indikasi Geografis), cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 1 
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lain. Masing-masing individu pun secara sukarela menunduk¬ 
kan diri pada ketentuan dan peraturan tersebut. Argumentasi 
Jhon Locke diatas, dapat dirumuskan bahwa negara memiliki 
kewenangan atas rakyatnya didasarkan pada penyerahan hak 
dari individu kepada negara dengan tujuan untuk mengatur 
individu yang bersangkutan. Di Indonesia perlindungan dan 
pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, oleh 
sebab itu, maka sesungguhnya pemerintah dapat memberikan 
perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya petani 
kopi yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja 
Utara, atau setidak-tidaknya pemerintah dapat mensosialisa- 
sikan kepada petani toraja tentang kebijakan-kebijakan strategis 
yang dianggap dapat menguntungkan para petani kopi di dua 
kabupaten tersebut, hal tersebut juga menurut penulis adalah 
bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlin¬ 
dungan hukum kepada warga negaranya walaupun secara 
praktis perlindungan tersebut tidak secara langsung. 

Selain teori perlindungan hukum tersebut, juga teori 
keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa berdasar¬ 
kan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk meng¬ 
usahakan suatu kerja sama sosial, Rawls menyebut kemampuan 
ini sebagai a sense ofjustice, oleh sebab itu a sense ofjustice harus 
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juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan para petani, 
untuk memperjuangkan keadilan terhadap produk kopi Toraja 
yang merupakan produk Indikasi Asal Tana Toraja dan Toraja 
Utara yang dipakai sebagai merek dagang oleh Perusahaan 
Jepang. Dalam Aspek Hukum, instrumen-instrumen (interna¬ 
sional dan nasional) yang memperkuat kedua teori tersebut 
(teori perlindungan hukum dan teori keadilan) dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 

A. Perlindungan Indikasi Asal Dalam Perjanjian Internasional 

Perlindungan nama asal suatu produk dapat dilihat dari 
berbagai perjanjian-perjanjian internasional, hal ini terkait de¬ 
ngan perlindungan Kopi Toraja sebagai produk yang dihasilkan 
dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Beberapa perjan¬ 
jian internasional pada dasarnya telah menyinggung substansi 
Indikasi Geografis jauh sebelum TRIPs ditandatangani dan 
diratifikasi oleh banyak negara. Perjanjian-perjanjian tersebut 
adalah sebagai berikut : 135 


135 Ibid., hlm. 16. 


124 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
(Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan In¬ 
dustrial 1883) 

Perlindungan nama dagang dalam konvensi ini termasuk 
nama dagang yang menggunakan nama tempat asal produk, 
yang dalam istilah konvensi ini disebut sebagai Indikasi Sumber 
atau Indikasi Asal (Indication of Source) dan Apelasi Asal atau 
Nama Formal Asal (.Appelation of Origin). 136 Konvensi ini tidak 
mengatur kemungkinan adanya perbedaan konsep yang memi¬ 
sahkan antara indikasi Asal dan Apelasi Asal, tetapi hanya 
menegaskan bahwa semua produk yang menggunakan ke dua 
jenis rezim ini akan dilindungi dengan keharusan untuk menyita 
impor barang yang secara langsung atau pun tidak langsung 
menggunakan indikasi yang salah, baik salah dalam mengindi¬ 
kasikan tempat asal maupun salah dalam mengindikasikan 
identitas produsen. 137 

Konvensi Paris 1883 juga mengatur merek kolektif dalam 
Pasal 7 bis. Merek kolektif merupakan salah satu jenis sub sistem 
perlindungan dalam kerangka perlindungan merek secara 
umum. Kekhususan dibandingkan merek umum adalah kepemi- 

136 Ketentuan-ketentuan ini terkait dengan Pasal 1, 7, 10, 10 bis, dan 10 
ter, Konvensi Paris 1883. 

137 Ketentuan-ketentuan ini terkait dengan Pasal 9 dan 10 Konvensi Paris 

1883. 
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likannya yang tidak bersifat individual. Karena karakter komu¬ 
nal dari kepemilikannya, sistem ini umumnya digunakan oleh 
negara-negara yang belum atau memilih tidak memproteksi in¬ 
dikasi Geografis sebagai rezim HKI yang berdiri sendiri. Nega¬ 
ra-negara tersebut memiliki sistem perlindungan Indikasi Geog¬ 
rafis diintegrasikan sebagai salah satu objek dalam lingkup 
perlindungan umum nama dagang (trade name) yang bersistem 
kepemilikan komunal. 138 

Menurut Miranda Risang Ayu, negara-negara yang tidak 
mengatur Indikasi Geografis secara independen juga melindu¬ 
ngi Indikasi Geografis melalui ketentuan-ketentuan hukum anti 
persaingan tidak sehat (Unfair Competition ), 139 Indonesia terma¬ 
suk negara yang menempatkan Indikasi Geografis sebagai ba¬ 
gian dari merek yang tidak bersifat independen. Dalam kaitan¬ 
nya dengan Pasal 10 bis konvensi Paris 1883 juga mengatur hal- 
hal yang berkaitan dengan hukum anti persaingan tidak sehat, 
dapat dilihat sebagai berikut : 140 


138 Miranda Risang Ayu, Op.Cit., hlm. 18. 

139 Md 


140 Pasal 10 bis Konvensi Paris 1883 
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Article lObis 
[Unfair Competition] 

(1) The countries of the Union are bound to assure to na- 
tionals ofsuch countries effective protection against unfair 
competition. 

(2) Any act of competition contrary to honest practices in 
industrial or commercial matters constitutes an act of 
unfair competition. 

(3) The following in particular shall be prohibited : 

1. all acts of such a nature as to create confusion by any 
means whatever with the establishment, the goods, or 
the industrial or commercial activities, ofa competitor; 

2. false allegations in the course oftrade ofsuch a nature as 
to discredit the establishment, the goods, or the 
industrial or commercial activities, ofa competitor; 

3. indications or allegations the use ofwhich in the course 
of trade is liable to mislead the public as to the nature, 
the manufacturing process, the charac-teristics, the 
suitability for their purpose, or the quantity, of the 
goods. 
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Pasal lObis 

[Persaingan Usaha Tidak Sehat] 

(1) Setiap negara terikat untuk menjamin warga negara¬ 
nya dalam memberikan perlindungan yang efektif 
terhadap persaingan yang tidak sehat. 

(2) Setiap tindakan persaingan yang bertentangan de¬ 
ngan praktik industri dan komersial yang jujur dinya¬ 
takan sebagai praktik kompetisi tidak sehat. 

(3) Beberapa tindakan yang dilarang, khususnya : 

1. semua tindakan yang menyesatkan dengan cara 
apapun dalam hal pembuatan barang dari kegiatan 
industri atau komersial, dari pesaing; 

2. Informasi yang menyesatkan dalam proses perda¬ 
gangan seperti untuk mendiskreditkan pembuatan 
suatu barang, dari kegiatan industri atau komersial 
dari pesaing; 

3. indikasi atau dugaan yang penggunaannya dalam 
perdagangan menyesatkan publik berkenaan de¬ 
ngan sifat, proses pembuatan, karakteristik, kete¬ 
patan penggunaan, atau jumlah barang terkait. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut Penulis, 
tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut dalam kaitannya 
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dengan persaingan curang yang dilakukan oleh Jepang adalah 
pendaftaran yang dilakukan oleh perusahaan Jepang yang dapat 
menyebabkan kebingungan tentang tempat asal dari merek Kopi 
Toraja yang dalam pendaftaran tersebut menggunakan merek 
dagang Toarco Toraja dan lambang tongkonan sebagai label 
(tanda) kemasannya, sehingga dapat menyesatkan publik atau 
negara-negara pengimpor kopi Toarco Toraja dari Jepang yang 
dapat mengira bahwa Kopi Toraja berasal dari Jepang. Tidak 
hanya itu, kebingungan dan tanda yang dapat menyesatkan 
publik juga berkenaan dengan proses pembuatannya yang dio¬ 
lah melalui pabrik yang berada di Jepang yang langsung dike¬ 
mas dan diperdagangkan baik di dalam wilayah Jepang maupun 
di luar wilayah Jepang. 

Secara Teoritis menurut Julius Rizaldi, Persaingan curang 
merupakan salah satu jenis dari pelanggaran merek. 141 Demikian 
halnya J. Thomas Mc. Carthy mengklasifikasikan persaingan 
curang ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu, tindakan yang dapat 
menyebabkan kebingungan konsumen, tindakan yang dapat 
menyesatkan konsumen, tindakan yang dapat menyebabkan 
kerugian terhadap goodwill atau reputasi suatu bisnis. Untuk da- 


141 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal: Terhadap 
Persaingan Curang, (ed. 1, cet. 1, Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 107. 
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pat menegaskan uraian tersebut, tindakan-tindakan yang dapat 
dicontohkan sebagai tindakan persaingan curang adalah : 142 

1) Pelanggaran terhadap merek dagang dan merek jasa; 

2) Tindakan dilusi atas itikad tidak baik dari merek da¬ 
gang; 

3) Penggunaan nama perusahaan, bisnis dan profesional 
yang secara membingungkan mempunyai kemiripan; 

4) Kesalahan perwakilan dan kesalahan periklanan (false 
advertising) 

5) Melakukan tindakan persaingan curang atas barang- 
barang yang dilakukan oleh pengganti merek yang ti¬ 
dak diberi wewenang perintah atas merek. 

Tindakan yang dijelaskan oleh McCarthy di atas adalah 
contoh tindakan-tindakan terhadap merek. Berdasarkan contoh 
tindakan yang dijelaskan oleh McCarthy, penulis mengganti 
contoh tindakan merek menjadi contoh tindakan indikasi geog¬ 
rafis khususnya terfokus kepada contoh tindakan pertama dan 
ke dua. Ada kesamaan antara pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan Jepang, yaitu pelanggaran terhadap indikasi asal 
Tana Toraja dan Toraja Utara (penggunaan nama Toraja sebagai 


142 J. Thomas Mc. Carthy, "Trademark and Unfair Competition," dalam 
Julius Rizaldi, Ibid., hlm. 108. 
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merek dagangnya), dan tindakan itikad tidak baik dari merek 
Toarco Toraja terhadap indikasi asal Tana Toraja dan Toraja 
Utara (adanya monopoli perdagangan oleh perusahaan Jepang), 
dimana dalam hal ini Perusahaan Jepang mengambil keuntu¬ 
ngan besar dari penamaan Kopi Toraja sebagai merek dagang 
mereka. 

Penulis juga berpendapat bahwa suatu perbuatan curang 
erat kaitannya dengan pelanggaran merek, demikian pula pe¬ 
langgaran merek erat kaitannya dengan pelanggaran indikasi 
geografis atau Indikasi asal. Konsep persaingan curang juga 
dikemukakan oleh Beverly W. Pattishal, David C. Hilliard dan 
Joseph Nye Welch, salah satu pendapatnya adalah Likelihood of 
Confusion, mistake or deception yaitu terdapatnya bentuk dari se¬ 
buah merek yang menyerupai atau memiliki persamaan dengan 
merek terkenal. 143 Dari pendapat tersebut penulis mengiden¬ 
tikkan merek terkenal sebagai Indikasi Geografis atau Indikasi 
Asal yang telah mempunyai reputasi. Jadi penulis menguraikan 
pendapat tersebut menjadi terdapatnya bentuk dari sebuah me¬ 
rek yang menyerupai atau memiliki persamaan dengan Indikasi 
Asal yang telah memiliki reputasi. Dengan kata lain bahwa me¬ 
rek Toarco Toraja yang digunakan sebagai merek dagang oleh 


143 Julius Rizaldi, Op.Cit., hlm. 109. 
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perusahaan Jepang adalah Indikasi Asal yang telah mempunyai 
reputasi atau sudah terkenal dalam perdagangan dunia. 

2) The Madrid Agreement 1891 for the Repression of False or 
Deceptive Indication of Source on Goods (Perjanjian Madrid 
1891 tentang Penghapusan Indikasi Sumber Barang yang 
Palsu atau Menipu) 

Perjanjian Madrid 1891 merupakan satu-satunya perjan¬ 
jian internasional yang memfokuskan diri dalam pengaturan 
Indikasi Geografis, dengan menggunakan istilah Indikasi Sum¬ 
ber atau Indikasi Asal (Indication of Source), dalam perjanjian ini 
objek perlindungannya adalah hanya khusus melindungi Indi¬ 
kasi Asal produk barang saja, dan tidak melindungi produk jasa. 
Perjanjian Madrid 1891 mengharuskan setiap pihak penanda- 
tangan Perjanjian (the contracting party) melakukan penahanan 
terhadap setiap aktivitas perdagangan yang terkait dengan Indi¬ 
kasi Sumber yang salah atau menyesatkan konsumen di dalam 
wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks impor barang yang 
menggunakan Indikasi Sumber, perjanjian ini sejalan dengan 
Konvensi Paris 1883 yang mewajibkan setiap negara penanda- 
tangan untuk menyita barang impor yang menggunakan Indi- 
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kasi Sumber yang menipu konsumen, baik penipuan secara 
langsung maupun tidak langsung. 144 

Dalam konteks tersebut Indonesia tidak terikat dalam 
perjanjian Madrid 1891, karena tidak termasuk dalam pihak 
penandatangan perjanjian tersebut. Walaupun Indonesia tidak 
termasuk dalam perjanjian ini, penulis berpendapat bahwa 
karena perjanjian ini memfokuskan kepada perlindungan Indi¬ 
kasi Asal suatu produk, maka seharusnya Indonesia juga mera¬ 
tifikasi atau mengaksesi perjanjian tersebut karena negara Indo¬ 
nesia adalah negara yang memiliki beragam indikasi Asal yang 
terdapat di beberapa daerah dalam wilayah Republik Indonesia. 
Walaupun dalam kenyataannya Indonesia telah mengadopsi 
Indikasi Asal ke dalam Undang-Undang Merek Nasional. 

3) The Lisbon Agreement of 1958 for the Protection of Appella- 
tions of Origin (Perjanjian Lisabon tentang Perlindungan 
dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958) 

Perjanjian Lisabon 1958 menerapkan sistem perlindungan 
ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan de¬ 
ngan nama tempat asal. Penandatangan perjanjian ini adalah ne¬ 
gara-negara maju di Eropa yang memiliki tradisi perlindungan 
Indikasi Geografis yang kuat, salah satunya adalah negara Pran- 

144 Miranda Riasang Ayu, Op.Cit., hlm. 20. 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 


133 





Politik Hukum Ratifikasi Indonesia 


cis. Sistem perlindungan ini biasa disebut Apelasi Asal ( Appella- 
tion ofOrigin). 

Sampai tahun 2012 tercatat ada 32 negara yang menjadi 
anggota perjanjian ini termasuk Algeria, Bulgaria, Burkina Faso, 
Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Repulic, Democratic People's 
Republic of Korea, France, Gabon, Georgia, Greece, Haiti, Hu- 
ngary, Iran, Israel, Italy, Mexico, Montenegro, Marocco, Nicara- 
gua, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia, 
Slovakia, Spain, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Togo, Tunisia, dan Turkey. 145 

Berbeda dengan perjanjian Madrid 1891, perjanjian Lisa- 
bon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya 
untuk barang, tetapi juga melindungi jasa. Pasal 3 Perjanjian 
Lisabon menyatakan bahwa: 146 


Article 3 

[Content of Protection] 

Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, 
even if the true origin of the product is indicated or if the appe- 
llation is used in translated form or accompanied by terms such 
as "kind," " type/' "make"imitation", or the like. 

145 http:// www.wipo.int/ treaties/en/ . 

146 Article 3 Lisbon Agreement f or the Protection of Appelation of Origin and 
their International Registration. 
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Pasal 3 

[Isi Perlindungan] 

Perlindungan harus dipastikan terhadap perampasan 
atau peniruan, bahkan jika asal-usul sebenarnya dari pro¬ 
duk yang diindikasikan atau dengan menambahkan terje¬ 
mahan, atau ditulis dengan tambahan kata seperti: "ma¬ 
cam dari", "jenis dari", "buatan", "tiruan dari", atau se¬ 
macamnya 

Berdasarkan Pasal 3 perjanjian Lisabon 1958 di atas, 
perjanjian ini harus diperluas hingga tidak hanya mencakup 
segala bentuk tindakan penipuan terhadap konsumen akibat 
representasi yang salah dari tempat asal suatu produk tetapi 
juga perlindungan produsen, yang dilindungi dari segala bentuk 
peniruan, sekalipun peniruan itu secara terang-terangan tetap 
mencantumkan nama asal tempat barang yang sebenarnya, 
misalnya dengan menambahkan terjemahan, atau ditulis dengan 
tambahan kata seperti: "macam dari", "jenis dari", "buatan", 
"tiruan dari", atau semacamnya. 147 Sistem Apelasi Asal Perjan¬ 
jian Lisabon tidak mengenal adanya Lisensi. 

Dalam Pasal 5 ayat (6) Perjanjian Lisabon 1958 menen¬ 
tukan bahwa jika merek dan Apelasi Asal bersinggungan dalam 

147 Miranda Riasang Ayu, Op.Cit., hlm. 21. 
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hal pemakaian nama yang sama, merek harus ditempatkan pada 
prioritas ke dua di bawah Apelasi Asal, walaupun merek terse¬ 
but sudah dipakai dan terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena 
itu, jika Apelasi Asal telah memperoleh perlindungan hukum 
melalui proses registrasi atau pendaftaran, merek yang bernama 
sama dengan Apelasi Asal harus dihentikan penggunaan nama¬ 
nya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pendaftaran Apelasi 
Asal tersebut. 

Apelasi Asal kehilangan perlindungannya ketika ciri khas 
dan kualitas dalam produknya sudah tidak adai lagi. Dengan 
kata lain bahwa selama ciri khas dan kualitas masih ada, maka 
selama itu pula akan terus dilindungi. Dalam Pasal 6 Perjanjian 
Lisabon 1958 juga menegaskan bahwa Apelasi Asal tidak akan 
pernah menjadi Generik, dan ketika suatu produk sudah men¬ 
jadi Generik, maka produk tersebut tidak bisa lagi diregistrasi 
atau didaftarkan menjadi Apelasi Asal yang telah terdaftar. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas. Penulis menyimpul¬ 
kan bahwa ada 3 bentuk perlindungan Apelasi Asal dalam Per¬ 
janjian Lisabon 1958 yaitu: 

1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa bukan hanya melin¬ 
dungi konsumen dari penipuan, tetapi juga melindu¬ 
ngi produsen dari segala bentuk penipuan meskipun 
dalam kemasan atau iklannya mencantumkan kata- 


136 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 




Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


kata "macam dari", "jenis dari", "buatan", "tiruan da¬ 
ri", atau semacamnya. 

2) Pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa jika ada 
penggunaan nama yang sama dalam suatu produk 
merek dan Apelasi Asal, merek harus dihentikan 
penggunaannya 2 (dua) tahun setelah produk Apelasi 
Asal telah teregistrasi atau terdaftar. 

3) Pasal 6 yang menyatakan bahwa suatu Apelasi Asal 
yang telah terdaftar tidak akan pernah menjadi Gene¬ 
rik. 

Pada dasarnya Indonesia belum meratifikasi perjanjian 
tersebut, oleh karena itu, menurut penulis, Indonesia seharusnya 
juga meratifikasi atau mengaksesi perjanjian ini karena Lisbon 
Agreement 1958 memberikan perlindungan yang kuat terhadap 
Apelasi Asal. Jika Indonesia meratifikasi perjanjian ini, negara- 
negara lain tidak dapat mendaftarkan Apelasi Asal milik daerah 
dari suatu negara anggota menjadi merek dagang, seperti 
pendaftaran Kopi Toraja yang dilakukan oleh Perusahaan Key 
Coffee Inc. sebagai merek dagang di Jepang, dalam hal ini Kopi 
Toraja adalah Apelasi Asal atau Indikasi Asal Tana Toraja dan 
Toraja Utara. 
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Berbeda halnya dengan pendapat Bapak Syarifuddin 148 
yang menyatakan bahwa tidak diratifikasinya atau diaksesinya 
perjanjian Lisbon karena pada umumnya klausul-klausul yang 
terdapat dalam perjanjian tersebut tidak menguntungkan nega¬ 
ra-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

4) Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property 
Rights 1994 (Perjanjian TRIPs) 

Perjanjian TRIPs merupakan bagian dari paket Perjanjian 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada saat 
terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di dalam¬ 
nya terdapat Perjanjian TRIPs atau TRIPs Agreement, maka seba¬ 
gai konsekuensinya Indonesia sebagai anggota WTO wajib 
untuk menyesuaikan peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual 
dengan Perjanjian TRIPs. TRIPs merupakan singkatan dari Trade 
Related Aspect of Intellectual Property Rights yang mengatur ten¬ 
tang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, terma¬ 
suk perdagangan barang-barang tiruan. 

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu hasil perundingan 
putaran Uruguay yang dikemas dalam satu naskah persetujuan 
akhir pembentukan WTO yang ditandatangani di Marakesh, 

148 Wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Kepala Seksi (Kasi) 
Evaluasi Teknis Sub Direktorat (Subdit) Indikasi Geografis, pada tanggal 30 
Oktober 2012 di Tangerang. 
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Maroko tahun 1994. Perjanjian TRIPs dapat dipandang sebagai 
salah satu dasar multilateral yang paling komprehensif yang 
berhubungan dengan potensi-potensi halangan perdagangan 
internasional yang bukan tarif. Dalam kerangka mencapai tuju¬ 
an utama TRIPs untuk menghapus halangan perdagangan inter¬ 
nasional, perjanjian ini menegaskan dan mengintegrasikan bebe¬ 
rapa rezim Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur secara 
tersebar dalam kerangka di beberapa konvensi internasional 
sebelumnya. 

Secara historis, keberadaan TRIPs dapat dianggap sebagai 
kesuksesan negosiasi Amerika Serikat dan Jepang. Ke dua nega¬ 
ra inilah yang pertama kali mempromosikan ide tentang pen¬ 
tingnya menegosiasikan tentang topik-topik Hak Kekayaan Inte¬ 
lektual (HKI) sebagai perluasan dari rencana topik yang semula 
hanya akan membahas merek atas barang saja. Sebagai hasil dari 
promosi itu, hak kekayaan intelektual masuk ke dalam daftar 
topik yang secara resmi akan menjadi bahan negosiasi dalam 
putaran Uruguay. Dalam negosiasi tersebut, sebagai salah satu 
rezim yang dipertimbangkan untuk dilindungi oleh TRIPs, 
Indikasi Geografis didukung kuat oleh Masyarakat Ekonomi 
Eropa / MEE (European Community /EC). Masyarakat Ekonomi 
Eropa mengusung ide perlindungan bagi Indikasi Geografis, ter¬ 
masuk Apelasi Asal, dengan perlindungan khusus yang lebih 
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kuat untuk minuman Anggur (Wines) dan minuman Keras ( Spi- 
rits). Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa presentase 
devisa negara-negara MEE terbesar memang bersumber dari 
produk-produk ini. 149 

Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri 
dari 73 pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindu¬ 
ngan Indikasi Geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23, dan 
24. Diangkatnya masalah-masalah perlindungan Indikasi Geog¬ 
rafis dalam putaran Uruguay merupakan hasil desakan dan 
lobby negara-negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasil 
minuman anggur dan minuman keras. 

Perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis da¬ 
lam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut: 

" Geographical indications are, for the purposes of this Agree- 
ment, indications which identify a goods as originating in the 
territory of a member, or a region or locality in that territory, 
where a given quality r reputation, or other characteristic of the 
good is essentially attributable to its geographycal origin". 
(Indikasi geografis, yang dimaksud dalam perjanjian ini 
adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara 
anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah ter¬ 
sebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan 
karakteristik barang yang bersangkutan sangat diten¬ 
tukan oleh faktor daerah asal). 


149 Miranda Riasang Ayu, Op.Cit., hlm. 27. 
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Sesuai dengan definisi tersebut di atas penulis menyim¬ 
pulkan pengertian Indikasi Geografis merupakan suatu tanda 
yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian 
geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi 
berdasar tempat asalnya. Tanda tersebut harus menunjukkan 
keterkaitan antara nama barang dan tempat asal dari barang 
tersebut. 

Satu hal yang paling penting diketahui bahwa Perjanjian 
TRIPs tidak membedakan antara Indikasi Geografis, Indikasi 
Asal, dan Apelasi Asal. Perjanjian TRIPs adalah gabungan dari 
perjanjian-perjanjian mulilateral yang ada sebelumnya seperti. 
Konvensi Paris 1883, Perjanjian Madrid 1891, dan Perjanjian 
Lisbon 1958. Walaupun dalam kenyataannya Perjanjian TRIPs 
memiliki standar minimum dalam pemberlakuannya. Artinya 
bahwa, negara-negara anggota dapat menyesuaikan undang- 
undangnya sama seperti yang ada dalam TRIPs atau dapat 
memperluas cakupan perlindungannya sesuai dengan perjanjian 
multilateral yang ada sebelum TRIPs, dalam hal ini kaitannya 
dengan Indikasi Geografis. 

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan 
Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang 
berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya, untuk 
mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis dengan tanpa 
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hak. Selain itu. Indikasi Geografis juga bertujuan untuk mence¬ 
gah, mengurangi, atau menghilangkan kompetisi yang tidak 
sehat (Unfair Competition) yang dapat merugikan baik produsen 
maupun konsumen. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota 
wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi 
Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4). 

Article 22 (2) 

In respect of geographical indications, member shall provide the 
legal meansfor interested parties to prevent: 

a. the use ofany means in the designation or presentation of a 
good that indicates or suggest that the good in cjuestion 
originates in a geographical area other than the true place of 
origin in a manner which misleads the public as to the 
geographical origin ofthe good. 

b. any use which constitutes an act of unfair competition 
within the meaning of article 10 bis ofthe Paris Convention 
(1967) 

Pasal 22 ayat (2) 

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi 
pihak yang berkepentingan untuk melarang: 
a. penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian 
rujukan atau tanda dari barang yang mengindikasikan 
atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari 
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suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang 
sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan 
masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut. 

b. setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan 
tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967) 

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs di atas me¬ 
ngatur tindakan preventif bagi negara anggota untuk melin¬ 
dungi produk-produk Indikasi Geografis dari praktek persai¬ 
ngan curang, serta tindakan yang dapat menyalahgunakan 
penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek. Hal ini perlu 
diatur mengingat seringnya terjadi penggunaan nama geografis 
sebagai merek dagang, sehingga memberikan kesan seolah-olah 
merek sama dengan Indikasi Geografis. Selain itu adalah untuk 
melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. 

Hal tersebut juga dikemukakan oleh OK. Saidin yang 
mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan terhadap larangan 
pemakaian Indikasi Geografis tertentu untuk dipakai sebagai 
merek, juga berlaku terhadap barang-barang yang diproduksi di 
kawasan atau wilayah tertentu atau memang benar-benar di 
wilayah asal barang-barang tersebut diproduksi, namun secara 
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menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa 
barang tersebut berasal dari wilayah lain. 150 

Menurut pendapat penulis penggunaan nama geografis 
sebagai merek dagang pada dasarnya tidak dilarang menurut 
perjanjian TRIPs, hanya saja harus menyatakan kebenaran tem¬ 
pat asal yang sebenarnya. Misalnya penggunaan nama Geografis 
Toraja yang dipakai sebagai merek dagang Key Coffee Inc di 
Jepang dengan nama merek Toarco Toraja Coffee. Key Coffee harus 
menyatakan bahwa kopi yang diperdagangkannya itu berasal 
dari Toraja, dimana Toraja adalah salah satu wilayah geografis 
di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat melalui media massa / 
iklan kopi maupun keterangan pada kemasan mereknya di 
negara Jepang. 

Berbeda halnya pada pelanggaran yang dijelaskan pada 
Pasal 22 ayat (3) Perjanjian TRIPs, bunyi dari pasal tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut: 

Article 22 (3) 

a member shall, ex officio ifits legislation so permits or the re- 
cjuest ofan interested party, refuse or invalidate the registration 
ofa trademark which contains or consists of ageographical indi- 
cation with respect to goods not originating in the territory 
indicated, if use of the indications in the trademark for such 

150 OK. Saidin, Op.Cit., hlm. 387 


144 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


goods in that member is ofsuch a nature as to mislead the pub- 
lic as to the true place oforigin. 

Pasal 22 ayat (3) 

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkin¬ 
kan peraturan perundang-undangannya atau atas per¬ 
mintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau meba- 
talkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geog¬ 
rafis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal 
dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggu¬ 
naan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat 
mengenai asal barang yang sesungguhnya. 

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perjanjian TRIPs di atas lebih 
mengarah pada tindakan untuk menolak setiap permohonan 
pendaftaran merek yang mempergunakan Indikasi Geografis 
secara tanpa hak. Seperti misalnya kasus Kopi Toraja, pendaf¬ 
taran merek Kopi Toraja oleh Key Coffee Inc di Jepang adalah 
salah satu bukti pemanfaatan nama Indikasi Geografis atau 
Indikasi asal Kopi Toraja yang dipakai sebagai merek di Jepang 
yang notabene kata Toraja bukan berasal dari daerah atau 
wilayah Jepang. Pada saat pendaftaran dilakukan oleh Key Coffee 
Inc di Jepang tahun 1977, Indonesia belum memiliki suatu 
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peraturan khusus baik undang-undang maupun peraturan per- 
undang-undangan lain mengenai Indikasi Geografis. 

Dari uraian di atas penulis juga berpendapat bahwa 
penggunaan nama Geografis Toraja pada merek Toarco Toraja 
Coffee tidak menjadi masalah ketika produk yang terdapat pada 
merek Toarco Toraja Coffee adalah Kopi yang berasal dari Tana 
Toraja dan Toraja Utara dan bukan berasal dari wilayah lain. 
Jika hal tersebut dilanggar maka dapat diajukan pembatalan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (3) Perjanjian TRIPs. 

Selanjutnya dalam Article 22 (4) Perjanjian TRIPs menya¬ 
takan bahwa: 

The protection under paragraph 1,2, and 3 shall be applicable 
against a geographical indication which, although literally true 
as to the territory, region or locality in which the goods origi- 
nate, falsely represents to the public that the goods originate in 
another territory. (Ketentuan dalam ayat 1, 2, dan ayat 3 
berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menye¬ 
satkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa 
barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun se¬ 
cara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah 
asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau 
daerah tertentu di dalam wilayah tersebut. 

Pada pasal di atas menekankan pada pemberian perlin¬ 
dungan terhadap penggunaan Indikasi Geografis yang benar 
namun dapat menyebabkan kekeliruan pada masyarakat atau 
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negara lain. Misalnya penggunaan kata Toraja dalam label ke¬ 
masan produk Key Coffee Inc dan memang benar bahwa yang 
ada dalam kemasan produk tersebut adalah produk yang diha¬ 
silkan oleh kabupaten yang ada di Indonesia yaitu Tana Toraja 
dan Toraja Utara. Tetapi karena dipasarkan di Jepang dan label 
kemasannya bisa saja menggunakan bahasa Jepang, maka hal 
tersebut menimbulkan kesesatan atau kebingungan bagi mas¬ 
yarakat. 

Miranda Risang Ayu 151 membagi perlindungan Indikasi 
Geografis menjadi dua tingkat. Perlindungan tingkat pertama 
didasarkan pada Pasal 22 ayat (2) butir (a) dan (b) perjanjian 
TRIPs, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mence¬ 
gah penggunanaan Indikasi Geografis yang salah dan berpotensi 
menyesatkan masyarakat. Dalam kaitan ini, perjanjian TRIPs 
juga mengatur penghindaran persaingan tidak sehat. 

Sedangkan perlindungan tingkat ke dua mendasarkan 
pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perjanjian TRIPs yang me¬ 
ngatur perlindungan tambahan bagi Indikasi Geografis. Perlin¬ 
dungan ini hanya dikhususkan bagi minuman anggur dan mi¬ 
numan keras, perlindungan tingkat ke dua ini sangat kuat, 
karena melarang pemakaian Indikasi terkait pada barang-barang 
selain produk yang dihasilkan oleh pemegang hak, sekalipun 

151 Miranda Risang Ayu, Op.Cit., hlm. 32. 
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pemakaian itu dilakukan secara jujur sambil menyebutkan 
tempat asal-muasal dari produk tersebut dengan menggunakan 
kata seperti, "jenis", "tipe", atau "bentuk", "gaya", "tiruan dari" 
dan lain-lain. Perlindungan tingkat ke dua ini, produsen 
dilindungi dari kompetitor yang bermaksud mendompleng 
reputasi produk tersebut secara tanpa hak untuk keuntungan 
pihaknya sendiri. 

Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut adalah hasil dari 
Perjanjian Lisbon 1958 yang dikonversi masuk ke dalam Perjan¬ 
jian TRIPs. Dalam Undang-Undang Merek Indonesia dan khu¬ 
susnya yang diatur dalam peraturan pelaksana PP Nomor 51 
Tahun 2007 tentang Indikasi geografis tidak mencantumkan 
perlindungan tingkat ke dua tersebut sebab minuman anggur 
dan minuman keras bertentangan dengan moralitas dan agama 
yang terdapat dalam Pasal 5 (a) Undang-Undang Merek dan 
Pasal 3 (a) PP Indikasi Geografis. 

Menurut hemat penulis bahwa jika pembuat undang- 
undang mencantumkan perlindungan tingkat ke dua dengan 
mengganti minuman anggur dan minuman keras menjadi pro¬ 
duk-produk hasil pertanian dan kerajinan tangan, maka akan 
sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasa¬ 
lahan dalam bidang Indikasi Geografis baik dalam lingkungan 
nasional maupun Internasional. Hal ini sangat dimungkinkan 
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mengingat bahwa TRIPs memberikan batasan perlindungan 
minimum kepada negara-negara anggotanya ke dalam peratu¬ 
ran nasionalnya, artinya bahwa perlindungan yang lebih luas 
sangat dimungkinkan dalam suatu peraturan nasional negara- 
negara anggota TRIPs, selama tidak menyalahi standar mini¬ 
mum perlindungan yang telah ditetapkan oleh TRIPs. 

Pada dasarnya perlindungan Indikasi Geografis yang 
mirip dengan perlindungan tingkat ke dua sudah dicantumkan 
dalam Pasal 25 huruf (d) PP Indikasi Geografis yang menya¬ 
takan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup salah 
satunya yaitu pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak 
sekalipun tempat asal barang dinyatakan. Dengan penjelasan 
pasal tersebut adalah yang dimaksud dengan pemakaian Indi¬ 
kasi Geografis secara tanpa hak mencakup antara lain; penya¬ 
lahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi 
geografis tertentu, seperti: penggunaan kata "ala", bentuknya 
sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama 
sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis / 
sepadan dengan kata-kata tersebut. 

Menurut penulis pasal tersebut masih kurang kuat dan 
kurang maksimal dalam perlindungannya, karena hukum nasi¬ 
onal Indonesia membedakan antara Indikasi Geografis dan 
Indikasi Asal. Oleh karena itu, seharusnya bukan hanya Indikasi 
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Geografis yang dilindungi secara tanpa hak dalam pemakaian¬ 
nya, melainkan Indikasi Asal juga sangat perlu dilindungi. 

Sehubungan dengan standar minimum Perjanjian TRIPs, 
jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis dibagi menjadi 2, 
yaitu: 

a) Jangka waktu perlindungannya sama dengan perlin¬ 
dungan merek yakni 10 tahun, dan dapat diperpanjang 
setiap 10 tahun selama ciri khas dan kualitasnya masih 
ada. 

b) Jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama 
ciri khas dan kualitasnya masih ada. 

Ke dua hal tersebut menurut prinsip standar minimum 
Perjanjian TRIPs, dimungkinkan kepada negara-negara untuk 
memilih salah satu diantara ke dua jangka waktu perlindungan 
Indikasi Geografis tersebut ke dalam hukum nasionalnya ma¬ 
sing-masing. Indonesia menganut jangka waktu perlindungan 
pada bagian (b) yaitu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 
51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yakni: 
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Indikasi Geografis dilindungi selama karakteristik khas 
dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindu¬ 
ngan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 152 

B. Perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Dalam 
Hukum Nasional 

1) Perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek 

Dalam Perjanjian TRIPs, Indikasi Geografis dan merek 
masing-masing adalah rezim yang Independen. Meskipun 
demikian ada beberapa persamaan antara Indikasi Geografis 
dan Merek yaitu: 

a) Indikasi Geografis dan Merek, ke duanya melindungi 
Masyarakat dari penyesatan; 

b) Indikasi Geografis dan Merek, ke duanya memiliki 
fungsi sebagai tanda pembeda; 

c) Indikasi Geografis dan Merek, ke duanya memiliki 
Jangka waktu perlindungan yang berkelanjutan. 

Dari persamaan inilah kemungkinan pembuat undang- 
undang merek Indonesia menggabungkan Indikasi Geografis ke 
dalam undang-undang merek. Indikasi Geografis dalam un- 

152 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Inidkasi 
Geografis 
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dang-undang merek terdapat pada Bab VII Pasal 56 sampai 
dengan Pasal 60 Undang-Undang Merek. Selain pada Bab VII, 
Indikasi Geografis dijelaskan pula pada Bab II Pasal 6 ayat (1) 
huruf (c) Undang-Undang Merek yang menjelaskan tentang 
penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jen¬ 
deral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia apabila ada merek yang sama 
(baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada 
keseluruhannya) dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal. 

Menurut Penulis seharusnya Pasal 6 ayat (1) huruf (c) 
Undang-Undang Merek tidak hanya mengatur perlindungan 
terhadap Indikasi Geografis yang sudah dikenal tetapi juga 
harus mengatur perlindungan terhadap Indikasi Asal, 153 maka 
undang-undang ini dapat juga menjangkau perlindungan indi¬ 
kasi Asal terhadap pendaftaran merek, karena banyaknya Indi¬ 
kasi Asal diberbagai wilayah Indonesia, yang dapat disalahgu¬ 
nakan oleh pihak lain dalam mendaftarkannya sebagai merek. 

Pada Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Indikasi Geog¬ 
rafis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah 
asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis ter¬ 
masuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari ke dua 

153 Kemudian setelah diganti Pasal 6 ayat (1) huruf (c) berbunyi 
"mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi 
Geografis dan Indikasi Asal yang sudah dikenal". 
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faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada 
barang yang dihasilkan. Dalam penjelasan pasal ini juga disebut¬ 
kan bahwa "Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau iden¬ 
titas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah 
atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, repu¬ 
tasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia 
yang dijadikan atribut dari barang tersebut, tanda yang diguna¬ 
kan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label 
yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut 
dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, 
huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, pengertian 
nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta 
geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-mene¬ 
rus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang 
bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang- 
barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil 
kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya". 

Indikasi Geografis menurut Frederick Abbott memiliki 
dua fungsi yaitu: 154 

1. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter ter¬ 
tentu yang membawa manfaat ke wilayah tempat pro- 

154 Frederick Abbott, et.al, "The International Intellectual Property System: 
Commentary and Materials," dalam Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan 
Intelektual Pasca TRIPs, (Cet. 2, Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 76. 
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duk tersebut dibuat (manufactured) atau dipasarkan. 
Dengan demikian Indikasi Geografis melindungi pro¬ 
dusen di wilayah tersebut terhadap penggunaan yang 
tidak sah ( unauthorized ) dari goodwdl yang diciptakan 
oleh kualitas produk itu oleh pesaingnya. 

2. Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting 
untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam da¬ 
lam kaitan dengan asal, kualitas, serta reputasi produk 
yang bersangkutan. 

Dalam Pasal 56 ayat (2) Indikasi Geografis mendapat per¬ 
lindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diaju¬ 
kan oleh 3 (tiga) unsur, unsur yang pertama adalah lembaga 
yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 
termasuk didalamnya pihak yang mengusahakan barang yang 
merupakan hasil alam atau kekayaan alam (misalnya: perusa¬ 
haan perkebunan yang memproduksi kopi Toraja), produsen 
barang hasil pertanian (misalnya: petani kopi), pembuat barang- 
barang hasil kerajinan tangan atau hasil industri (misalnya: 
pembuat ukiran Toraja atau ukiran Jepara), pedagang yang men¬ 
jual barang tersebut (misalnya: perusahaan yang mengekspor 
kopi Toraja). 
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Unsur ke dua adalah lembaga yang diberi kewenangan 
untuk itu, lembaga dalam hal ini adalah instansi pemerintah 
(misalnya dinas perkebunan berkoordinasi dengan bupati / 
walikota setempat), koperasi (misalnya: koperasi yang menjual 
barang hasil pertanian atau kerajinan tangan dari Indikasi Asal), 
asosiasi (Misalnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis 
Tana Toraja dan Toraja Utara) serta lembaga resmi lainnya. 

Unsur ke tiga adalah kelompok konsumen barang terse¬ 
but, bahwa yang dimaksud dengan kelompok konsumen dalam 
pasal ini adalah kelompok pemakai atau kelompok yang sering 
mengkonsumsi barang hasil Indikasi Asal dari suatu daerah 
yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis. Penulis berpen¬ 
dapat bahwa tidak serta-merta kelompok konsumen tersebut 
dapat mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Re¬ 
publik Indonesia dikarenakan ada beberapa persyaratan yang 
harus terpenuhi dalam hal pendaftaran sebagai Indikasi Geog¬ 
rafis. Oleh karena itu, kelompok tersebut harus berkoordinasi 
dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan data-data 
yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan menjadi Indi¬ 
kasi Geografis. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) PP 
Indikasi Geografis, misalnya: uraian mengenai karakteristik dan 
kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain 
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yang memiliki kategori sama, uraian mengenai lingkungan 
geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang membe¬ 
rikan pengaruh terhadap atau karakteristik dari barang yang 
dihasilkan, uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta 
wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis, uraian mengenai 
sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian 
Indikasi geografis. 

Beberapa persyaratan itulah yang harus dipenuhi oleh 
kelompok konsumen apabila ingin mendaftarkan suatu produk 
menjadi Indikasi Geografis. Beberapa persyaratan itu juga tidak 
akan terpenuhi jika tidak dikoordinasikan dengan pemerintah 
setempat. Hal ini menjadi perbincangan hangat dalam peneta¬ 
pan kelompok konsumen sebagai salah satu unsur yang berhak 
mendaftarkan suatu produk menjadi Indikasi Geografis. 

Menurut Miranda Risang Ayu, 155 kewenangan untuk 
mengajukan permohonan pandaftaran bagi konsumen tidak te¬ 
pat, karena pertama, konsumen tidak berkepentingan untuk 
memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, ha¬ 
nya sebagai orang yang mengkonsumsi produk dengan kualitas 
yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepen¬ 
tingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi 
mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk untuk 

155 Miranda Risang Ayu, Op.Cit., hlm. 167. 
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dibeli. Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai de¬ 
ngan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indi¬ 
kasi Geografis, karena konsumen adalah penerima perlindu¬ 
ngan pasif, bukan aktif. 

Alasan Ke dua adalah jika sampai ada konsumen yang 
mendaftarkan suatu Indikasi Geografis yang ternyata masih 
merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, kelompok 
produsen tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan 
moralitas sejarah perlindungan merek dan Indikasi Geografis 
sendiri, yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang 
tertera pada suatu produk dengan kelompok produsen tertentu, 
yang memang adalah penghasil dari produk tersebut. Jika pun 
konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses per¬ 
lindungan suatu Indikasi geografis, tampaknya lebih tepat jika 
andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi 
pendaftaran, tetapi hak untuk berpartisipasi mengajukan kebe¬ 
ratan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan 
masyarakat umum. Konsumen juga berhak mengajukan penga¬ 
duan atau gugatan jika suatu indikasi sampai membingungkan, 
menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, 
baik secara individual maupun secara bersama-sama. 

Suatu permohonan Indikasi geografis dapat ditolak oleh 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jika berten¬ 
tangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, 
atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat 
mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, 
dan/ atau kegunaannya. Kemudian dapat juga ditolak jika tidak 
memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis 
(misalnya tidak memiliki ciri dan kualitas pada suatu produk 
yang dihasilkan). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 56 ayat 
(4) Undang-Undang Merek. Demikian halnya kekuatan hukum 
perlindungan Indikasi Geografis terdaftar dapat pula dilihat 
pada Pasal 56 ayat (7) Undang-Undang Merek yang menyatakan 
bahwa Indikasi Geografis yang telah terdaftar mendapat 
perlindungan hukum selama ciri dan kualitas yang dihasilkan 
masih ada. 

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek menya¬ 
takan bahwa Setelah suatu produk terdaftar sebagai Indikasi 
Geografis, pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat menga¬ 
jukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa 
hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggu¬ 
naan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang diguna¬ 
kan secara tanpa hak tersebut. Untuk mencegah kerugian yang 
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat me¬ 
merintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembua- 
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tan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket Indi¬ 
kasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Un¬ 
dang-Undang Merek membedakan antara Indikasi Geografis 
dan Indikasi Asal, Indikasi Asal terdapat pada Pasal 59 dan 
Pasal 60. Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang 
memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan 
atau semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau 
jasa. 

Berdasarkan uraian pasal di atas, penulis memberikan 2 
(dua) penggolongan terhadap Indikasi Asal yaitu: 

1. Indikasi Asal yang berpotensi didaftarkan sebagai In¬ 
dikasi Geografis; dan 

2. Indikasi Asal yang tidak dapat didaftarkan sebagai 
Indikasi Geografis. 

Maksud dari golongan pertama adalah Indikasi Asal da¬ 
pat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena suatu produk 
tersebut memiliki ciri khas (karakteristik) dan kualitas yang 
dihasilkan. Dengan kata lain bahwa hasil dari produk tersebut 
menjadi daya pembeda terhadap produk sejenis lainnya. Misal¬ 
nya: Kopi Toraja, alasannya karena Kopi Toraja memiliki ciri 
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khas dan kualitas yang dihasilkan yang menjadi pembeda terha¬ 
dap kopi yang lainnya. 

Maksud dari golongan ke dua adalah Indikasi Asal tidak 
dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena hanya 
semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa dan tidak 
memiliki ciri khas dan kualitas yang menjadi daya pembeda 
terhadap produk sejenis. Misalnya: tahu sumedang, alasannya 
karena setiap orang dapat membuat tahu dari kedelai atau 
membuat tahu sumedang. Oleh karena itu, tahu sumedang tidak 
memiliki ciri khas dan kualitas yang dihasilkan, hanya semata- 
mata menunjukkan asal suatu barang saja. 

2) Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Peraturan Pemerin¬ 
tah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indi¬ 
kasi Geografis 

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Peraturan Peme¬ 
rintah RI Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis ter¬ 
diri dari 28 pasal. Penulis akan mengerucutkan hanya beberapa 
pasal saja dalam kajian pembahasan tesis ini, dan hanya akan 
memberikan gambaran umum tentang tahapan-tahapan pendaf¬ 
taran Indikasi geografis. Gambaran tersebut diuraikan sebagai 
berikut: 
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1. Tahap Pertama: Pengajuan Permohonan 
Setiap pemohon 156 pendaftaran Indikasi Geografis dapat 
mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan- 
persyaratan yaitu: 

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa In¬ 
donesia oleh Pemohon atau melalui kuasanya dengan 
mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direk¬ 
torat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

2) Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan 
diajukan melalui kuasa 

3) Melampirkan bukti pembayaran biaya 

4) Melengkapi dan melampirkan buku persyaratan yang 
terdiri atas: 

a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaf¬ 
tarannya; 

b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geog¬ 
rafis; 

c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang 
membedakan barang tertentu dengan barang lain 
yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan ten- 


156 Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 
tentang Indikasi Geografis. 
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tang hubungannya dengan daerah tempat barang 
tersebut dihasilkan; 

d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor 
alam dan faktor manusia yang merupakan satu ke¬ 
satuan dalam memberikan pengaruh terhadap kua¬ 
litas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; 

e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta 
wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; 

f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubu¬ 
ngan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk 
menandai barang yang dihasilkan di daerah terse¬ 
but, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai 
Indikasi Geografis tersebut; 

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, 
proses pengolahan dan proses pembuatan yang 
digunakan sehingga memungkinkan setiap produ¬ 
sen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengo¬ 
lah, atau membuat barang terkait; 

h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk 
menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan 

i. Label yang digunakan pada barang dan memuat 
Indikasi Geografis. 
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Uraian tentang batas-batas daerah dan/ atau peta wilayah 
yang dicakup 

2. Tahap Ke Dua: Pemerikasaan adminisitratif 
Pada tahap ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inte¬ 
lektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melakukan pemeriksaan secara cermat dari permo¬ 
honan Indikasi Geografis selama 14 (empat belas) hari, dan 
apabila terdapat adanya kekurangan persyaratan, pemeriksa 
dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk 
dilengkapi dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila 
tidak dapat dilengkapi maka permohonan dianggap ditarik 
kembali dan diumumkan dalam berita resmi Indikasi Geografis. 

3. Tahap Ke Tiga: Pemeriksaan Substantif 

Pada tahap ini pemeriksaan substantif dilakukan oleh 
Tim Ahli Indikasi Geografis apabila telah memenuhi pemerik¬ 
saan Administratif. Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa 
yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-per¬ 
nyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya 
dengan pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan 
dikeluarkan laporan pemeriksaan yang usulannya akan disam¬ 
paikan kepada Direktorat Jenderal. 
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Jika permohonan ditolak, maka pemohon dapat menga¬ 
jukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, pemeriksaan 
substansi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun. 

4. Tahap Ke Empat: Pengumuman 

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak 
tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun 
ditolak. Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut 
dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selam 3 (tiga) bulan. Pe¬ 
ngumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor permo¬ 
honan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat 
kuasanya, tanggal penerimaan. Indikasi Geografis dimaksud, 
dan abstrak dari buku persyaratan. 

5. Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran 

Setiap orang dapat mengajukan oposisi yang dapat dili¬ 
hat dengan adanya persetujuan pendaftaran Indikasi Geografis 
yang tercantum pada berita resmi Indikasi Geografis. Oposisi 
diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan- 
alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi Geografis 
dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut. 

6. Tahap Ke Enam: Pendaftaran 

Terhadap permohonan Indikasi Geografis yang disetujui 
dan tidak ada oposisi (keberatan) atau sudah adanya keputusan 
final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sa- 
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ma dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal 
kemudian memberikan sertifikat pendaftaran Indikasi Geogra¬ 
fis, sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. 

7. Tahap Ke Tujuh: 

Pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis 

Pada tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorga¬ 
nisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian In¬ 
dikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini 
berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai 
sebagaimana buku persyaratan yang diajukan. 

8. Tahap Ke Delapan: Banding 

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Ban¬ 
ding Merek oleh pemohon atau kuasanya terhadap penolakan 
permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan 
penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetap¬ 
kan. 

Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja bertujuan 
sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai 
tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan 
daerah khususnya pedesaan. Karena Indikasi Geografis merupa¬ 
kan salah satu komponen HKI yang penting dalam kegiatan 
perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap 
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komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama atau 
tempat asal produk / barang. 

3) Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Peraturan Pemerin¬ 
tah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Per¬ 
lindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebu¬ 
nan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) 

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Peraturan Peme¬ 
rintah Nomor 31 Tahun 2009 adalah turunan dari Pasal 24 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis seba¬ 
gaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis 
tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spe¬ 
sifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wila¬ 
yah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkebu¬ 
nan sangat melindungi wilayah geografis yang menghasilkan 
produk perkebunan yang bersifat spesifik dan melindungi keles¬ 
tariannya melalui indikasi Geografis. Wilayah geografis yang te¬ 
lah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan Indikasi 
Geografis dilarang untuk dialihfungsikan. Dialihfungsikan da¬ 
lam pengertiannya bahwa wilayah yang telah dilindungi keles¬ 
tariannya sebagai produk Indikasi Geografis (contoh Kopi Tora- 
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ja) tidak dapat lagi dialihfungsikan menjadi produk lain selain 
Kopi Toraja. 

Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik 
Lokasi (WGPPPSL) dalam PP Nomor 31 Tahun 2009 merupakan 
daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor ling¬ 
kungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manu¬ 
sia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan 
wilayah lain. 157 Dengan kata lain bahwa produk yang telah 
ditetapkan sebagai WGPPPSL tidak mempunyai kesamaan cita 
rasa dengan produk daerah lain. 

Tujuan diselenggarakannya perlindungan WGPPPSL 
adalah menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budi- 
daya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan 
cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik, memperta¬ 
hankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan nilai 
tambah dan daya saing produk budidaya, meningkatkan penda¬ 
patan masyarakat pada wilayah geografis penghasil produk 
budidaya spesifik, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan. 158 


157 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi. 

158 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi. 
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Produk perkebunan yang dilindungi kelestariannya dapat 
berupa tanaman kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan 
tanaman teh. Selain dari produk perkebunan tersebut maka 
tidak dapat dilindungi kelestariannya kecuali ditetapkan oleh 
menteri. Perlindungan WGPPPSL diberikan dalam bentuk pene¬ 
tapan WGPPPSL oleh bupati / walikota, yang diajukan oleh 
pemohon (pelaku usaha perkebunan, departemen / lembaga 
pemerintah baik provinsi maupun kabupaten / kota) dengan 
dilengkapi buku peta batas dan buku spesifikasi WGPPPSL 
yang telah disahkan oleh Menteri Pertanian. 

Penetapan WGPPPSL diberikan apabila memenuhi per¬ 
syaratan sebagai berikut: 

1. Produk perkebunan yang dihasilkan mempunyai mutu 
yang khas, termasuk cita rasa spesifik, 

2. Produk perkebunan mempunyai reputasi atau ketena¬ 
ran baik lokal, nasional maupun internasional yang 
tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya, 

3. Tanamannya diusahakan secara baik oleh pelaku usa¬ 
ha perkebunan 

Penetapan WGPPPSL yang diberikan oleh bupati / wali¬ 
kota dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan 
perlindungan Indikasi Geografis. Menurut penulis untuk me- 
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ngembangkan perlindungan WGPPPSL berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009, perlu adanya kerjasama 
antara Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Penulis juga menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) bentuk 
perlindungan dalam WGPPPSL yaitu : 

1. Penetapan WGPPPSL untuk dapat digunakan sebagai 
rekomendasi dalam mendapatkan perlindungan Indi¬ 
kasi Geografis, dan 

2. Penetapan WGPPPSL sebagai perlindungan dalam hal 
Pelarangan terhadap alih fungsi lahan yang telah dite¬ 
tapkan sebagai wilayah yang dilindungi kelestariannya 
dan telah ditetapkan sebagai Indikasi Geografis. 
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BAi VII 

AKIBAT HUKUM l i l i TCCAJA 
YANG TBBBAfTAC SEBAGAI MEREK 
GAGANG UI INUCNESIA UAN JEPANG 


A. Akibat Hukum terhadap Pendaftaran Indikasi Asal 

Pada tanggal 22 Juli tahun 1974 Kimura ( Key Coffee ) ber¬ 
sama Toshoku Ltd. mengajukan merek dagang Toraja Coffee ke 
badan Registrasi Paten Jepang yang kemudian dinyatakan resmi 
terdaftar sejak tanggal 14 Januari 1977. Kemudian di Indonesia 
PT. Toarco Jaya mengajukan merek dagang Toarco Toraja Coffee 
tanggal 30 Oktober tahun 1978 ke Direktorat Paten dan Hak 
Cipta (Sekarang telah berganti nama menjadi Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual) dan selesai pendaftarannya tanggal 
22 Desember tahun 1978. 159 

Pada tahun 1993 di Jepang, beberapa pihak memohon 
kepada Badan Musyawarah Perdagangan Adil Kopi seluruh 
Jepang agar Key Coffee melepas merek dagang Toarco Toraja 
Coffee, dan antara tahun 1997-1999 Key Coffee terlibat sengketa 
penyalahgunaan merek dagang dengan 2 (dua) perusahaan 

159 Artikel P.T. Toarco Jaya: Membangkitkan Kembali Kopi Yang Hanya 
Tinggal Nama, (Patent/Merek Dagang, 2012), hlm. 3 
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kopi lainnya di Jepang. 160 Terhadap perusahaan yang berseng¬ 
keta dengan Key Coffee Inc salah satu diantaranya adalah peru¬ 
sahaan Avance Trading Co. Dalam sengketa tersebut berakhir 
dengan tiga kesepakatan yaitu: 161 

1) Perusahaan Avance Trading Co. mengakui bahwa "To¬ 
raja" adalah merek dagang yang telah disosialisasikan 
oleh Perusahaan Key Coffee Inc 

2) Perusahaan Avance trading Co. dalam menggunakan 
nama "Toraja" sebagai Merek dagang harus peduli ter¬ 
hadap mutu produk yang prima dalam raangka mem¬ 
pertahankan citra baik. 

3) Key Coffee Inc mengijinkan Avance Trading Co. untuk 
menggunakan merek "Avance Toraja". 

Akibat dari pendaftaran yang dilakukan oleh Key Coffe Inc 
di Jepang dan Indonesia terhadap produk Kopi Toraja dengan 
nama merek dagang Toarco Toraja Coffee yaitu masyarakat Tana 
Toraja dan Toraja Utara tidak dapat mendaftarkan Kopi Arabika 
Toraja sebagai merek dagang di Indonesia karena telah didaf¬ 
tarkan oleh PT Toarco Jaya dengan nama merek dagang Toarco 

16 ° Ibid. 

161 Surip Mawardi (Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di 
Indonesia: Peluang Dan Tantangan) Makalah diajukan pada seminar Hak 
Kekayaan Intelektual di Jakarta tahun 2005, hlm 3. 
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Toraja Coffee sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya di 
bagian atas. Nama Toarco adalah singkatan dari Toraja Arabica 
Coffee atau Kopi Arabika Toraja. 

Dalam kasus di atas apabila ada permohonan pendaf¬ 
taran merek Kopi Arabika Toraja dari pemohon yang berasal 
dari Tana Toraja atau Toraja Utara kepada Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, maka Ditjen HKI dapat menolak 
permohonan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) 
Undang-Undang Merek Republik Indonesia yang berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut: 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kese¬ 
luruhannya dengan merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ 
atau jasa yang sejenis. 

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ada¬ 
lah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 
menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang 
dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai 
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bentuk, cara penempatan, cara penelitian atau kombinasi antara 
unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat 
dalam merek-merek tersebut. 162 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ada per¬ 
mohonan pendaftaran merek Kopi Arabika Toraja dari pemohon 
yang berasal dari Tana Toraja atau Toraja Utara kepada Direk¬ 
torat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka permohonan 
tersebut dapat ditolak oleh ditjen HKI karena mempunyai persa¬ 
maan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Toarco 
Toraja Coffee yang masih terdaftar sebagai merek dagang sampai 
sekarang. Artinya bahwa ada kemiripan yang disebabkan oleh 
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan 
merek yang lain. Kemiripannya dapat dilihat pada kata Toarco 
Toraja Coffee (telah terdaftar sebagai merek) dan kata Kopi 
Arabika Toraja (belum terdaftar sebagai merek). Sebagaimana 
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Toarco adalah singka¬ 
tan dari Toraja Arabika Coffee atau jika di diartikan dalam bahasa 
Indonesia menjadi Kopi Arabika Toraja, yang dalam hal ini sama 
dengan merek yang belum terdaftar tersebut. 


162 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 
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Berbeda halnya apabila masyarakat Tana Toraja dan To¬ 
raja Utara mengajukan permohonan pendaftaran Kopi Arabika 
Toraja sebagai Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal HKI 
Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran tersebut dimung¬ 
kinkan karena tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 
lain sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Peme¬ 
rintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indi¬ 
kasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Indikasi Geografis tidak dapat didaftar apabila tanda 
yang dimohonkan pendaftarannya: 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 

b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai 
ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan ba¬ 
rang, dan/ atau kegunaannya; 

c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digu¬ 
nakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan 
bagi varietas tanaman yang sejenis; atau 

d. Telah menjadi generik. 

Dari pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bah¬ 
wa Kopi Arabika Toraja dapat didaftar sebagai Indikasi Geog- 
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rafis karena tidak bertentangan dengan pasal tersebut. Berda¬ 
sarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya 
pendaftaran produk Kopi Toraja dengan nama merek dagang 
Toarco Toraja Coffee di Jepang yang dilakukan oleh Key Coffe Inc 
dan pendaftaran yang dilakukan oleh PT Toarco Jaya dengan 
nama merek Toarco Toraja Coffee di Indonesia tidak menimbulkan 
akibat yang besar terhadap Indonesia dan khususnya hak-hak 
masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara. Penulis berpendapat 
demikian karena walaupun Kopi Toraja telah terdaftar sebagai 
merek dagang di Jepang, masyarakat Tana Toraja dan Toraja 
Utara masih bisa mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis di 
Indonesia. 

Untuk mendaftarkan Kopi Arabika Toraja sebagai Indi¬ 
kasi Geografis, masyarakat dan pemerintah Tana Toraja dan To¬ 
raja Utara harus mengikuti aturan dari Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang 
Indikasi Geografis, bahwa yang dapat mengajukan permohonan 
pendaftaran Indikasi Geografis adalah lembaga yang mewakili 
masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersang¬ 
kutan yang terdiri atas: 

1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau ke¬ 
kayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pem- 
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buat barang kerajinan tangan atau barang hasil indus¬ 
tri, pedagang yang menjual barang tersebut; 

2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; 

3. Kelompok konsumen barang tersebut. 

Lembaga yang dimaksudkan di atas adalah antara lain 
koperasi, asosiasi, atau yayasan yang anggotanya adalah produ¬ 
sen setempat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga yang 
diberi kewenangan untuk itu adalah lembaga pemerintah di 
daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permo¬ 
honan, seperti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi mau¬ 
pun kabupaten / kota Dalam hal ini lembaga pemerintah yang 
membidangi Kopi Arabika Toraja adalah Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Tana Toraja dan Toraja Utara. 

Sesuai dengan pasal tersebut di atas bahwa salah satu 
persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Kopi 
Arabika Toraja harus adanya asosiasi yang menaungi masya¬ 
rakat Tana Toraja dan Toraja Utara. Kemudian pada tahun 2011 
Asosiasi tersebut terbentuk dengan nama Masyarakat Perlin¬ 
dungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja yang 
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menaungi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan 
Toraja Utara. MPIG dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: 163 

1. Mendapatkan perlindungan hukum atas nama produk 
Kopi Arabika Toraja; 

2. Mendapatkan pengakuan atas mutu dan kekhasan 
produk Kopi Arabika Toraja; 

3. Melestarikan tradisi tata cara produksi kopi (adat- 
istiadat) yang telah ada di daerah wilayah Toraja, yaitu 
Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. 

Setelah terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi 
Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, MPIG mengajukan per¬ 
mohonan pendaftaran Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal 
HKI pada tanggal 12 September 2012 dengan nomor agenda 
formulir pendaftaran yaitu: IG.00.2012.000. Sampai akhir tahun 
2012 Kopi Arabika Toraja belum resmi terdaftar sebagai Indikasi 
Geografis karena masih dalam tahap proses pendaftaran. 

Apabila Kopi Arabika Toraja telah terdaftar sebagai In¬ 
dikasi Geografis, maka akibat hukum yang ditimbulkan terha¬ 
dap merek dagang Toarco Toraja Coffee (PT Toarco Jaya sebagai 


163 Buku Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika 
Toraja, Tahun 2012, hlm. 6 
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pemilik merek) adalah merek tersebut dimungkinkan tetap di¬ 
gunakan dalam perdagangan produknya, dengan syarat yaitu: 

1. Pemakai merek terdaftar yaitu PT Toarco Jaya harus 
ada itikad baik dalam menggunakan mereknya (yaitu 
memenuhi persyaratan ke 2 dan 3); 

2. PT Toarco Jaya menyatakan kebenaran mengenai tem¬ 
pat asal barang; 

3. PT Toarco Jaya menjamin bahwa pemakaian tanda 
atau nama Toarco Toraja Coffee tidak akan menyesatkan 
Indikasi geografis terdaftar. 

Demikian halnya menurut pendapat Syarifuddin selaku 
Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi Teknis Sub Direktorat (Subdit) In¬ 
dikasi Geografis yang mengatakan bahwa PT. Toarco Jaya bisa 
saja menggunakan nama / merek Kopi Toraja secara terus-me¬ 
nerus jika PT. Toarco Jaya ikut dalam keanggotaan MPIG Tana 
Toraja dan Toraja Utara. 164 

Menurut pendapat penulis apabila syarat tersebut tidak 
dipenuhi, maka merek Toarco Toraja Coffee dapat dibatalkan atas 
pertimbangan bahwa tidak dipenuhinya syarat dalam ketentuan 
Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

164 Wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Kepala Seksi (Kasi) 
Evaluasi Teknis Sub Direktorat (Subdit) Indikasi Geografis. Pada tanggal 30 
Oktober 2012 di Tangerang. 
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Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Bunyi dari 

pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

''Dalam suatu tanda sebagaimana sebagaimana yang di¬ 
maksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 
15 tahun 2001 tentang Merek, telah terdaftar atau dipakai 
sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu 
Indikasi Geografis atas barang sejenis atau yang sama dan 
tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai 
Indikasi geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek 
dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak 
menggunakan Indikasi Geografis tetap dimungkinkan de¬ 
ngan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebena¬ 
ran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa 
pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan 
Indikasi Geografis terdaftar". 

B. Akibat Hukum Terhadap Kegiatan Perdagangan 

Di Indonesia terdapat lembaga yang mewadahi seluruh 
perusahaan ekportir, perusahaan pengolahan kopi dan perusa¬ 
haan di bidang perkopian Indonesia lainnya, lembaga ini dina¬ 
makan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI). 
Tujuan dibentuknya AEKI pada dasarnya untuk mewujudkan 
masyarakat perkopian yang sejahtera, tangguh dan mampu 
memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian 
nasional. AEKI mempunyai tugas utama yaitu mengarahkan 
anggota menjadi profesional dan memiliki citra yang baik, mem- 
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berikan perlindungan dan memperjuangkan kepentingan ang¬ 
gota, membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan penge¬ 
tahuan dan keterampilan petani serta pelaku usaha lain dalam 
bidang perkopian, memberikan pendapat dan saran kepada pe¬ 
merintah dan lembaga lain sebagai sumbangan dalam pengam¬ 
bilan keputusan kebijakan perkopian nasional, serta menjalin 
dan membina kerjasama dengan industri / lembaga terkait di 
bidang perkopian baik di dalam maupun di luar negeri. 165 

Badan Pengurus Daerah (BPD) AEKI pada tahun 2012 
berjumlah 12 yaitu: BPD AEKI Aceh. BPD AEKI Sumatera Utara, 
BPD AEKI Sumatera Barat, BPD AEKI Sumatera Selatan, BPD 
AEKI Bengkulu, BPD AEKI Jambi, BPD AEKI Lampung, BPD 
AEKI DKI Jaya, BPD AEKI Jawa Tengah, BPD AEKI Jawa Timur, 
BPD AEKI Sulawesi Selatan, BPD AEKI NTT. Perusahaan eks¬ 
portir kopi yang dinaungi oleh BPD AEKI Sulawesi Selatan 
termasuk, PT Toarco Jaya dan Litha & CO. PT Toarco Toraja 
berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara sedangkan Litha & Co 
berkedudukan di Kota Makassar. 

Ekspor Kopi Indonesia ke negara-negara tujuan utama 
pada tahun 2002 / 2003 - 2005 / 2006 adalah sebagai berikut: 


165 Anggaran Dasar Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indoneisia 
(AEKI) Tahun 2009. 
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Tabel 1 

Ekspor Kopi Indonesia 
Ke Negara-Negara Tujuan Utama 166 


Negara Tujuan 

Robuata 

Arabika 

Olahan 

J u m la b 


1 . Ame rika 

42.511 

24.152 

535 

57.297 


Seikat (AS) 






2. Jerman 

44.442 

5.073 

- 

50.520 


3. Jeoang 

40.022 

7.212 

1.159 

43.393 


Jumlah 1—3 

127.075 

37.442 

1.694 

155.210 


4. Italia 

19.271 

m 

56 

19.433 


5. A g e ia 

11 .369 

- 

- 

11.369 


6. Singapura 

5.157 

2.295 

2.392 

11.344 


7. Inggiiis 

9.047 

977 

- 

10.024 


3. Malaysia 

4.423 

194 

3.537 

3.209 


9. Romaniia 

5.313 

- 

432 

7.300 


10. Fo landa 

5.936 

5 

1.223 

7.164 


Jumlah 4-10 

63.026 

3.532 

3.240 

74.343 


Tota =<spor 

260.660 

49.927 

12.454 

323.041 



a-fi om 'Jtsii 


Pada dasarnya ekspor Kopi Indonesia rata-rata ditujukan 
pada lebih dari 75 negara, tetapi lebih dari 70 % ditujukan pada 
10 negar, dan sekitar 50 % pada 3 negara, yaitu Amerika Serikat, 

166 AEKI, 30 Tahun AEKI Berkarya, (Jakarta: Asosiasi Eksportir dan 
Industri Kopi Indonesia, 2010), hlm. 25 
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Jerman, dan Jepang. Pasar Amerika Serikat rata-rata menyerap 
sekitar 20 %, Jerman 16 %, dan Jepang 15 % dari ekspor kopi 
Indonesia. Sementara itu ke tiga negara tersebut juga menyerap 
hampir 75 % ekspor kopi arabika dari Indonesia. Terutama 
Amerika Serikat dengan pangsa pasar lebih dari 48 %. Selain 
Jerman, negara tujuan utama di Eropa adalah Italia, Inggris, 
Romania, dan Polandia. Sedangkan di Asia, selain Jepang adalah 
Singapura dan Malaysia. 167 

Guna melindungi nama kopi-kopi spesialti agar tidak 
digunakan dalam oleh perusahaan asing secara tidak sah, maka 
AEKI telah mendaftarkan sejumlah nama kopi spesialti Indone¬ 
sia untuk memperoleh sertifikat merek. Pada tahun 2004 Ditjen 
HKI telah menerbitkan sertifikat merek atas nama AEKI. Merek- 
merek dagang telah diterbitkan sertifikatnya merupakan hak 
merek asosiasi yang dapat digunakan secara kolektif oleh semua 
anggota AEKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan 
masa berlaku selama 10 tahun yang dapat diperpanjang. Merek- 
merek dagang tersebut adalah sebagai berikut: 168 

1. AEKI Arabica Mandheling 

2. AEKI Arabica Gayo Takengon 

3. AEKI Arabica Kalosi Toraja 

167 Ibid. 

168 Ibid., hlm. 5 
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4. AEKI Arabica Bali 

5. AEKI Arabica Washed Java 

6. AEKI Robusta Lampung Spesialty AP 

7. AEKI Robusta Lampung Spesialty ELB 

8. AEKI Robusta Sumnedo Spesialty 

9. AEKI Robusta Washed java 

10 AEKI Robusta FLores 

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ada antisipasi 
dari AEKI untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan eks¬ 
por anggotanya. AEKI telah menyadari bahwa merek yang telah 
didaftarkan di luar negeri yang merupakan nama wilayah geog¬ 
rafis Indonesia seperti misalnya Toarco Toraja Coffee yang terdaf¬ 
tar sebagai merek dagang di Jepang yang haknya dimiliki oleh 
Key Coffee Inc sangat menyulitkan eksportir Indonesia untuk 
mengekspor kopinya dengan menggunakan kata Toraja. Kesu¬ 
litan-kesulitan tersebut tidak menjadi masalah bagi PT Toarco 
Jaya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa PT Toarco Jaya 
merupakan anak perusahaan dari Key Coffee Inc. 

Merek-merek kopi tersebut di atas sebenarnya lebih rele¬ 
van untuk didaftarkan sebagai hak Indikasi Geografis, dan bu¬ 
kan sebagai hak merek. Masalahnya adalah bahwa pada waktu 
pendaftaran dilakukan pada tanggal 23 Mei 2003, perangkat hu- 
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kum berupa Peraturan Pemerintah tentang hak Indikasi Geog¬ 
rafis masih belum terbit. 169 

Bapak Miftakhul Kirom berpendapat bahwa Karena Peru¬ 
sahaan Key Coffee Inc di Jepang telah mendaftarkan Kopi Toraja 
sebagai merek dagang maka AEKI selama ini mengekspor biji 
Kopi Toraja dengan menggunakan nama yang berbeda, contoh: 
Menjadi tidak masalah jika AEKI mengekspor kopi dengan na¬ 
ma berbeda selain dari nama Kopi Toraja, misalnya AEKI meng¬ 
ekspor Kopi ke Jepang dengan menggunakan nama Rantepao 
Kopi, padahal produknya juga adalah Kopi Toraja, hanya peng¬ 
gunaan nama saja yang berbeda. Sebagai contoh lain, permin¬ 
taan impor Kopi Toraja oleh perusahaan Japanese Kopi dimana 
Japanese Kopi ini adalah saingan dari perusahaan Key Coffee 
yang menjual produk Kopi Toraja di Jepang. Kemudian permin¬ 
taan tersebut direalisasikan oleh perusahaan Litha & Co sebagai 
salah satu anggota AEKI. Litha & Co dilarang mengggunakan 
Label Kopi Toraja sebagai label Ekspornya ke perusahaan Japa¬ 
nese Kopi, demikian pula Japanese Kopi dilarang memper¬ 
dagangkan produk Kopi Toraja dengan menggunakan label 
Kopi Toraja di Jepang. Untuk itu Litha & Co mengekspor pro¬ 
duk Kopi dengan menggunakan nama Rantepao Kopi, demikian 
juga perusahaan Japanese Kopi memperdagangkan produk Kopi 

169 Ibid., hlm. 58. 
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Toraja dengan Menggunakan nama Rantepao Kopi dalam label 
kemasanya di Jepang. 170 

Penulis berpendapat bahwa Akibat dari pendaftaran me¬ 
rek Toarco Toraja Coffee di Jepang oleh Key Coffee Inc sangat 
dirasakan bagi perusahaan pengekspor kopi yang ada di Indo¬ 
nesia, khususnya ekspor produk Kopi Toraja karena adanya 
pelarangan-pelarangan dengan menggunakan nama Toraja seba¬ 
gai label atau kemasan ekspornya. Sehingga perusahaan ekspor 
harus mengganti nama labelnya jika harus mengekspor ke 
Jepang misalnya mengganti nama dengan tidak menggunakan 
nama Toraja tetapi menggunakan nama Kopi Rantepao. Hal 
tersebut sangat mempersulit eksportir untuk mengekspor kopi 
Toraja ke Jepang kecuali PT Toarco Jaya. 

Pelarangan-pelarangan tersebut mengakibatkan enggan¬ 
nya eksportir lain selain dari PT Toarco Jaya untuk mengekspor 
Kopi Toraja ke Jepang, dan memfokuskan untuk mengekspor 
kopi yang mempunyai kualitas sama misalnya Kopi Gayo atau 
Kopi Mandheling ke negara lain, misalnya Amerika Serikat, hal 
tersebut menguntungkan PT Toarco Jaya yang menjadi perusa¬ 
haan eksportir satu-satunya yang mengekspor Kopi Toraja Ke 
Jepang. 


170 Hasil wawancara dengan Bapak Miftakhul Kirom sebagai Sekertaris 
Pelaksana Harian Pusat Asosiasi Ekportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI). 
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Hal tersebut dapat dilihat pada tabel tujuan ekspor, yang 
memiliki peringkat pertama adalah Amerika Serikat, karena se¬ 
lain dari tingkat permintaan kopi yang banyak di Amerika 
Serikat, Amerika Serikat juga tidak menyulitkan perusahaan 
eksportir Indonesia untuk menggunakan nama Indikasi Geog¬ 
rafis atau Indikasi Asal dalam produk ekspornya. 

Pada tahun 2001 sampai dengan 2005 Indonesia merupa¬ 
kan negara pengekspor kopi ke 4 (empat) terbesar ke negara 
Jepang, dengan kata lain bahwa impor kopi Jepang sangat ber¬ 
gantung pada Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya 
pendaftaran Kopi Toraja dengan nama merek Toarco Toraja Coffee 
di Jepang. Untuk lebih jelasnya mengenai ekspor kopi negara- 
negara yang masuk ke Jepang dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
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Tabel 2 

Negara-Negara Pengekspor Kopi Ke Jepang 171 




2001 

2002 

2003 

2004 

2005 



Value 

Value 

Value 

Value 

Volume 

Value 

Volume 

Average 
Unit 
Price i 


Brazil 

20,942 

17,752 

18,403 

19,386 

109,019 

32,775 

27,8% 

125,855 

28,7% 

260 


Columbia 

16,359 

19,512 

15,722 

19,245 

93,770 

28,077 

23,8% 

96,827 

22,0% 

290 


Guatemala 

6,355 

6,827 

5,694 

6,083 

27,561 

10,172 

8,6% 

33,307 

7,6% 

305 


ndonesia 

7,275 

7,012 

7,151 

7,326 

61,795 

8,568 

7,3% 

57,490 

13,1% 

149 


Ethiopia 

4,785 

4,894 

4,761 

6,277 

37,934 

7,849 

6,7% 

30,476 

6,9% 

258 


\/ietnam 

1,943 

2,000 

1,913 

2,183 

25,803 

2,918 

2,5% 

28,322 

6,4% 

103 


T anzania 

1,889 

1,401 

1,825 

1,796 

8,610 

2,760 

2,3% 

10,011 

2,3% 

276 


C 

</) 

> 

2,908 

2,953 

2,756 

2,373 

2,536 

2,519 

2,1% 

2,559 

0,6% 

984 


Costa Rica 

1,420 

1,575 

1,894 

1,714 

8,438 

2,144 

1,8% 

7,305 

1,7% 

293 


Others 

19,370 

19,410 

18,393 

16,669 

49,430 

20,218 

17,1% 

47,064 

10,7% 

430 


Total 

83,247 

83,337 

78,465 

83,054 

424,897 

118,000 

100,0% 

439,217 

100,0% 

269 


m 

c 

3,946 

3,727 

4,023 

3,288 

2,735 

3,814 

3,2% 

2,841 

0,6% 

1,342 1 


(ASEAN) 

10,443 

10,124 

10,155 

10,299 

89,147 

12,701 

10,8% 

88,477 

20,1% 

144 


U4>it: Value = ¥ million, Volume = tons, Average UnitPrice= ¥ per kg 
Sumber: Statistik Perdagangan (Kementerian Keuangan). 


Penulis berpendapat sebagaimana yang diketahui bahwa 
Jepang adalah salah satu negara yang mempelopori masuknya 
Perjanjian TRIPs ke dalam struktur dasar Persetujuan WTO, 
dimana aturan-aturan dalam Perjanjian TRIPs khususnya yang 
terkait dengan Indikasi Geografis lebih menguntungkan negara 
Jepang. Dalam hal ini bahwa Jepang yang telah mendaftarkan 
Kopi Toraja sebagai merek dagang di Jepang Tahun 1977 dan 
kemudian memasukkan klausul-klausul dalam Perjanjian TRIPs 
yang tidak memberatkan untuk dilaksanakan oleh Jepang. 


171 ASEAN Japan Centre, Market Survey Program Marketing Guide for 
ASEAN Exporters to Japan Food, (ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and 
Tourism, 2007), hlm. 212 
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Misalnya dalam klausul yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) 
dan ayat (3) Perjanjian TRIPs dimana tidak ada larangan bagi 
pemakaian merek yang menggunakan Indikasi Geografis atau 
Indikasi Asal hanya saja pemakai merek harus menyatakan 
kebenaran tempat asal atau Indikasi Asal dari produk / barang 
yang diperdagangkannya. Dan tidak melarang penggunaan me¬ 
rek yang memakai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal suatu 
daerah atau wilayah selama barang / produk yang diperda¬ 
gangkan itu tidak menyesatkan masyarakat, dengan kata lain 
bahwa barang yang diperdagangkan itu harus berasal dari wi¬ 
layah asal atau Indikasi Asal yang digunakan dalam mereknya. 

Berikut gambaran penyaluran produk kopi impor yang 
masuk ke Jepang 172 : 


172 Ibid., hlm. 206. 
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Bagan 1 

Penyaluran Produk Kopi di Jepang 



Konsumsi Untuk di Konsumsi 

Pribadi Perdagangkan Pribadi 


Untuk di Untuk Proses 
Perdagangkan P.ejmbuatan Pangan 


Kopi Instan 


Langganan Tetap Kopi 


Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan akibat hukum 
kopi Toraja yang terdaftar sebagai merek dagang di Indonesia 
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dan Jepang yang berpengaruh pada pendaftaran indikasi asal 
dan kegiatan perdagangan, maka sesungguhnya upaya untuk 
memperjuangkan produk kopi toraja sebagai produk indikasi 
asal yang merupakan bagian dari indikasi geografis suatu Hak 
Kekayaan Intelektual harus segera diupayakan, hal ini bertujuan 
agar indikasi asal yang dimiliki oleh Indonesia dapat terjaga dan 
validitas hukumnya dapat terwujud. 

Berdasarkan teori validitas hukum menurut Kelsen ada¬ 
lah eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika 
ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksis¬ 
tensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat (binding 
force) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatan¬ 
nya diatur, diperintahkan atau dilarang. Sehingga negara (dalam 
hal ini Indonesia) dapat memperjuangkan validitas norma pen¬ 
daftaran kopi toraja sebagai merek dagang yang dilakukan oleh 
Jepang melalui hak atas produk indikasi asal, sehingga berda¬ 
sarkan teori ini (validitas hukum), maka upaya untuk mendaf¬ 
tarkan produk kopi Toraja sebagai produk indikasi asal mau- 
tidak mau harus segera dilakukan. 
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DAE VIII 

IIPAY4 HUKUM VANG IAPAT 
DITEMPUH INDCNESIA 


Dalam bab ini secara khusus akan membahas tentang 
upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa nasional dan 
internasional. Ke dua penyelesaian sengketa tersebut akan diba¬ 
has secara khusus dalam penulisan ini untuk mendapatkan 
kepastian hukum atas produk Kopi Arabika Toraja sebagai 
suatu Indikasi Asal milik Tana Toraja dan Toraja Utara yang 
terdaftar sebagai merek dagang di Jepang dengan nama merek 
Toarco Toraja Coffee. 

A. Upaya Hukum Nasional 

Toraja merupakan daerah pegunungan dengan keadaan 
tanah yang subur dan merupakan daerah yang cocok sebagai 
daerah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu pro¬ 
duk unggulan perkebunannya adalah Kopi yang dinamakan 
Kopi Toraja. Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara memiliki 
karakteristik alam yang sangat sesuai untuk tanaman Kopi 
Arabika dengan ketinggian antara 800-2.800 mdpl. 173 

173 Buku Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika 
Toraja, Tahun 2012, hlm. 5 
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Kopi Arabika Toraja memiliki cita rasa yang kompleks, 
rasa asam yang baik dan seimbang, mutu dan intensitas aroma 
yang kuat, rasa coklat atau terdapat rasa manis dan rempah- 
rempah. Kopi Arabika Toraja memiliki teknik olah tersendiri 
yang dapat mewujudkan mutu atau kualitas Kopi Arabika 
Toraja. Dengan kata lain, jika bibit Kopi Toraja di tanam di 
daerah lain maka ciri khas dari Kopi yang ditanam di daerah 
tersebut tidak sama kualitasnya dengan kopi yang ditanam di 
daerah Tana Toraja dan Toraja Utara. Kopi Arabika Toraja juga 
telah mempunyai reputasi atau telah dikenal di dalam maupun 
di luar negeri. Reputasi atau keterkenalan Kopi Arabika Toraja 
tersebut dapat dilihat pada pendaftaran merek dagang yang 
dilakukan oleh Key Coffee Inc di Jepang dengan nama Toarco 
Toraja Coffee dan pendaftaran yang dilakukan oleh PT Toarco 
Jaya dengan nama Toarco Toraja Coffee. 

Berdasarkan ciri khas, kualitas dan reputasi yang dimiliki 
oleh Kopi Arabika Toraja, maka dapat digolongkan sebagai 
Indikasi Asal Tana Toraja dan Toraja Utara yang dilindungi 
sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Merek yang berbunyi: 

Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: 
a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak 
didaftarkan; atau 
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b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau 
jasa. 

Yang termasuk dalam perlindungan Indikasi Asal Tana 
Toraja dan Toraja Utara adalah Pasal 59 ayat (1) huruf (a) 
Undang-Undang Merek, dimana Indikasi Asal dilindungi sesuai 
dengan pengertian dan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 
56 ayat (1). Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan Indikasi 
Asal sama dengan Indikasi Geografis, hal tersebut juga manan- 
dakan bahwa Indikasi Geografis dalam Pasal 56 ayat (1) Un¬ 
dang-Undang Merek dapat diganti menjadi Indikasi asal yang 
berbunyi sebagai berikut: 

"Indikasi Asal dapat dilindungi sebagai suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena fak¬ 
tor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 
manusia, atau kombinasi dari ke dua faktor tersebut, 
memberikan ciri dan kualitas pada barang yang diha¬ 
silkan". 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kopi 
Arabika Toraja merupakan salah satu Indikasi Asal milik Kabu¬ 
paten Tana Toraja dan Toraja Utara yang didaftarkan sebagai 
merek dagang di Jepang dan di Indonesia. Hal ini dapat menim¬ 
bulkan adanya sengketa nasional dan Internasional. 
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Dalam penyelesaian sengketa nasional dapat dilakukan 
dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan di luar penga¬ 
dilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan biasa juga disebut 
sebagai litigasi, sebaliknya penyelesaian sengketa di luar penga¬ 
dilan disebut sebagai non litigasi. Cara penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Seng¬ 
keta. Beberapa cara penyelesaian sengketa tersebut adalah: 
arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian 
ahli. 174 

Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pe¬ 
ngadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbit¬ 
rase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh 
pihak ke tiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara 
penyelesaian lainnya yang tergolong dalam alternatif penye¬ 
lesaian sengketa, yang didasarkan pada iktikad baik dengan 
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 
Negeri (Pengadilan Niaga). Penyelesaian sengketa melalui alter¬ 
natif penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam perte¬ 
muan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan se¬ 
cara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan 
sengketa tersebut, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat 

174 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 101 
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menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran pihak 
ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan 
para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang 
pada akhirnya mengikat para pihak setelah ditandatangani dan 
didaftarkan di Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga). 175 

Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, penye¬ 
lesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian 
sengketa yang memang sejak awal diserahkan kepada pihak 
ketiga untuk memberikan keputusan yang mengikat para pihak, 
yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hu¬ 
kum tetap dan mengikat para pihak. 176 

Dalam penyelesaian sengketa nasional penulis secara 
khusus akan membahas tentang penyelesaian sengketa melalui 
jalur pengadilan, dimana Masyarakat Perlindungan Indikasi 
Geografis (MPIG) 177 Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai orga¬ 
nisasi yang menaungi petani kopi di wilayah Tana Toraja dan 
Toraja Utara berhak untuk mengajukan gugatan terhadap PT 
Toarco Jaya (anak perusahaan dari Key Coffee Inc) melalui 

175 Ibid., hlm. 102-103. 

17 6 Ibid. 

177 Lihat Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Masyarakat Perlindungan Kopi 
arabika Toraja yang berbunyi "Melindungi Kopi Arabika Toraja Yang Meru¬ 
pakan Kekayaan Masyarakat Toraja dari Pihak-pihak Yang Tidak Bertang- 
gungjawab Atas Telah Dikenalnya Reputasi Kopi Arabika Toraja di Pasar Nasio¬ 
nal Maupun Internasional 
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Pengadilan Niaga 178 untuk tidak menggunakan merek dan label 
Kopi Toarco Toraja dalam perdagangan kopi di Indonesia, karena 
Kopi Arabika Toraja adalah Indikasi Asal milik Tana Toraja dan 
Toraja Utara. Sebagaimana hal tersebut dapat digugat berda¬ 
sarkan Pasal 60 Undang-Undang Merek Republik Indonesia 
yang berbunyi: 

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan 

Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peme¬ 
gang hak atas Indikasi Asal". 179 

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) dan 
ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Merek dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengajukan gugatan kepada PT Toarco 
Jaya dalam hal ini bahwa PT Toarco Jaya malakukan pelang¬ 
garan penggunaan Indikasi Asal Kopi Toraja sebagai nama 
merek dagang yang telah diperdagangkan dalam wilayah Re¬ 
publik Indonesia. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bunyi Pasal 57 ayat 
(1) dan ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Merek sebagai 
berikut : 180 

178 Lihat Pasal 80 UU Merek 

179 Lihat Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek. "Pengertian Mutatis Mutandis adalah berlaku sama dan 
dengan perubahan-perubahan seperlunya" 
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Pasal 57 

1. "Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat menga¬ 
jukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis 
yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan 
penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket 
indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak 
tersebut". 

2. "Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada 
pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerin¬ 
tahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pem¬ 
buatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusna¬ 
han etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara 
tanpa hak tersebut". 

Pasal 58 

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam BAB XII undang-Undang ini berlaku 
secara mutatis muatndis terhadap pelaksanaan hak atas 
Indikasi Geografis. 


180 Lihat Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek. 
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Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Merek jika dikait¬ 
kan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 58 Undang- 
Undang Merek yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
pemegang hak Indikasi Asal maka dapat diartikan sebagai be¬ 
rikut : 

Pasal 57 

1. "Pemegang hak atas Indikasi Asal dapat mengajukan 
gugatan terhadap pemakai Indikasi Asal yang tanpa 
hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian 
penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi Asal 
yang digunakan secara tanpa hak tersebut". 

2. "Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada 
pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerinta¬ 
hkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pem¬ 
buatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusna¬ 
han etiket Indikasi Asal yang digunakan secara tanpa 
hak tersebut". 

Pasal 58 

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam BAB XII undang-Undang ini berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas 
Indikasi Asal. 
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Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Pera¬ 
turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 
tentang Indikasi Geografis yang memberikan peluang kepada 
merek terdaftar untuk masih tetap dapat digunakan apabila 
memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam aturan ter¬ 
sebut. Demikian bunyi Pasal 27 ayat (2) adalah sebagai berikut: 

Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebe¬ 
lum atau pada saat permohonan suatu Indikasi Geografis atas 
barang yang berjenis atau yang sama dan tanda tersebut kemu¬ 
dian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi Geografis, maka pe¬ 
makaian tanda sebagai merek dengan iktikad baik oleh pihak 
lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi Geografis tetap 
dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menya¬ 
takan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin 
bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan 
Indikasi Geografis terdaftar. 

Dari beberapa ketentuan di atas penulis berpendapat 
bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) PP Indikasi Geografis adalah 
harmonisasi atau penyesuaian dari Pasal 56 ayat (8) Undang- 
Undang Merek yang memberikan peluang kepada pemilik 
merek terdaftar untuk masih tetap menggunakan mereknya 
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setelah Indikasi Asal resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis. 
Terlepas dari harmonisasi tersebut. Masyarakat Perlindungan 
Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja berhak untuk 
menggugat PT Toarco Jaya berdasarkan Pasal 60, Pasal 57 ayat 
(1), dan (2), serta Pasal 58 Undang-Undang Merek. Gugatan 
tersebut berdasarkan atas pelanggaran Pemakaian nama Indi¬ 
kasi Asal Kopi Toraja yang tanpa hak digunakan sebagai merek 
dagang di Indionesia. 

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat le¬ 
bih rendah, (lex superior derogat legi inferiori) kecuali apabila 
substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur 
hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewe¬ 
nang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. 181 

Dalam hal ini bahwa Asas hukum ini dapat memberikan 
suatu penjelasan terhadap masalah peraturan-peraturan yang 
saling bertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Peraturan Peme¬ 
rintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indi¬ 
kasi Geografis dengan Pasal 60, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Merek. Ke dua peraturan tersebut saling bertentangan satu sama 


181 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 2004), 

hal.56. 
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lain diantaranya bahwa Pasal 27 ayat (2) PP Indikasi Geografis 
memberikan peluang kepada PT Toarco Jaya selaku pemilik 
merek Toarco Toraja Coffee yang terdaftar di Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual untuk tetap menggunakan mereknya 
selama mungkin setelah adanya pendaftaran Indikasi Geografis 
Kopi Arabika Toraja dengan syarat harus menyatakan mengenai 
kebenaran tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian 
merek dimaksud tidak akan menyesatkan masyarakat. Sedang¬ 
kan pada Pasal 60, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Me¬ 
rek. Menjelaskan bahwa pemegang hak atas Indikasi Asal dapat 
mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Asal yang 
tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian 
penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Asal yang digu¬ 
nakan secara tanpa hak tersebut. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa PP Indikasi Geografis 
memungkinkan adanya pemakaian merek secara terus-menerus 
oleh pihak lain yang tidak berhak, dimana merek tersebut ada¬ 
lah Indikasi Asal suatu wilayah. Sedangkan Undang-Undang 
Merek tidak memberikan toleransi terhadap pemakaian merek 
yang menggunakan nama Indikasi Asal suatu wilayah, sehubu¬ 
ngan dengan hal tersebut, dapat diajukan gugatan pembatalan. 

Terhadap pertentangan dari aturan-aturan tersebut, maka 
asas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini 
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adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih 
tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Jadi, 
Undang-Undang Merek dapat mengesampingkan PP Indikasi 
Geografis. Dalam hal ini gugatan terhadap PT Toarco Jaya dapat 
dilakukan sesuai dengan Pasal 60, Pasal 57, dan Pasal 58 
Undang-Undang Merek, dengan mengesampingkan Pasal 27 
ayat (2) PP Indikasi Geografis. 

Setelah MPIG Kopi Arabika Toraja menggugat ke 
Pengadilan Niaga, PT Toarco Jaya dapat membuktikan bahwa 
pemakaian merek Toarco Toraja Coffee didasari dengan itikad 
baik. Dan jika hasil dari putusan Pengadilan Niaga yang 
menyatakan PT Toarco Jaya masih dapat memakai merek 
tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), maka PT Toarco Jaya 
harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 27 ayat 
(2) yaitu: PT Toarco Jaya harus menyatakan kebenaran mengenai 
tempat asal barang (bahwa barang tersebut berasal dari Tana 
Toraja dan Toraja Utara) dan menjamin bahwa pemakaian 
merek yang dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi Geog¬ 
rafis terdaftar (Kopi Arabika Toraja setelah terdaftar menjadi 
Indikasi Geografis). 

Sebaliknya jika PT Toarco Jaya tidak dapat membuktikan 
adanya itikad baik pada pemakaian merek Toarco Toraja Coffee , 
atau tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 27 
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ayat (2) PP Indikasi Geografis, maka dapat diberlakukan Pasal 
60, Pasal 57 ayat (1) dan (2), serta Pasal 58 Undang-Undang 
Merek. Berdasarkan pasal tersebut hakim dapat memutuskan 
adanya ganti rugi yang dibayarkan oleh PT Toarco Jaya 
terhadap Masyarakat petani kopi Tana Toraja dan Toraja Utara 
melalui MPIG sebagai penggugat dan sebagai pihak yang 
haknya dilanggar. Hakim juga dapat memerintahkan PT Toarco 
Jaya untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, 
serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Asal yang 
digunakan sebagai merek dagangnya (dalam hal ini pemusna¬ 
han merek dagang Toarco Toraja Coffee). 

Aturan tentang Indikasi Asal dalam Undang-Undang 
Merek Republik Indonesia juga terdapat dalam bab 14 tentang 
ketentuan pidana. Penulis akan mengkaji tentang Pasal 93 
Undang-Undang Merek yang berkaitan dengan adanya tindak 
pidana yang dilakukan oleh PT Toarco Jaya. 

Pasal 93 

“ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggu¬ 
nakan tanda yang dilindungi berdasarkan Indikasi Asal 
pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau 
menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal 
jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)". 
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Menurut penulis pada Pasal 93 tersebut jika dikaitkan 
dengan PT Toarco Jaya, pelanggaran Penggunaan nama Indikasi 
Asal produk Kopi Arabika Toraja sudah jelas. Kemudian masih 
perlu dibuktikan lagi tentang unsur memperdaya masyarakat 
atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal 
jasa tersebut, karena bisa saja Kopi yang diperdagangkannya itu 
adalah kopi yang dibeli dari luar Kabupaten Tana Toraja dan 
Toraja Utara oleh PT Toarco Jaya yang diberi label Toarco Toraja 
Coffee. Jika hal tersebut terjadi maka semua unsur terpenuhi 
dalam menjatuhi sanksi pidana yang berupa pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah). 

Berdasarkan Pasal 60, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan 
Pasal 58 Undang-Undang Merek terhadap pelanggaran Indikasi 
Asal Kopi Arabika Toraja yang dilakukan oleh PT Toarco Jaya, 
dapat diberlakukan Pasal 80 Undang-Undang Merek yaitu 
tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga. Pengadilan 
Niaga yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah 
Pengadilan Niaga Makassar karena PT Toarco Jaya berkedudu¬ 
kan di kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, dima- 
na berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga 
Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri 
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Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri 
Semarang, menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga 
pada pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. 

B. Upaya Hukum Internasional 

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdaga¬ 
ngan Dunia merupakan satu-satunya badan Internasional yang 
secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. 
Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu per¬ 
setujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan interna¬ 
sional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh 
negara-negara anggota. 

Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara- 
negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya 
dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan. Walaupun ditanda¬ 
tangani oleh pemerintah tujuan utamanya adalah untuk mem¬ 
bantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir 
dalam kegiatan perdagangan. Indonesia dan Jepang juga terma¬ 
suk dalam anggota penandatangan persetujuan pembentukan 
WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. 
Struktur dasar persetujuan WTO meliputi: 
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1. Barang / Goods (General Agreement on Tariff and Trade/ 
G ATT); 

2. Jasa / Services ( General Agreement on Trade and Services 
/ G ATS); 

3. Hak Kekayaan Intelektual ( Trade-Related Aspect of 
Intellectual Property Rights / TRIPs); 

4. Penyelesaian Sengketa ( Dispute Settlements) 

Dari ke 4 (empat) struktur dasar tersebut yang menjadi 
acuan dalam penulisan ini adalah penyelesaian sengketa. Secara 
spesifik penulisan ini juga membahas tentang penyelesaian 
sengketa dalam kerangka TRIPs dan WTO. Sengketa ini melibat¬ 
kan sebuah Perusahaan Jepang yang bernama Key Coffee Inc 
yang telah mendaftarkan Kopi Toraja sebagai merek dagang di 
Jepang dengan nama merek Toarco Toraja Coffee, dimana dike¬ 
tahui bahwa Kopi Toraja adalah Indikasi Asal Tana Toraja dan 
Toraja Utara. Oleh karena itu. Masyarakat Perlindungan Indikasi 
Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja sebagai organisasi yang 
menaungi petani kopi di Tana Toraja dan Toraja Utara yang 
diwakili oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 
berhak untuk menggugat pemakaian Indikasi Asal tersebut yang 
dipakai sebagai merek dagang oleh Key Coffee Inc di Jepang. 


208 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 




Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


1. Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka TRIPs 

Esensi dari Perjanjian TRIPs adalah tidak ada larangan 
bagi pemakaian merek yang menggunakan Indikasi Geografis 
atau Indikasi Asal hanya saja pemakai merek harus menyatakan 
kebenaran tempat asal atau Indikasi Asal dari produk / barang 
yang diperdagangkannya. Sebaliknya jika pemakai merek tidak 
menyatakan kebenaran tempat asal dari produk tersebut, maka 
merek tersebut dapat digugat ke Pengadilan Niaga tempat ter¬ 
gugat berkedudukan. Pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 22 
ayat (2) Perjanjian TRIPs yang mengatur bahwa : 

"Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi 
pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakan¬ 
nya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang 
yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesat¬ 
kan masyarakat bahwa barang bersangkutan berasal dari 
wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya 
dari barang tersebut". 

Dari uraian di atas maka Penulis berpendapat bahwa 
Jepang melanggar Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs karena tidak 
menyatakan kebenaran tempat asal barang, dimana Kopi Toraja 
adalah salah satu wilayah geografis di Indonesia. Hal ini dapat 
dilihat pada kemasan produk Toarco Toraja Coffee di Jepang. 182 


182 Lihat Gambar Label Toarco Toraja Coffee di Jepang pada gambar 1 
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Seharusnya Key Coffee Inc mencantumkan tempat asal barang 
dalam label kemasan produknya, contoh “Kopi Toraja berasal 
dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam Wilayah 
Republik Indonesia". Dalam contoh tersebut dapat dilihat 
bahwa Kopi Toraja berasal dari salah satu wilayah geografis di 
negara Indonesia, sehingga masyarakat konsumen dapat menge¬ 
tahui tempat asal barang yang dikonsumsinya. 

Hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk meng¬ 
gugat ke Pengadilan Niaga Jepang bahwa Key Coffee Inc tidak 
mencantumkan nama Tana Toraja dan Toraja Utara pada label 
kemasannya. Dalam hal ini yang berhak untuk menggugat ke 
Pengadilan Niaga Jepang adalah MPIG Kopi Arabika Toraja 
yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan Republik Indo¬ 
nesia melalui Atase 183 perdagangan yang berkedudukan di 
Jepang. 

Fungsi Atase perdagangan Republik Indonesia yang ada 
di Jepang adalah sebagai berikut: 

1. Diplomasi Perdagangan dengan pemerintah di Negara 
Jepang; 


183 Atase adalah perwakilan kantor pemerintah atau departemen teknis 
yang ditempatkan di luar negeri, selain itu atase juga adalah pejabat pembantu 
Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari atase pertahanan dan atase teknis 
(pendidikan, perdagangan, perindustrian, dll). Lihat 

(w w w. kemendag .go.id/id/ view / tr ade-attache-report /111/2011/11). 
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2. Pelaksanaan Bussiness intelligence tentang kebijakan 
dan market analisis untuk mencari peluang pasar 
produk Indonesia; 

3. Pelaksanaan promosi investasi dan perdagangan; 

4. Penyebaran informasi tentang kebijakan nasional di 
bidang perdagangan (ekspor, impor, tariff, standar); 

5. Pengembangan dan penguatan jejaring kerja dengan 
dunia usaha Indonesia; 

6. Pemberian fasilitasi dalam penyelesaian sengketa 
dagang / burning issues / advokasi kepada dunia usa¬ 
ha di Negara Jepang, peningkatan kerjasama bilateral, 
regional, dan multilateral. 184 

Dalam perjanjian TRIPs tidak melarang penggunaan 
merek yang memakai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal suatu 
daerah atau wilayah selama barang / produk yang diperda¬ 
gangkan itu tidak menyesatkan masyarakat, dengan kata lain 
bahwa barang yang diperdagangkan itu harus berasal dari wila¬ 
yah asal atau Indikasi Asal yang digunakan dalam mereknya. 
Tetapi sebaliknya jika penggunaan merek yang memakai Indi¬ 
kasi Geografis dan Indikasi Asal suatu daerah, dimana barang 
yang diperdagangkan tersebut tidak berasal dari daerah asal 

184 Lihat (www.kemendag.go.id), Ibid. 
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atau Indikasi Asal yang digunakan dalam mereknya, maka 
merek tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut dapat dilihat 
dalam Pasal 22 ayat (3) Perjanjian TRIPs. 

Pasal 22 ayat (3) 

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkin¬ 
kan peraturan perundang-undangannya atau atas per¬ 
mintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau mem¬ 
batalkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi 
Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak 
berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila 
penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan 
masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya. 

Apabila terdapat penyesatan (produk kopi yang sebe¬ 
narnya tidak berasal dari wilayah Toraja namun menggunakan 
merek Toarco Toraja Coffee), MPIG Kopi Arabika Toraja yang di¬ 
wakili oleh Atase Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 
dapat menggugat kepada Perusahaan Key Coffee Inc di Jepang 
melalui Pengadilan Niaga yang terdapat di Negara Jepang. 
Kenyataannya hingga saat ini tidak ada lembaga yang menjamin 
bahwa kopi yang di impor dan dikemas di Jepang oleh Key 
Coffee Inc yang memakai merek Toarco Toraja Coffee adalah Kopi 
dari Tana Toraja dan Toraja Utara. Oleh sebab itu, MPIG Kopi 
Arabika Toraja dapat menggugat perusahaan Key Coffee Inc 
apabila mempunyai bukti bahwa Kopi yang diperdagangkan 
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oleh Key Coffee Inc yang menggunakan merek Toarco Toraja Coffee 
bukan berasal dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. 

Demikan halnya dengan OK Saidin yang berpendapat 
bahwa dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen 
untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap 
barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi 
geografis. 185 

Selain kedua pasal tersebut diatas, terdapat juga alasan 

lain yang dijadikan dasar gugatan terhadap perusahaan Key 

Coffee Inc, yakni pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) (i) dalam 

Unfair Competition Law, Japan Law Number 116, of December 14, 

1994 (undang-undang persaingan curang, Japan International 

Cooperation Agency / JICA) 186 yang mengatur bahwa : 

“Perbuatan yang menyebabkan kekacauan dengan meng¬ 
gunakan indikasi barang yang identik atau serupa de¬ 
ngan indikasi barang orang lain (indikasi asal dari ba¬ 
rang, atau badan hukum seperti; nama, merek dagang 
atau kemasan atau bungkus barang dan lain-lain) 187 . 


185 OK Saidin, Op. Cit. Hlm. 386 

186 Japan International Cooperation Agency / JICA (Undang-Undang Anti 
Persaingan Curang Jepang) secara drastis direvisi untuk pertama kalinya dalam 
kurun waktu 60 tahun sejak diundangkan pada tahun 1934. Amandemen ini 
diundangkan tanggal 19 mei 1993, dan mulai berlaku sejak bulan mei 1994 
dengan beberapa hal perubahan; Lihat juga Julius Rizaldi, Op.Cit., hlm. 58 

187 Julius Rizaldi, Ibid. 
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Mengingat bahwa Perjanjian TRIPs tidak memberikan 
sarana hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul dari 
negara-negara anggota. Tetapi penyelesaian sengketa dalam Per¬ 
janjian TRIPs mewajibkan kepada negara-negara untuk menye¬ 
diakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam 
hal mengajukan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 
standar minimum yang digunakan dalam Perjanjian TRIPs yang 
menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat menyesuaikan 
undang-undangnya sama seperti yang ada dalam TRIPs atau 
dapat memperluas cakupan perlindungannya sesuai dengan 
perjanjian multilateral yang ada sebelum TRIPs. Dengan kata 
lain bahwa standar minimum yang ditetapkan dalam TRIPs 
mewajibkan kepada negara-negara anggota untuk menyediakan 
sarana hukum dalam mengajukan gugatan. 

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka WTO 

Salah satu bidang dalam struktur dasar persetujuan WTO 
adalah Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements). Bidang terse¬ 
but sangat esensial dalam menegakkan aturan-aturan dari Per¬ 
setujuan WTO. Dengan adanya pengaturan mengenai penye¬ 
lesaian sengketa, para pihak yang bersengketa yang termasuk 
dalam keanggotaan WTO memiliki sarana bagaimana sengketa 
mereka harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa dalam WTO 
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termuat dalam aturan khusus yaitu Dispute Settlement understan- 
ding ofthe WTO Agreement. 

Dispute Settlement Understanding (DSU) adalah salah satu 
elemen terpenting dari rezim perdagangan multilateral saat ini. 
Sistem ini dibuat oleh para negara anggota WTO pada saat 
Putaran Uruguay dengan harapan untuk menciptakan suatu 
sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam 
rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka 
WTO. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan 
agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang 
disepakati dalam WTO Agreement. 

Pada bagian selanjutnya penulis akan membahas bebe¬ 
rapa prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat dalam 
Dispute Settlement Understanding dalam kerangka WTO, yang 
diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara Perusahaan 
Key Coffee Inc dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geog¬ 
rafis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, dimana Key Coffee Inc mendaf¬ 
tarkan Kopi Toraja sebagai merek dagang di Jepang dengan na¬ 
ma merek Toarco Toraja Coffee. Dalam hal ini bahwa MPIG Kopi 
Arabika Toraja diwakili oleh Pemerintah Pusat (Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia) untuk menggugat Key Coffee 
Inc yang dapat juga diwakili oleh Pemerintah Pusat Negara 
Jepang (Kementerian Perdagangan Jepang). Pendaftaran terse- 
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but dapat menimbulkan adanya sengketa karena Kopi Toraja 
merupakan Indikasi Asal Kabupaten Tana Toraja dan Toraja 
Utara. Penyelesaian sengketa melalui WTO dimungkinkan ter¬ 
hadap pelanggaran yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) 
dan ayat (3) Perjanjian TRIPs dan Pasal 2 ayat (1) (i) dalam 
undang-undang persaingan curang Jepang. 

2.1. Konsultasi 

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan 
suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan de¬ 
ngan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan kemu¬ 
dian merugikan negara lain. Konsultasi merupakan tahap perta¬ 
ma penyelesaian sengketa dan biasanya berlangsung dalam 
bentuk diplomatik. 188 Tujuan utama dari proses ini adalah untuk 
menyelesaikan sengketa di luar cara yang formal. Dispute Settle- 
ment Understanding (DSU) menetapkan jangka waktu 10 hari 
bagi termohon (Key Coffee Inc) untuk memberi jawaban kepada 
pemohon (MPIG Kopi Arabika Toraja) untuk menyelenggarakan 
konsultasi. Apabila termohon menerima tawaran berkonsultasi 
tersebut, maka mereka disyaratkan untuk menyelesaikan seng¬ 
ketanya secara bilateral dalam jangka waktu 30 hari sejak per¬ 
mohonan berkonsultasi diterima. Permohonan untuk berkon¬ 
sultasi kepada pihak lainnya harus juga diberitahukan, pihak 

188 Lihat Pasal 4 Dispute Settlement Understanding (DSU) 
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lain yang dimaksudkan adalah Dispute Settlement Body (DSB) 
atau komisi lainnya. 

Permohonan untuk konsultasi harus dibuat secara ter¬ 
tulis. Permohonan tersebut juga harus mengemukakan alasan 
timbulnya sengketa dan dasar hukum untuk pengajuan permo¬ 
honan untuk konsultasi. 189 WTO merekomendasikan para pihak 
untuk memanfaatkan cara-cara yang tersedia untuk mencapai 
penyelesaian yang memuaskan selama berlangsungnya proses 
konsultasi. 

2.2 Jasa-Jasa Baik, Konsiliasi, dan Mediasi 

Jasa-Jasa Baik, Konsiliasi dan mediasi adalah cara-cara 
penyelesaian sengketa secara damai melalui keikutsertaan pihak 
ke tiga. Prosedur untuk penyelesaian sengketa melalui proses ini 
bersifat sukarela. Hal ini berarti para pihak hanya dapat menem¬ 
puh cara ini apabila mereka sepakat. 190 Seperti halnya dengan 
konsultasi, prosedur Jasa-Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi ber¬ 
sifat informal. Namun demikian tiap pihak tidak menghalangi 
untuk menempuh tahap penyelesaian sengketa yang lebih 
lanjut. Para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui proses 
ini setiap saat, asalkan bahwa jangka waktu 60 hari konsultasi 
telah berakhir. Demikian pula, para pihak dapat mengakhirinya 


189 Lihat Pasal 4 Paragraf 4 Dispute Settlement Understanding (DSU) 

190 Lihat Pasal 5 Paragraf 1 Dispute Settlement Understanding (DSU) 
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setiap saat apabila mereka pertimbangkan prospek penyelesaian 
sengketa melalui tahap ini kecil kemungkinannya untuk selesai. 
2.3. Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body /DSB) 
dan Pembentukan Panel 

Penyelesaian sengketa menjadi tanggungjawab badan 
penyelesaian sengketa (DSB) yang merupakan turunan dari 
Dewan Umum (General Council / GC). DSB adalah satu-satunya 
badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri 
dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga 
menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada 
tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan- 
putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewe¬ 
nang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak me¬ 
matuhi suatu putusan. 

Pembentukan panel dianggap sebagai upaya akhir mana¬ 
kala penyelesaian sengketa secara bilateral gagal. Fungsi utama 
panel adalah membantu penyelesaian secara objektif untuk me¬ 
mutuskan apakah suatu objek perkara tersebut telah melanggar 
perjanjian cakupan WTO. Dalam hal ini objek sengketa antara 
Key Coffee Inc dan MPIG Kopi Arabika Toraja adalah Indikasi 
Asal Kopi Toraja yang terdaftar sebagai merek dagang di 
Jepang, sedangkan perjanjian cakupannya ada pada Pasal 22 
ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs. 
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Panel memformulasikan dan menyerahkan hasil dari 
penemuannya yang akan membantu DSB dalam memformu¬ 
lasikan rekomendasi atau putusan. 191 Hasil dari putusan panel 
harus disahkan oleh DSB dan para pihak tidak dapat lagi 
memblok pengesahan laporan panel. Laporan mengikat para 
pihak dalam jangka waktiu 60 hari sejak tanggal laporan ter¬ 
sebut disebarkan kepada anggota WTO. Sifat mengikat suatu 
putusan dapat dikesampingkan apabila salah satu pihak mem- 
beritahu DSB mengenai keputusannya untuk banding. 192 
2.4. Badan Banding (.Appellate Body) 

Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding 
atas putusan panel. Tugas utama dari AB sebagaimana yang ter¬ 
muat dalam Pasal 17 Paragraf 6 DSU adalah terbatas, AB hanya 
bertugas untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh 
panel sebelumnya. Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari 
tujuh anggota tetap Badan Banding yang ditetapkan oleh DSB 
dan berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. 
Anggota AB memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Anggota AB 
harus berasal dari individu-individu yang memiliki reputasi 


191 Lihat Pasal 11 Paragraf 1 Dispute Settlement Understanding (DSU) 

192 Lihat Pasal 16 Paragraf 4 Dispute Settlement Understanding (DSU) 
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dalam bidang hukum dan perdagangan internasional, dan lepas 
dari kepentingan negara manapun. 193 

Proses banding tidak boleh lebih dari 60 hari sejak para 
pihak secara formal menyerahkan pemberitahuan banding ke 
Badan Banding dan memberitahukan pemberitahuan tertulis 
kepada DSB. Namun demikian, jika AB beranggapan bahwa 
jangka waktu 60 hari tidak cukup untuk menghasilkan laporan¬ 
nya, maka ia dapat memperpanjang 30 hari hingga menjadi 90 
hari. Untuk maksud tersebut, AB harus memberitahukan DSB 
secara tertulis bersama-sama dengan alasan perpanjangan dan 
menyebutkan kapan laporan akan diberikan. 194 

Hasil dari proses penyelidikan disampaikan dan disah¬ 
kan oleh DSB. Keputusan pada tingkat banding dapat menunda, 
mengubah, ataupun memutarbalikkan temuan-temuan dan pu¬ 
tusan hukum dari panel. DSB harus menerima atau menolak 
putusan banding dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari 
setelah putusan AB. 

Menurut pendapat penulis dari dua mekanisme penye¬ 
lesaian sengketa internasional yang telah dipaparkan sebelum¬ 
nya, maka yang lebih efektif adalah mekanisme WTO karena 
pada proses penyelesaian sengketanya terdiri dari organ yang 

193 Lihat Pasal 17 Paragraf 1 Dispute Settlement Understanding (DSU) 

194 Lihat Pasal 17 Paragraf 5 Dispute Settlement Understanding (DSU) 


220 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


netral dan objektif, seperti DSB yang yang terdiri dari para ahli 
yang bertugas menelaah kasus-kasus yang disengketakan dan 
satu-satunya badan yang memiliki otoritas untuk membentuk 
panel. Lain halnya apabila melalui mekanisme TRIPs, di mana 
gugatan ditujukan dan disidangkan di negara tergugat yang 
dapat berpotensi adanya intervensi dari negara tergugat untuk 
memenangkan sengketa. 

2.5. Sistem Penyelesaian Sengketa di WTO 

Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan 
berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan 
tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 
yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Di antara KT, kegia¬ 
tan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh 
General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan sub-sider 
yang meliputi dewan, komite, dan sub-komite yang bertu-gas 
untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian- 
perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan 
dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas 
wilayah, memberikan jaminan atas "Most-Favored-Nation princi- 
ple" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara 
negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam 
semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perda¬ 
gangan internasional dengan pengecualian yang patut atau 
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fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan 
membantu pembangunan yang berkesinambungan, mening¬ 
katkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun 
perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keter¬ 
bukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan 
internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontri¬ 
busi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. 195 Hal ini 
sangat penting mengingat pertumbuhan dan pembangunan eko¬ 
nomi adalah salah satu pilar dalam setiap Negara, hal ini tidak 
dapat dipastikan sehingga pertumbuhan hanya dapat dipre¬ 
diksi. 

Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 me¬ 
mandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perun¬ 
dingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multila¬ 
teral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan 
memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs 
untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai 
sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang 
dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan per¬ 
tanian ( Non-Agricultural Market Access/NAMA), perdagangan 


195 http:// www.kemlu.go.id/ id/kebijakan/kerjasama-multilateral/ 

Pages / W orld-Trade-Or ganization-( WTO). aspx 
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bidang jasa, dan Rules. Dalam perkembangannya, isu pertanian 
khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk 
pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses 
perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu 
pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi 
(antara lain food security, livelihood security, dan r urai develop- 
ment). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik 
mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan 
pertanian mereka. 196 Penggunaan isu penurunan subsidi domes¬ 
tik dan tarif produk pertanian dalam proses perundingan secara 
politik sah-sah saja, hal ini dipentingkan karena ada tujuan yang 
lebih besar dari perundingan tersebut yang akan diupayakan 
terwujud. 

Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini 
diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara 
anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan 
NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilaku¬ 
kan "suspension" pada bulan Juni 2006, proses perundingan 
secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada 
bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan 
harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA, 
dan menggunakan isu-isu single-undertaking seperti isu perda- 

196 Ibid. 
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gangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan 
penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga 
mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari perte¬ 
muan tingkat perunding. Pejabat Tinggi, dan Tingkat Menteri; 
baik dalam format terbatas (plurilateral dan bilateral) maupun 
multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan 
hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat 
tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. 197 
Sejumlah kegagalan perundingan tersebut dapat menjadi cermi¬ 
nan betapa sulitnya mempertemukan sebuah persepsi yang be¬ 
sar dari negara-negara, karena masing-masing negara membawa 
kepentingan nasionalnya. 

Target Program Kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 (sem¬ 
bilan) Komite /Negotiating Groups diharapkan mengeluarkan 
"final texts" atau teks modalitas yang akan menjadi dasar 
kesepakatan single undertaking Putaran Doha pada bulan April 
2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket Putaran 
Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011; dan pada 
akhirnya seluruh jadwaldan naskah hukum kesepakatan 
Putaran Doha selesai (ditandatangani) akhir tahun 2011. Namun 
target tersebut tampaknya sudah terlampaui batas waktunya 

197 Ibid. 
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dan belum ada perubahan terhadap Program Kerja yang ada. 
Pada bulan Desember 2011, telah diselenggarakan Konferensi 
Tingkat Menteri (KTM) WTO di Jenewa. KTM menyepakati 
elemen-elemen arahan politis (political guidance) yang akan 
menentukan program kerja WTO dan Putaran Doha (Doha 
Development Agenda )dua tahun ke depan. Arahan politis yang 
disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: 
(i) penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO; (ii) 
penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan 
pembangunan; dan (iii) langkah ke depan penyelesaian perun¬ 
dingan Putaran Doha. 198 

Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 (Bali, 3-7 
Desember 2013), di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah 
WTO, organisasi ini dianggap telah "fully-delivered". Negara- 
negara anggota WTO telah menyepakati "Paket Bali" sebagai 
outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam Paket Bali — 
mencakup isu Fasilitasi Perdagangan, Pembangunan dan LDCs, 
serta Pertanian — merupakan sebagian dari isu perundingan 
DDA. Disepakatinya Paket Bali merupakan suatu capaian his¬ 
toris. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru 
kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru yaitu 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk 

198 Ibid. 
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melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pela¬ 
buhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengelua¬ 
ran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang 
yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya 
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing pereko¬ 
nomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia 
di luar negeri. 199 Hal ini menjadi poin penting dalam kepenti¬ 
ngan Indonesia dalam perundingan tersebut. 

Selain itu. Paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksi¬ 
bilitas dalam isu public stokholding for food security. Hal ini akan 
memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang, ter¬ 
masuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan 
pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat 
di forum Dispute Settlement Body WTO. Dengan Paket 
Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya 
forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan 
internasional, sekaligus memulihkan political confidence dari 
seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penye¬ 
lesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum 
dalam Post Bali Work, di mana negara-negara anggota diminta 
untuk menyusun work program penyelesaian DDA di tahun 2014. 
Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi 

199 Ibid. 


226 


Ibnu Munzir, S.H., M.Kn. - Kadarudin, S.H., M.H. 





Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 


negara-negara berkembang dan LDCs dalam berintegrasi ke 
dalam sistem perdagangan multilateral. 200 Post Bali Work menjadi 
ajang penting negara-negara berkembang dalam memajukan 
sistem perdagangan antar negara. 

Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perun¬ 
dingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rang¬ 
ka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemis¬ 
kinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding 
Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi 
tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih 
memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam 
kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersa¬ 
ma yang mengedepankan pencapaian development objectives dari 
DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang 
menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, 
kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan 
aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indo¬ 
nesia selaku koordinator G-33 juga terus melaksanakan komit¬ 
men dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serang¬ 
kaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta Besar/Head 
of Delegations, Senior Official Meeting dan Pertemuan Tingkat 
Menteri; baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal 

200 Ibid. 
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ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan 
ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil 
dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G-33 tumbuh 
menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perun¬ 
dingan pertanian; anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 
negara. 201 Pertambahan anggota ini menandakan bahwa partum- 
buhan ekonomi di beberapa negara mengalami perkembangan 
yang cukup pesat, karena hanya negara-negara tertentu yang 
memenuhi syarat-lah yang dapat menjadi anggota koalisi 
Negara berkembang. 

Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati 
sampai saat ini (draf modalitas pertanian dan NAMA) merupa¬ 
kan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah 
mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk 
meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai 
diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada 
dan backtracking kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Nega¬ 
ra-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepat¬ 
nya menyelesaikan Putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi 
danbalance yang ada saat ini. Selanjutnya, diharapkan negara- 
negara anggota ini membicarakan ambisi baru pasca-Doha, 
walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkat- 

201 Ibid. 
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kan level of ambition akses pasar Putaran Doha melebihi Draf 
Modalitas tanggal 6 Desember 2008. Indonesia memiliki kepenti¬ 
ngan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk 
melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara- 
cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap 
mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan 
pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs. 202 

Berdasarkan pemaparan mengenai upaya hukum yang 
dapat ditempuh oleh Indonesia baik itu upaya hukum nasional 
maupun upaya hukum internasional terkait dengan terdaftarnya 
Kopi Toraja sebagai merek dagang milik Jepang adalah sebuah 
bentuk upaya negara (Indonesia) dalam mempertahankan pro¬ 
duk indikasi asal miliknya (Toraja). Dan hukum harus adil da¬ 
lam menilai permasalahan ini, sebagaimana teori tujuan hukum 
yang kasuistis, maka dalam hal ini hukum harus melihat nilai 
keadilan dan kemanfaatan bagi kedua negara (Indonesia- 
Jepang). Mengenai kepastian hukum harus ditempatkan pada 
porsi yang paling akhir karena keadilanlah yang harus dominan 
dalam kasus ini, sehingga validitasnya dapat terjaga dan pihak 
yang dirugikan dapat terlindungi oleh hukum yang ada. 


202 Ibid. 
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BAB IX 

PENUTUP 


Sebagai penutup dalam buku ini, maka penulis dapat 
memaparkan poin-poin penting sebagai rangkuman dari isi ma¬ 
teri buku ini. Pertama, Kopi dari Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Toraja Utara memiliki karakteristik dan cita rasa 
tinggi karena faktor alamnya. Keadaan alam Kabupaten Tana 
Toraja bergunung-gunung, berada pada ketinggian 300 (tiga 
ratus) meter sampai 2.889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh 
sembilan) meter di atas permukaan laut. Faktor alam tersebutlah 
yang membedakan rasa kopi yang berasal dari Kabupaten Tana 
Toraja dengan kopi yang berasal dari daerah lain. Dengan cita 
rasanya yang tinggi itu, harga kopi yang berasal dari Kabupaten 
Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara lebih mahal dibanding¬ 
kan dengan kopi merek lain yang berasal dari berbagai daerah 
di Indonesia. Bahkan, kopi tersebut (kopi yang berasal dari 
Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara) telah lama 
masuk ke pasar internasional. Oleh karena itu, sudah tentu 
bahwa produk kopi ini harus mendapatkan perlindungan secara 
hukum, khususnya perlindungan HKI. 
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Kedua, ketenaran Kopi Toraja ini kemudian dimanfaatkan 
oleh perusahaan Key Coffee Inc. dari Jepang dengan mendaf¬ 
tarkan Merek "Toarco Toraja" dengan nomor pendaftaran 
75884722 di Jepang Pada tanggal 14 Januari 1977. Merek tersebut 
selain menampilkan kata "Toraja" juga rumah adat Toraja seba¬ 
gai latar merek. Hal ini terjadi karena tidak adanya undang- 
undang nasional yang mengatur tentang indikasi geografis dan 
indikasi asal pada saat didaftarkannya Merek Kopi Toraja oleh 
perusahaan Key Coffee Inc. pada tahun 1977 di Jepang. Namun 
sebenarnya. Kopi Toraja dapat dilindungi sebagai produk Indi¬ 
kasi Asal melalui perjanjian-perjanjian internasional dan hukum 
nasional yang lahir sebelum dan sesudah adanya pendaftaran 
Merek Kopi Toraja oleh perusahaan Key Coffee Inc. pada tahun 
1977 di Jepang. Misalnya: Paris Convention (1883), Madrid 
Agreement (1891), Lisbon Agreement (1958), TRIPs Agreement 
(1994), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indi¬ 
kasi Geografis yang dalam pengaturannya juga mengatur me¬ 
ngenai perlindungan terhadap produk indikasi asal. Sehingga 
dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi negara (Indo¬ 
nesia) untuk tidak mengupayakan terciptanya perlindungan 
hukum bagi Kopi Toraja sebaga produk indikasi asal milik 
Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. 
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Ketiga , Indonesia dan Jepang terikat dalam suatu Per¬ 
janjian Internasional salah satunya adalah perjanjian TRIPs. 
Dalam Perjanjian TRIPs diatur mengenai indikasi geografis yang 
berkaitan dengan pemakaian merek khususnya dalam Article 22 
(1) persetujuan TRIPs, persetujuan TRIPs juga mengatur bahwa 
dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda 
(atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang 
tidak sesuai dengan indikasi geografis. Misalnya mencantumkan 
label Kopi Toraja pada merek tetapi produk yang diperdagang¬ 
kan bukanlah merupakan kopi Toraja. Larangan itu dipertegas 
dalam article 22 (2). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 
mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsu¬ 
men yang berakibat lebih lanjut ditimbulkannya persaingan 
curang (unfair competition), yang dijelaskan dalam article 10 bis 
Konvensi Paris (1979). 

Keempat, perlindungan hukum terhadap merek kopi 
Toraja sebagai produk indikasi asal milik Tana Toraja dan Toraja 
Utara melalui instrumen hukum internasional secara garis besar 
mengatur 2 (dua) hal pokok, yaitu (1) penggunaan merek Toarco 
Toraja oleh Key Coffee Inc harus mencantumkan nama Tana 
Toraja dan Toraja Utara sebagai tempat asal barang; (2) produk 
kopi yang diperdagangkan dengan merek dagang Toarco Toraja 
itu harus berasal dari daerah asal yaitu di Kabupaten Tana 
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Toraja dan Toraja Utara yang ada di Indonesia agar tidak 
menyesatkan masyarakat. Sedangkan Instrumen hukum nasi¬ 
onal secara garis besar memberikan perlindungan dalam hal tata 
cara pendaftaran produk Indikasi Asal menjadi produk Indikasi 
Geografis. Hal ini juga sejalan dengan teori perlindungan 
hukum dan teori keadilan. 

Kelima , merek kopi Toraja yang terdaftar di Jepang 
berakibat hukum dalam 2 (dua) hal, yaitu (1) terhadap pendaf¬ 
taran Indikasi Asal, dalam arti bahwa akibat dari pendaftaran 
yang dilakukan oleh Key Coffee Inc di Jepang dan Indonesia 
terhadap produk kopi Toraja dengan nama merek dagang 
Toarco Toraja Coffee yaitu masyarakat Tana Toraja dan Toraja 
Utara tidak dapat mendaftarkan Kopi Arabika Toraja sebagai 
merek dagang di Indonesia akan tetapi hanya bisa didaftarkan 
sebagai Indikasi Geografis; (2) Akibat hukum terhadap kegiatan 
perdagangan, dalam arti bahwa karena perusahaan Key Coffee 
Inc telah mendaftarkan kopi Toraja sebagai merek dagang di 
Jepang maka perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 
AEKI tidak dapat mengekspor produk kopi ke Jepang dengan 
nama kopi Toraja, kecuali dengan menggunakan nama lain 
selain nama Toraja. Berdasarkan teori validitas hukum, maka 
sesungguhnya petani kopi di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara 
dapat melakukan upaya untuk mendaftarkan produk kopi 
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Toraja sebagai produk indikasi asal, dalm hal ini negara 
(Indonesia) harus berperan aktif dalam memfasilitasi hal terse¬ 
but. 

Keenam, upaya hukum yang ditempuh Indonesia atas 
merek kopi Toraja yang terdaftar di Jepang dapat melalui 2 
(dua) cara, yaitu (1) upaya hukum nasional berupa MPIG Kopi 
Arabika Toraja menggugat PT Toarco Jaya ke Pengadilan Niaga 
Makassar atas pelanggaran Pasal 60, Pasal 57, dan Pasal 58 
Undang-Undang Merek; (2) upaya hukum internasional berupa 
MPIG Kopi Arabika Toraja menggugat Key Coffee Inc ke 
Pengadilan Niaga yang ada di Jepang atas pelanggaran Pasal 22 
ayat (2) TRIPs dan Pasal 2 ayat (1) (i) Unfair Competition Law, 
Japan Law Number 116 Year 1994. Dan atas dasar gugatan yang 
sama juga MPIG Kopi Arabika Toraja dapat menggugat Key 
Coffee Inc melalui mekanisme WTO (Konsultasi, Jasa-Jasa Baik, 
Konsiliasi, Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa dan Pemben¬ 
tukan Panel, serta Badan Banding). Berdasarkan teori tujuan 
hukum, maka keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan 
dalam melihat kasus ini. 

Ketujuh, harus adanya perbaikan pada klausul-klausul 
Perjanjian TRIPs yang khusus mengatur mengenai Indikasi 
Geografis agar klausul tersebut dapat dirasakan manfaatnya 
oleh semua negara tanpa terkecuali, dan tidak bersifat diskrimi- 
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natif seperti yang ada pada saat ini, dimana klausul-klausul 
Perjanjian TRIPs hanya menguntungkan negara-negara yang 
mempelopori dibuatnya perjanjian TRIPs (khususnya negara 
Jepang dan Amerika Serikat). 

Kedelapan, seharusnya pemerintah yang memiliki otoritas 
terkait dengan pendaftaran merek maupun Indikasi Geografis 
(dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang) 
lebih selektif dalam menerima pendaftaran, agar dapat memini- 
malisir pihak-pihak yang mungkin dirugikan atas pendaftaran 
tersebut. 

Kesembilan, seharusnya Perjanjian TRIPs mengatur dan 
membuat badan peradilan yang khusus menangani kasus-kasus 
sengketa HKI agar para pihak yang bersengketa merasa adil 
karena diselesaikan di tempat yang netral dan jauh dari inter¬ 
vensi negara (seperti halnya pengadilan yang ada di negara 
masing-masing para pihak yang bersengketa), selain mekanisme 
penyelesaian sengketa yang diatur oleh WTO yang ada saat ini. 
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